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PROFESIONALISME DOSEN

Salah satu indikator keberhasilan sebuah perguruan tinggi
adalah sangat ditentukan oleh kenalkan prestasi sumberdaya
manusianva, balk seeara kuantitatif maupun kualitatif.
Peningkatan karir dan profesionalisme dosen itulah yvang menjadi
sasaran. Upaya peningkatan itu, perguruan tinggl akan selalu
herusaha mendorong dan memotivasi dosen-dosennya untuk
meningkatkan ilmunvya, misalnva melalui studi lanjut ke program
pascasarjana; pendidikan spesialis, keahlian, Master (S-2) atau
Doktor (S-3). Karir dan profesionalisme seorang dosen perguruan
tinggl akan diukur oleh seberapa banyak prestasi dosen tersebut
dapat menghasilkan sebuah produk ilmu (science) dan teknologi
yvang bermanfaat bagl masyarakat; misalnya banyak melakukan
penelitian-penelitian, banyvak menghasilkan buku-buku atau
tulisan-tulisan karya ilmiah lainnya vang dimuat diberbagail media
publik seperti jurnal ilmiah baik vang berkaliber nasional maupun

jurnal internasional. Jika sebuah perguruan




tinggl banyvak memiliki dosen yang bergelar master dan doktor, ini
memberi tanda bahwa perguruan tinggl tersebut memiliki visi ke
depan dalam meningkatkan Tri1 dharma perguruan tinggl melalui
kualitas 1lmu, pembelajaran dan penelitian. Pimpinan perguruan
tinggl harus memberikan “ruang gerak” vang leluasa kepada para
dosennva untuk selalu meningkatkan “karir” dan
“profesionalismenvya”. Oleh karena itu, buku ini disusun untuk
memenuhi kebutuhan tersebut.,

Menurut undang-undang Guru dan Dosen tahun 2000 yvang
baru, salah satu syarat untuk menjadi seorang profesor (prof.)
haruslah lulusan doktor (S-3) atau bagi yang berkuahfikasi doktor
yvang memilikl prestasi akademik vang diakui oleh masyarakat
akademik. Padahal Profesor adalah karir dosen vang paling tinggi
dar1 jabatan akademik seorang dosen. Jika anda seorang dosen
bergelar master (S-2) dan memihki jabatan Lektor kepala, tetapi
tidak doktor, anda akan “mentok’ di jabatan 1tu, tidak akan bisa
menjadi seorang profesor. Lain persoalannya jika anda seorang
dosen memiliki “prestasi” yang prestisius dalam pengembangan
IPTEK dan diakui oleh publik. Presiden melalui Menteri
Pendidikan Nasional akan memberikan Surat Keputusan (SK)
profesor kepada anda ; atau ada sebuah perguruan tinggl yang mau
memberikan gelar doktor honoris causa (Dr.He.) pada anda sebagai
pengakuan masyarakat akademik atas kaiva-karyva monumental

dan karya tulis ilmiah yvang anda buat.




Anda sangatlah beruntung jika anda memperoleh gelar
doktor dan profesor atas prestasi1 vang anda perjuangkan.
Masyarakat akademik maupun masyarakat umum (publik) sangat
menantl akan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
vang anda kembangkan dari masa lampau ke masa kini dan masa
vang akan datang. Upava mulia anda adalah mengembangkan
masvarakat ke arah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
menuju kesejahteraan dan kemakmuran umat manusia di masa

mendatang.




PERBEDAAN UNIVERSITAS, INSTITUT,

SEKOLAH TINGGI, AKADEMI DAN
POLITEKNIK.

Menurut Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional bagian keempat pasal
19, paWU, dan pasal 21 menyebutkan bahwa pendidikan
tingel mencakup pendidikan Diploma, Sarjana, Magister,
Spesialis dan Doktor. Perguruan tinggi dapat berbentuk;
Akademi, Sekolah Tinggl, Institut, dan Universitas.
Perguruan tinggl wajib menyelenggarakan pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan
tinggl in1 dapat menyelenggarakan program akademik,

program profesi, dan program vokasi. Juga perguruan tinggi




berhak untuk memberikan gelar akademik, profesi dan
vokasi.

Mungkin di antara anda, ada vang kurang
memperhatikan apa vang menjadi perbedaan dan kesamaan
antara lembaga; Universitas, Institut, Sekolah Tinggi,
Akademi dan Politeknik. Ada beberapa hal vang
membedakan dar status atau tingkatan sebuah lembaga
terhadap hak dan kewajiban seorang dosen. Misalnya hak
seorang dosen yvang ditugaskan di sebuah akademi atau
politeknik tidak bisa langsung menjadi guru besar ahas
profesor, kecuali anda harus pindah ke sebuah universitas,
insﬁtmau sekolah tinggi.

Ada beberapa syarat vang harus dipenuhi oleh seorang
dosen vang bertugas di sebuah akademi atau politeknik.
Lain halnva hak dan kewenangan bagi seorang dosen vang
bertugas di sebuah universitas. Walaupun secara fungsional
sama. Jika kepentingan anda sudah terwadahi tidak
masalah, tinggal mempersiapkan segala persyaratannva.
Yang penting anda memiliki prospektus ke depan vang lebih
baik. Oleh karena 1tu jika anda menginginkan menjadi
seorang guru besar alias profesor, maka anda Mus
mengetahul terlebih dahulu perbedaan “status”™ antara
universitas, institut, sekolah tinggl, akademi dan politeknik.

Perbedaan antara  perguruan tinggl  yang
pendidikannya bersifat akademik dan profesi. Umiversitas,
Institut, dan Sekolah tinggl termasuk pendidikan akademik.
Programnya seperti ; S-1, S-EQS dan alummnya bergelar
sesual peraturan pemerintah; sarjana, magister dan doktor.

Pendidikan




akademik; adalah pendidikan wvang diarahkan terutama
pada penguasaan 1lmu pengetahuan, teknologi, dan atau
kesenian. Sedangkan Akademi dan politeknik termasuk
pendidikan professional (sebut keam}. Pendidikan
profesional adalah pendidikan vang diarahkan terutama
pada kesiapan penerapan keahlian tertentu, misalnya
diploma I, II dan III atau IV, program spesialis dokter,

notaris perawat, bidan, dan sebagainya.

1) Universitas; adalah perguruan tinggsi didalamnya
memiliki berbagai fakultas, berbagal jurusan dari
beranekaragam  disiplin  1lmu. Programnya bisa
mnacam-macam; diploma satu sampal dengan empat,
program sarjana S-1, pascasarjana S-2 dan S-3, program
@hliam’spesialis. Contoh universitas negeri antara lain;
Universitas Indonesia, Universitas Airlangga,
Unmiversitas Sumatra Utara, Universitas Brawiava,
Umiversitas Padjadjaran. Universitas swasta;:
Universitas Muhammadivah, universitas Surabaya,

Universitas Parahivangan, Universitas Trisakti dsb.

2) Institut; adalah perguruan tinggl vang bercirikan pada
bidang tertentu, misalnya pemerintahan, keagamaan,
atau keguruan, atau pendidikan. Memilhiki berbagai
fakultas, bermacam jurusan sama hampir sama dengan
universitas, tetapl jumlah fakultas dan jurusannya ada
vang lebith sedikit dari1 umiversitas. Contoh seperti
Institut Sosial dan [lmu Politik (ISIP), Institut Keguruan
dan Ilmu Pendidikan (IKIP), Institut Agama Islam
Negeri




3)

4)

(IAIN). Program bisa sama dengan umversitas; ada
diploma, sarjana, pascasarjana, bahkan keahlian.
Sekarang ini banyak istitut dirubah menjadi universitas,
sepertl; IKIP Bandung menjadi Universitas Pendidikan
Indonesia (UPI), IKIP Surabaya menjadi UNESA, IKIP
Malang menjadi UNM, IKIP Jakarta menjadi Universitas
Negeri Jakarta, [AIN Syarif hidayatullah memnjadi
Universitas Islam Indonesia, Institut Ilmu Pemerintahan
(IIP), Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

dan banyak lainnvya.

Sekolah Tinggi; adalah perguruan tinggl vang
bercirikan satu bidang tertentu saja. Sekolah tinggl 1m
keberadaannya setara dengan salah satu fakultas yang
ada di universitas atau institut. Programnva ada
diploma, sarjana, bahkan pascasarjana, tetap
jurusannva ]l@h lebih sedikit dari sebuah institut.
Contohnya; Sekolah Tinggi Keguruan dan ilmu
Pendidikan (STKIP) untuk mencetak guru, Sekolah
Tinggl Pemerintahan Dalam Negern (STPDN) untuk
mencetak para calon lurah dan calon camat, Sekolah
Tinggl Hukum (STH) mencetak calon sarjana hukum,
notaris, dan hakim. Sekolah Tinggl Akuntansi Negara
(STAN) mencetak para profesional dalam profes:

akuntansi lembaga negara, dan lain-lain.

Akademi; perguruan tinggl yvang terdir dari satu
program atau beberapa program studi yvang disiphn

Umunya hanva sebidang. Misalnva




9)

akademi dibidang kesehatan: akadem kebidanan
(Akbid) , keperawatan (Akper), analis kimia (AAK),
kesehatan lingkungan (AKL), Gigi (Akzi). Di bidang
militer, Akademi Angkatan Laut (AAL), Akademi
Angkatan Darat (AAD), Akademi Angkatan Udara
(AAU), Akadami Angkatan Bersenjata Repubhk
Indonesia (AKABRI). Dibidang ekonomi; Akademi
Akuntansi, perbankan dsb.

Politeknik; hampir sama dengan akademi, tetapi bidang
satu program lebih sedikit dari akademi. Setingkat
jurusan vang ada di sebuah umversitas. Misalnya
Politeknik elektro, politeknik pertanian, Politekmk

kesehatan, Politeknik Kehutanan dan sebagainya.




TUGAS POKOK DAN FUNGSI DOSEN
PERGURUAN TINGGI

A, Pengertian Dosen

Dosen adalah seseorang vang berdasarkan
pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara
perguruan tinggl dengan tugas utama mear pada
perguruan tinggl vang bersangkutan. (SK.Bersama
Mendikbudan Kepala BKN No.61409/MPK/KP/99 dan
181/1999) Dosen adalah pendidik profesional dan Ilmuwan
dengan tugas utama mentransformasikan,
mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni melalul pendidikan, asnelitian dan
pengabdian kepada masyarakat. (UU No. 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen).




Seorang dosen sering anda lhhat memiliki nama
tambahan misalnyva Prof. Dy oo M.Eec.
Profesor bukan gelar akademik, tetapi adalah jabatan
fungsional dosen yvang tertinggl. Sedangkan Doktor (Dr.)
adalah gelar pendidikan akademik tertinggl (S-3). Untuk
memleh sebutan Profesor, anda harus menjadi dosen
dan melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi yang
terdiri dari ; (1) memberi1 kuliah/bimbingan kepada
mahasiswa, (2) melaksanakan penelitian dan (3) pengabdian
kepada masvarakat. Guru besar atau disebut Profesor (Prof.)
adalah jabatan fungsional tertinggl bagi dosen }'ansih
mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. (UU No.
14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen).

Jadi Dosen adalah sebuah profesi. Seperti profesi
m1n}'a, dosen harus bekerja secara profesional.
Profesional adalah pekerjaan wvang dilakukan oleh
seseorang dan menjadi  sumber penghasilan dan
penghidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau
kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma

tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

B. Dasar Hukum Dosen Memiliki Jabatan

Akademik

Seorang vang telah memilih profesi sebagal Dosen,
jika ingin diakul kewenangannva oleh perguruan tinggi,
misalnya membimbing, menguji mahasiswa, maka harus
memiliki jabatan akademik. Dasar wyuridisnya adalah

sebagal berikut;




1. SK Mendikbud dan Kepala BAKN No. 61409/MPK/
KP/99 dan No. 181/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

2. SK. Menter1i Negara Koordinator Pengawasan

Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara
No. 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999

3. Keputusan MENDIKNAS No.074/2000 Tanggal, 4 Mex
2000 Tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara
Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen Perguruan
Tinggi.

4. Keputusan MENDIKNAS No. 36/D/C/2001 Tanggal 1
Mei1 2001 Tentang Petunjuk Tekms Pelaksanaan
Pemilaian Angka Kredit Jabatan Dosen.

Fﬂ

Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru

a Dosen

6. Peraturan Mentern Pendidikan Nasional No. 38 Tahun
2006 Tentang Cara Pengangkatan dan Perpanjangan

Guru Besar

22
C. ggas Pokok Dosen

Tugas Pokok Dosen adalah; (1) melaksanakan
Pendidikan dan Pengajaran pada perguruan tinggi;
(2) melaksanakan penelitian; serta (3) melaksanakan
pengabdian kepada masyarakat. Itu yvang disebut sebagai
Tri D]mla Perguruan Tinggl.

Dalam Undangdang Guru dan Dosen No. 14 tahun
2005 pasal 60, Dosen dalam melaksanakan keprofesionalan,

dosen berkewajiban;




a. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian

kepada masvarakat.

h. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran

serta menilal dan mengevaluasi hasil pembelajaran

¢. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi
akademik, dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan
dengan perkembangan 1lmu pengetahuan, teknologi, dan

seni

d. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar
pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi
fisik tertentu, atau latarbelakang sosioekonomi peserta

didik dalam pembelajaran

e. Menjunjung tinggl peraturan perundang- undangan,
hukum, dan kode etik, serta nilai-mlail agama dan etika,

dan;

f. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan

bangsa.

Kewajiban seorang dosen disamping tugas pokok,

hanvak hal vang harus dilaksanakan secara seksama.

D. Pengangkatan Menjadi Dosen Perguruan
Tinggi

Dalam pengangkatan Dosen ada dua macam;
(1) Dosen pegawai negerimpil (PNS) dan (2) Dosen
pegawail swasta (Yavasan). Dosen PNS adalah dosen yvang
diangkat oleh Pemerintah dan mendapatkan gaj dari

negara melalui APBN.




Penempatan Dosen m?: ada di perguruan tinggi negeri
(PTN) dan ada juga dosen PNS vang dipekerjakan (Dpk) di
perguruan tinggi swasta (PTS) yang dikoordinasikan
oleh Kopertis: namanyva Dosen PNS Dpk di PTS.

Kopertis adalah kepanjangan dari Koordinator
perguruan tinggl swasta dan kepanjangan tangan dari
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen
Pendidikan Nasional. Kopertis ada 11 Kopertis vang
tersebar di seluruh Indonesia. Kalau Kopertais ada di
Ingkungan Departemen Agama. Sedangkan Dosen
Yavasan; adalah dosen vang diangkat oleh Badan
Penvelenggara Harian (BPH) universitas atau Yayasan
Penvelenggara PTS dan akan mendapatkan gaji menurut
kemampuan PTS vang bersangkutan.

Bahkan dalam soal penggajian ada beberapa PTS
yvang sudah “mapan” dan “mampu” memberikan gaji
dosen “di atas” standar gaji PNS. Ada juga vang memakai
“standar (setara)’ gaji PNS. Tetapi tidak sedikit, bahkan
mavyoritas Dosen PTS yvang gajinyva yvang masih “dibawah”
standar gaji PNS. Dalam hal Jabatan fungsional antara
Dosen PNS dengan dosen Yayvasan diatur sama menurut
peraturan bersama MENPAN melalm BAKN dan
Mendiknas serta peraturan perundang-undangan vyang
berlaku.

Dengan kata lain Tugas dan Kewajiban Dosen PTN
dengan PTS hampir ﬁda@ada perbedaan, baik dalam
pelaksanaan keglatan pendidikan dan pengajaran,
pelaksanaan penehtian dan kegiatan pengabdian pada
masyarakat. Kedudukan dan kewenangan seperti mengajar,
membimbing, mengujl dankegiatan penunjang Tridharma

perguruan tinggi lainnya sama.




E. Dosen Tidak Memiliki Jabatan Akademik.

Jika ada Dosen tidak memiliki jabatan akademik, boleh
dikatakan dosen tersebut tidak memiliki SIM sebagai dosen.
Kesempatan untuk jadi profesor mungkin hampir tidak ada.
Mengapa demikian soal kepintaran boleh diperdebatkan, bisa
saja dosen vang tidak memiliki jabatan akademik lebih
berkompeten dalam bidang tertentu, tetapi tidak lihai di bidang
lain. Formalitas itu penting, untuk mendapatkan legalitas dan
pengakuan dari masyvarakat. Bagaimanapun jabatan akademik
Eah sistem yvang diatur oleh Pemerintah melalui BAKN dan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan
Nasional untuk membuat standar kompetensi meningkatkan
profesionalisme dosen perguruan tinggi. Maka jabatan
akademik bagi seorang dosen perguruan tinggi harus
memilikinya. Jika tidak bisa naik pangkat, tidak bisa naik gaji,
apalagi jadi guru besar (Profesor). Jelas tidak bisa.

Dengan dimilikinva SK jabatan akademik bagi seorang
dosen itu m@h menunjukkan kompetensinva dalam
melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi, vakni; (1) telah
banvak melakukan pendidikan dan pengajaran; seseorang vang
diberi kepercaya oleh sebuah universitas untuk membina suatu
mata kuliah, bukan sesuatu yang mudah. (2) Banvak
melakukan Penelitian dan menulis karyva ilmiah; Bagi
seseorang menulis dan melakukan sebuah penelitian atau
menulis sebuah karva ilmiah, tidaklah mudah perlu ketajaman

ilmu dan penguasaan teori dalam bidang tersebut. (3)




Banvak melakukan Pengabdian kepada masvarakat; Memberi
pelatihan, penvuluhan atau penataran kepada orang lain, tidak
mudah juga, seorang dosen memerlukan pemahaman dan
kesiapan vang matang. Belum dipersulit ketika menvatukan
pendapat atau keinginan vang berbeda-beda diantara para

peserta pelatihan.

F. Perbedaan; Golongan, Pangkat dan .Jabatan
Akademik.

Golongan itu menunjukkan ruang dimana pegawai itu
termasuk dalam kelompok ruang vang mana. Jika seseorang
dosen vang baru diangkat akan ditentukan termasuk golongan
berapa dan pangatnya apa. Golongan ini ditunjukkan dengan
angka rumawi; golongan [, golongan II, golongan III, dan
golongan IV. Pangkat itu menunjukkan fungsi dosen seperti
penata muda, pembina, pembina tingkat satu dan seterusnya.
Svarat maa:mcrindc) kenaikan pangkat jabatan itu beda.
Svarat masa kenaikan jabatan adalah 1 (satu) tahun sedangkan
kenaikan pangkat adalah 2 (dua) tahun. (Dirjen Dikti Diknas,
2001).

Pangkat dan Jabatan seorang dosen menunjukkan
fungsi dan kewenangan dari dosen tersebut. Jabatan itu ada
dua macam; pertama jabatan fungsional dan kedua Jabatan
Struktural. Bagi seorang dosen bisa saja menduduki dua
jabatan sekaligus; fungsional dan struktural dalam waktu vang
bersamaan. Tetapi jabatan struktural disini adalah tugas
tambahan bagi seorang dosen vang sedang diberi tanggung

jawab sebagai




pejabat disebuah perguruan tinggi. Contoh :

Golongan :IV/ia

Pangkat : Pembina

Jabatan Fungsional ktor Kepala

Jabatan Struktural : Rektor, Pembantu Rektor/ Dekan,
Pembantu Dekan/ Ketua Jurusan,
Direktur, Pembantu Direktur, Ketua

program studi

G. Perbedaan Jabatan Akademik (Fungsional)
Dengan Jabatan Struktural di Perguruan Tinggi

Di bawah ini akan dijelaskan kepada anda mengenai
perbedaan antara jabatan akademik dengan jabatan struktural
vang diemban oleh seorang dosen vang bertugas di perguruan

tinggi.
1) . Jabatan Fungsional Dosen

Jabatan Fungsional ini menunjukkan hak, kewajiban
dan kewenangan dari seorang dosen ya bertugas di
Perguruan Tinggi, jabatan fungsional tersebut sebagai berikut;
a) . Asisten Ahli
b) . Lektor
¢) . Lektor Kepala
d) . Guru Besar (Profesor)

Jangan heran jika ada dosen vang menyebut nama
dirinva, di bawah judul makalahnva ; Dr....SE., M.5i; Lektor
kepala pada jurusan ilmu ekonomi studi pembangunan (IESP)

pada fakultas ekonomi universitas X.




2) . Jabatan Struktural Dosen

Jabatan Struktural adalah jabatan vang diemban oleh
seorang dosen dalam memimpin sebuah perguruan tinggi. Hak,
Kewajiban dan kewenangannya akan bertambah dan akan
berbeda dengan seorang dosen vang hanva sebagai dosen.
Misalnva seorang Rektor sebuah universitas dan Dekan di
sebuah  fakultas, 1a memw kewenangan  untuk
menandatangani [jazah seorang sarjana (S-1), magister (3-2)
atau [jazah seorang doktor (S-3). Karena dia sudah diberi
kewenangan Dlmcntcri melalui surat keputusan (SK) untuk
melaksanakan itu sesual dengan peraturan dan perundang-
undangan vang berlaku. Jabatan struktural di Perguruan tinggi

setingkat universitas/Institut seperti berikut ini;

*  Rektor (pemimpin universitas)

* Pemb.Rektor I (Bid.Akademik & penelitian)

* Pemb.Rektor II (Bid. Keuangan dan Kepegawaian)

* Pemb.Rektor III (Bid.Kemahasiswaan)

* Dekan (Pemimpin Fakultas)

* Pemb.Dekan I (Bid. Akademik & penelitian)

* Pemb.Dekan IT (Bid. Keuangan dan Kepegawaian)

*+  Pemb.Dekan III (Bid. Kemahasiswaan)

*  Direktur (Pemimpin Akademi/Sekolah Tinggi)

*  Pembantu Direktur

*  Ketua Jurusan (Akademik)

+  Sekretaris Jurusan (Adm.akademik/kemaha- siswaan)
*+  Ketua LPPM (Penelitian dan Pengabdian pada Masvarakat)
+ Kepala BAAK (Bid. Akademik)




+ Kepala BAUK (Bid.Keuangan dan Kepegawaian)
+  Kepala Perpustakaan (UPT)

*  Kepala Laboratorium (UPT)

+  Kepala Lab.Bahasa (UPT)

+  Kepala Lab.Komputer (UPT)

* Kepala Lab.Mesin (UPT)

Sedangkan Jabatan Struktural di Perguruan tinggi
setingkat Akademi/ Politeknik seperti berikut ini;
*  Direktur

*+  Pemb. Direktur I (Bid.Akademik)

*  Pemb. Direktur II (Bid.Keuangan dan Kepegawaian)
*  Pemb, Direktur III (Bid. Kemahasiswaan)

+  Ketua Jurusan (Akademik)

*  Sekretaris Jurusan (Adm.akademik/kemahasiswaan)
+ Kepala BAAK (Bid.Akademik)

+ Kepala BAUK (Bid.Keuangan dan Kepegawaian)

Sesual dengan perkembangan dan perubahan undang-
undang/peraturan pemerintah vang baru, misalnya tentang
otonomi perguruan tinggi negeri (PTN) BHMN dan PTN non
BHMN. Perguruan tinggi BHMN akan berbeda nama jabatan
strukturalnyva dengan struktural PTN non BHMN, begitu pula
dengan jabatan structural perguruan tinggi Swasta. Bahkan
sekarang sudah banyvak vang dirubah pembantu Rektor dirubah
menjadi Wakil Rektor;, pembantu Dekan, Wakil Dekan, ;
Rektor, Pembantu Rektot diganti cukup dengan seorang
sekretaris Rektor. Tidak ada Pembantu Rektor, Pembantu
Dekan, ditiadakan mirip dengan struktur di perusahaan
swasta. Perubahan struktural tersebut, mungkin ini
dikarenakan efisiensi biayva dan perampingan birokrasi, biar
dalam pengambilan keputusan lebih mudah dan cepat. Memang

kadang-




kadang strata birokrasi terlalu panjang juga akan menghambat
dari efisiensi aspek manajerial perguruan tinggi. Oleh karena

itu harus ada perubahan yvang mengarah pada efisiensi.




KOMPETENSI DOSEN HUBUNGAN
DENGAN KEWENANGAN MEMBIMBING
DAN MENGUJI SKRIPSI TESIS, DISERTASI
MAHASISWA

A. Dasar Yuridis

KDI@ kepentingan diantara dosen tidak dapat
dihindari. Oleh karena itu untuk memperkecil konflik tersebut,
maka diperlukan peraturan vang mengatur interaksi dosen
dengan dosen, dosen dengan mahasiswa dan interaksi dosen
dengan pimpinannya. Hak dan kewajiban dosen akan diukur
oleh kompetensi dosen vang bersangkutan berdasarkan
peraturan dan kemamlan. Peraturan itu antara lain:

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang

Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen

3. SK DBersama Mendiknas daKa BAAKN No.
61409/MPEK/1999 dan No. 181/1999 tentang Juknis
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka
Kreditnya.

4. SK Mendiknas No. 36/D/0/2001

b




5. SK. Menko WASPAN No. 38/Kep. MK/'WP/8/1999

6. Statuta, Peraturan dan Qoidah Universitas

7. Buku Pedoman Akademik fakultas atau universitas.

8. Buku Pedoman Bimbingan Skripsi, Tesis, atau Disertasi.
9. Buku Pedoman Ujian Skripsi, Tesis, atau Disertasi.

B. Swyarat Dosen Pembimbing dan Penguji

Skripsi, Tesis, dan Disertasi.

Seorang dosen akan memiliki hak dan kewajiban
membimbing atau menguji tugas akhir harus didasarkan

kepada standar, ukuran atau indikator kompetensi dosen

seperti di bawah ini:

1. Diutamakan memiliki (SK) Surat Keputusan sebagai
Pembimbing, Penguji dari Rektor atau Direktur pimpinan

perguruan tinggi

2. Memiliki SK. Jabatan akademik dari Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional

(Dirjen Dikti-Depdiknas)

a) . Lekior bagi dosen vang ber- [jazah S-1 (sarjana)
b) . Asisten Ahli bagi dosen vang ber-lIjazah S-2 &

S-3 (Master dan Doktor)

¢) . Kelompok Jabatan akademik, Gol.ruang dan

pangkal:
Tabel 4.1 Kelompok Jabatan Akademik
Golongan/Ruang  [Pangkat

Jabatan Akademik
Asisten Ahh /s 11/B Penata muda
Lektor ﬁ— Id Penata Tk.1
Lektor Kepala IV/ia-IV/b-1IV/ic |Pembina
Guru Besar IV - IV/e Pembina utama

Sumber: SK Mendiknas dan BKN




2.

Memiliki Kompetensi
Kompetensi Dosen secara akademik maupun empiris dapat
dibuktikan oleh:

a. abatan Akademik dari Dikti sebagai bukti pelaksanaan

Tri Dharma Perguruan Tinggi; melaksanakan pendidikan
dan pengajaran pada mahasiswa (Dikjar); melaksanakan
penelitian (Penelitian) dan pengabdian kepada masyarakat
(Abdimas).
Kepakaran dihidangnya; artinya pemahaman/ minat
dosen pada teori-teori-kajian vang dibuktikan oleh :
1) . Menjadi penanggung jawab mata kuliah (PJMK)
bidang tersebut di fakultasnyva lebih dari 3 tahun
2) . Banvaknyva Karva tulis ilmiah dosen yang
bersangkutan, misalnva;
(a) . Buku-buku, Makalah, Kertas kerja (work
ing paper), atau Ariikel vang dimuat jurnal/
majalah ilmiah terakreditasi di bidangnyva (ISSN-
[SBN)
(b) . Hasil-hasil penelitian; atas biaya sendiri,
biava Dirjen Dikti Diknas atau biayva sponsor lain.
() . Judul kajian/topik dari bimbingan atau pro
motor SkripsifTesis/Disertasi dari dosen vang
bersangkutan sesuai bidang ilmunva. (5-1/5-2/5-3)
3) . Pemahaman terintegrasi dari seorang dosen
tentang; (1) Model-model Teori (2) Metodologi Penelitian
(3) Statistik dan (4) Bahasa ilmiah; Indonesia, Inggris
atau bahasa asing lainnya.
4) . Mampu memahami jiwa pribadi/sosial mahasiswa
vang menjadi bimbingannya.
5) . Tingkat keseringan mengikuti pertemuan ilmiah
vang diminatinya, sepertl; Seminar, Lokakarva,
Workshop, Diskusi panel, Semiloka dan sebagainya.




PERATURAN JABATAN AKADEMIK DARI
DIRJEN DIKTI DIKNAS dan BAKN

A. Jenjang Jabatan Akademik dan Pangkat

Jenjang jabatan dan pangkat ini berlaku sama bagi dosen
semua PTN/PTS pada pendidikan akademik  (Uni-
versitas/Institut) dan pendidikan profesional (Diploma).
Perbedaanva Dosen pada pendidikan profesional (Diploma)
tidak bisa menjadi guru besar (profesor), kecuali dosen tersebut
pindah ke universitas atau pendidikan akademik/Institut,
Sekolah tinggi. Secara terinci Golongan, pangkat, jabatan
fungsional, angka kredit termasuk siapa saja vang
menandatangani surat keputusan (SK) Jabatan fungsional
tersebut;




Tabel 5.1

Kelompok Jenjang Jabatan Akademik dan Angka Kredit Minimal

Golongan / Pangkat Jabatan Angka Yang Tanda
Ruang Akademik/ Kredit Tangan SK
Fungsional {minimal )
Il-a Penata muda Asisten Ahli 100 [Kopertis/Rektor
Il-by Asisten Ahli 150 |Kopertis/Rektor
Penata muda Th 1
Il-c Penata Lektor 200 [Kopertis/Rektor
Ii-d Penata Tk Lektor 300 [Kopertis/Rektor
IV-a Pembina Lektor Kepala 400 IMe neli knas
IV-h Pembina Tk Lektor Kepala 550 [Mendiknas
IV-c Pembina utama  |Lektor Kepala 700 Mendi ks
it claa
Iv-d Pembinautama  {Guru Besar/ sl Presiden KL
miadya Profesor Mendi ks
IV-e Pembina utama  [Guru Besar/ 1050 Presiden
Profesor R/ EoZeWinas

Sumber: Lampiran Keputusan Menko Bid.Pengawasan

Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur
Negara No.38/Kep. MK. WASPAN/8/1999 Tgl. 24
Agustus 1999

Tabel di atas sudah menunjukkan sangat jelas pada anda
bahwa; Golongan, Pangkat, Jabatan fungsional, jumlah angka
kredit minimal bagi setiap jenjang pangkat dan golongan. Jika
anda ingin tahu siapakah vang berhak menandatangani Surat
Keputusan tentang jabatan akademik seorang dosen, anda
dapat dilihat pada tabel tersebut. Dahulu sebelum tahun 2005
SK. Guru besar (profesor) ditandatangani oleh Presiden RI atas
usul Senat Universitas dan rekomendasi Menteri Pendidikan
Nasional. Sekarang cukup ditanda tangani oleh Menteri saja.

B. Akumulasi Angka Kredit

Mengetahui kegiatan dari Tri Dharma perguruan tinggi
(PT) dari seorang dosenitu tidak sembarangan, tetapi ada batas
maksimum dan batas minimum dalam suatu kegiatan.
Misalnva untuk kegiatan unsur Penunjang Tri Dharma, seperti




kepanitiaan, kepesertaan suatu seminar (sertifikat) terbatas
tidak boleh lebih dari 20%-25%. Sedangkan untuk unsur utama
Tri Dharma minimal sebesar S[}%mu:li perbanvaklah dalam
kegiatan utama tersebut. Jelasnyva dapat di lihat pada tabel di
bawah ini.

Tabhel 52

Jumlah Angka Kredit Kumulatif Yang Harus Dipenuhi Untuk
Pengangkatan Dan Kenalkan Pangkat/Jabatan Akademik Ragi

Dosen PTN/PTS.
NAMA JABATAN, GOLONGAN, DAN JUMLAH MINIMAL ANGEA
KREDIT
{0, LNELR KEGIATAN ASIETEN LEKTOR LEKTOR KEPALY GURLU BESAR| KETERA NMGAN
AHLI
1il'a [TIE mcpmid 1% /a i e I e
1. Liseear Lieama 1y m 16040 440 B4y SR S knramy-
li.  Mempernald o mgmva. S0
Pendudic an v terba gi aew ")
. Melikarak o
Tirid b T
[x. Ll e e mjm g Hy 0 40 E 1 [ [T 1 o Sebam k-
Tridtanma FT barvalknva
I LMILAH FTCE T I TR i) 550 T JTRET P

Sumber : Lampiran Keputusan Menko Bid.Pengawasan Pembangunan dan
Pendayagunaan Aparatur Negara No.38/ Kep MK WASPAN/8/1999 Tgl. 24
Agustus 1999

Tabel di atas menunjukkan bahwa jika anda seorang
dosen ingin meraih pangkat dan jabatan akademik Asisten Ahli
maka harus memproleh angka kredit antara 100 Ak. sampai
dengan 150 Ak.Untuk meraih jabatan Lektor maka anda harus
mencari angka kredit antara 200-300 Ak. Untuk meraih Lektor
Kepala, maka anda harus mengumpulkan angka kredit sebesar
400-550-700 Ak. Jika anda ingin menjadi Guru besar alias
Profesor (Prof.), maka anda harus mengumpulkan angka kredit
sebesar 850-1050 Ak.

ERabel 52
Persentase Angka Kredit Bagi Dosen Pada Program Pendidikan

Akademik
|Pendidikan dan Pengajaran Mlini mal 30 %
[Penelitian Mini mal 25%
|Peneabdian Kepada Masyarakat Maksimal 15%
[Penunjang Tri Dharma PT Maksimal 20%

Sumber : Ka.Kepegawalan Dn rien Dikti Diknas, (2001)




Tabel 5.4 Persentase Angka Kredit Bagi Dosen Pada Program

Pendidikan Profesional
[Pendidikan dan Pengajaran Minimal 40%
[Penelitian Minimal 10 %
[Peneabdian Kepada Masvarakat Maksimal 15%
[Penunjang Tri Dharma PT Maksimal 20%

Sumber : Ka.Kepegawaian Ditjen Dikti Diknas, (2001)

Tabel 5.5 Kasus Loncat Jabatan

Syarat Pendidikan
Dan Jabatan awal (min)  |Akhir Ke- Jabatan barn (maks)
Asisten Ahli 5-3 7 Sp Il (Doktor) Lektor Kepala
Lektor S-3 / Sp .l (Doktor) Guru BesanProfesor #)

Sumber : Ka.Kepegawaian Dirjen Dikti Diknas, (2001)

Ini kasus bagi dosen vang berpendidikan S-3 (Doktor)
dan saat pendidikan sampail dengan lulus Doktor masih
memiliki jabatan akademik Asisten Ahli, tetapi ingin meloncat
jabatan itu bisa. Anda bisa langsung loncat ke jabatan
akademik Lektor kepala asalkan angka kreditnya sudah
memenuhi pada angka level lektor kepala, vakni; 400 Angka
kredit atau 550 angka kredit sampai dengan 700 Angka kredit.
Begitu pula bagi dosen vang saat pendidikan S- 3 dan lulus
Doktor masih berpangkat Lektor, itu bisa meloncat ke Guru
besar (Profesor) asalkan angka kreditnya dapat memenuhi
syarat sebagaimana ketentuan. Tetapi khusus bagi Guru Besar
(Profesor) ada svarat khusus. Syarat khususnya adalah
minimal memiliki 4 (cmpaublikasi ilmiah dalam jurnal
ilmiah ter-Akreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.

Pengangkatan dan kenaikan jabatan dosen, misalnyva
profesor, selain memenuhi syarat angka kredit dan lain-lain.
Juga harus memenuhi pertama kelayvakan dalam kineija, kedua
integritas, ketiga tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan
tatakrama dalam kehidupan kampus (masyarakat akademik)
yvang dinilai oleh Senat




Fakultas dan Senat Universitas di tingkat perguruan tinggi
vang bersangkutan.

C. Angka Kredit Per-Butir Kegiatan
C.l. Bidang Pendidikan dan Pengajaran

1) . Ljazah : vang diperoleh dosen diharapkan liniey/

sebidang ilmu, sehingga perolehan angka kreditnva besar,
lihat tabel berikut ini:

2) . Pendidikan/Pelatihan/Penataran seperti PEKERTI,

Applied Aproach dihitung berdasarkan lamanya Diklat, shb;
Tabel 5.6

Angka Kredit dari [jazah 81,8233

Tdk sesuai
Sesuai bidang| Angka kredit bidang Angka kredit
SUD.IV 75 Ak.  [ERD.IV 5 Ak.
S2Sp.d 100 Alk. S2/5p.1 10 Ak.
S3/Sp. 11 1560 Ak. S3/8p. 11 15 Ak.

Sumber : Ka.Kepegawaian Ditjen Dikti Diknas, (2001)
Tabel 5.8 Angka Kredit dari Pelatlhan/Penataran

mnanya Diklat Angka kredit
Lebih dari 960 jam 15 Ak.
641 jam - 960 jam 9Ak.
481 jam - 640 jam BAk.
161 jam - 680 jam 3Ak.

81 jam- 160 jam 2Ak.

30 jam - 80 jam 1 Ak.




3) . Memberi Kuliah/Tutorial/Menguji/Praktek dihitung per
semester

Tabel 5.9 Angka Kredit dari Memberi Kuliah, Tutorial, Menguji dan

Praktek
Sks Angka kredit
Asisten Ahli |Lektor ke atas
Maks. 12 sks 5.5 Ak 11 Ak
11 sks 5,280 10,5 Ak
10 sks b Ak 10 Ak
9 sks 4,5 Ak 9 Ak
8 sks 4 £FN 8 Ak
7 sks 3.6 Ak T Ak
6 sks 2 100 6 Ak
5 sks 2,6 Ak 5 Ak
4 sks 2 Ak 4 Ak.

Sumber : Ka.Kepegawaian Dirjen Dikti Diknas, (2001)

Angka kredit tersebut di atas diperoleh dengan
perhitungan shh;

a) .Asisten ahli untuk 10 sks pertama jumlah sks kali
setengah. (10 x 0,5), Jika lebih dar1 10 sks dan maksimal
12 sks perhitungannya adalah jumlah sissa sks kali
setengah kali lima puluh persen.(sisa sks x 0,5 x 50%).

b) . Lektor ke atas untuk sepuluh sks pertama,
jumlah sks kali satu (10x1). Jika lebih dari 10 sks dan
maksimal 12 sks perhitungannyva adalah jumlah sisa
sks kali setengah (sisa sks x 0,5).

4) . Membimbing seminar Mahasiswa; dihitung 1 (satu) Ak.
per-semester bukan per mahasiswa. Seminar ini adalah
seminar mengakhiri studi.

5) . Membimbing KKN/PEKN/PKLZPPL dan semacamnya;
dihitung 1 (satu) Ak. Perkegiatan, bukan per-mahasiswa.




6) . Membimbing/Ikut membimbing Disertasi/ Thesis/ Skripsi/
Laporan Akhir studi per mahasiswa dan telah lulus pada
semester yvhs.

Tahel 59
Angka Kredit dari Membimbing Skripsi, Tesis, dan Disertasi
Pembimbing Utama Ak Pembimbing Pembantu M
|Disertasi Sak Disertasi 6 oak.
Tesis 3ak. |Tesis 2ak.
Skripsi / TA 1ak.  [Skripsi/TA 0.5 ak |

Sumber : Ka.Kepegawaian Dirjen Dikti Diknas, (2001)

7). Penguji Upan Akhir ; Disertasi, Thesis, Skripsi/
TA dihitung per mahasiswa, per semester: Ketua = 1 Ak.,
anggota = 0,5 Ak.

8) . Membimbing mahasiswa di bidang akademik
seperti  PA/Dosen  wali, Penalaran, Minat dan
Kesejahteraan mahasiswa dihitung 2 Ak. Per semester.

9) . Mengembangkan Program Kuliah hasil inovasi,
dihitung = 2 Ak. Per-Tulisan, permata kubah, vaitu hasil
pengembangan model pembelajaran, Media Pembelajaran
dan Evaluasi Pembelajaran, termasuk penyusunan
metodologl pendidikan, penyvusunan metodologi penelitian
di PT. Contoh: Buku Ajar, Diktat, Petunjuk Praktikum, Alat
Peraga, misalnyva simulasi komputer, program Audio Visual,
Naskah Tutorial,

10) . Mengembangkan Bahan Pengajaran; Buku Ajar
dipublika sik:a dihitung = 20 Angka Kredit. Per- buku;
Diktat/Modul/Model/Alat Bantu/maskah tutorial, masing-
masing dihtiung = 5 angka kredit.

11) . Menyampafffiln Orasi llmiah pada tingkat PT,
dihitung = 5 Angka Kredit. Pertahun perperguruan tinggi.




12) . Menduduki Jabatan Pimpinan Perguruan Tinggi:

Tabel 5.10
Angka Kredit dari Menduduki Jabatan dl Perguruan Tinggi
Jabatan Ak.
Rektor 6 Ak,
Pemb.Rektor/ Direktur PP5/Ka.Lmbg 5 Ak
Ketua Sek. Tinggi/Pemb . Dekan/Asdir PPS/Dir Poltek 4 Ak,
Pemb Direktur/ Kajur/Ketua/Sek program 3 Ak.

Sumber_ Ka Kepegawaian Dirjen Dikti Diknas, (2001)

13) . Membimbing Dosen vang lebih rendah; kcwcn:min
Lektor bagi S3/Sp.II dan Lektor Kepala bagi S 1/D.IV atau
S52/5p. 1, dihitung = 2 Angka Kredit, persemester. Dihitung
=1 Angka Kredit, bagi pembimbing reguler.

14) . Melaksanakan kegiatan Detasering, dihitung =5
angka kredit, persemester dan pencakokan = 4 angka
kredit persemester.

C.2. Bidang Penelitian Dan Karva Ilmiah

Angka kredit di bidang penehtian bukan angka kredit
absolut, tetapi angka kredit maksimal dan dalam batas rambu-

rambu angka kredit vang wajar vang dinilai berdasarkan ;
(I).mutu, (2) Sofistikasi dan (3) kemutakhiran.

1) . Tulisan Bersama; rasio angka kreditnya dihitung, penulis
utama - 60%, pembantu=40%, penulis pembantu tidak
dibatasi.

2) . Hasil Penelitian/Hasil Pemikiran vang dipublikasikan:




Tabel 5.11 Angka Kredit dari Hasil Penelitian atau Pemikiran

Bentuk Karva Ilmiah di
publikasikan Angka kredit maksimal
Monograf 10 Alk.
Buku Referensi 40 Ak.
Maj./Jur. Ilmiah Internasional 40 Ak.
Maj./ Jur. [Imiah Nasional 25 Ak.
Terakreditasi
May/Jur.llmiah Non Akreditasi 10 Al.
Seminar disajikan Internasional 15 Ak.
Seminar disajikan Nasional 10 Ak,
sSeminar Poster Internasional 10 Ak.
seminar Poster Nasional 5 Ak
Koran/Majalah umum/populer 1 Ak.
Sumber : Ka.Kepegawaian Dirjen Dikti Diknas, (2001)
3) . Hasil Penelitian/Pemikii-an vang tidak dipublikasikan,
dihitung maksimal = 3 Ak.
4) . Menteijjemahkan/Menyvadur Buku [Ilmiah di publikasikan,
dihitung maksimal = 15 Ak,
5) . Mengedit/Menyunting Karya Ilmiah dipublikasikan,

6)

8)

dihitung maksimal = 10 Ak.

. Membuat Rancangan dan Karva Teknologi vang

dipatenkan tingkat Internasional, dihitung maksimal = 80
Ak,

. Membuat Rancangan dan Karva Teknologi vang

dipatenkaxﬁngkat nasional, dihtiung maksimal=40 Ak.
17

Membuat Rancangan dan Karva Teknologi, Seni Monu-
mental, Seni Pertunjukkan/Karyva Desain/Karva Sastra:




Tabel 5.12

Angka Kredit dari Hasil Rancangan/Karya Teknologi, Monumental,
Pertunjukan, Desain, atau Sastra

Eﬂ-’ilayah Karya dipublikasikan

Angka Kredit maksimal

Tingkat Internasional 20 Ak.
Tingkat Nasional 15 Ak.
Tingkat Lokal 10 Alk.

Sumber : Ka. Kepegawalan Dirjen Dikti Diknas, (20001)

Jenis dan kategori rancangan, contohnya; menurut
konsorsium seni; seni monumental, seni pertunjukkan seperti
musik, tariteater, karawitan, pedalangan. Seni Rupa; grafis,
patung, ukir kawvu, logam,tekstil, keramik kulit, tas, desain
iterior, komunikasi visual/cover buku, produk, Media Rekaman
; fotografi, Televisi dsb.

C.3. Bidang Pengabdian Kepada Masvarakat

Bentuk Pengabdian kepada masvarakat, kategorinva
dapat dilihat pada uraian berikut ;

1) . Menduduki Jabatan Politis dan bukan jabatan negeri,
dihitung angka kreditnya = 5,5, per semester ketika vhs
diaktifkan kembali..

2

2) . Mengembangkan hasil pendidikan dan penelitian dan

dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dihitung = 3 Aangka

Kredit, per-program.

3) . Memberikan Latihan/Penyuluhan/Penataran/
Ceramah pada masvarakat, vang dihitung perprogram, shb:




Tabel 5.13 Angka Kredit dari Memberikan Pelatihan, Penyuluhan,
Penataran atau Ceramah dl Masyarakat

Terjadwal Satu Semester Ak. [Terjadwal minimal 1 bulan Ak.

Internasional 4 Ak, |Internasional 3 Ak,
Masional 3 Ak, |Nasional 2Ak.
Laokal 1 Ak. |Lokal 1 Ak.

| Insidental per-kegiatan | 1 Ak.
Sumber : Ka.Kepegawaian Dirjen Dikti Diknas, (2001)

4) . Memberikan Pelayvanan kepada masvarakat/Tugas umum
pemerintahan dan Pembangunan, dihitung perprogram.
Tabel 5.14
Angka Kredit dari Pelayanan Masyarakat atau Tugas Umum
Pemerintah (per-Program)

Berdasarkan Angka kredit
Keahlian 1.5 Ak.
Penugasan Lembaga 1 Ak.
Fungsi/Jabatan 0.5 Ak.

g.ll'l'lbf:r : Ka Kepegawaian Dirjen Dikti Diknas, (2001)
5) . Membuat/Menulis Karya Pengabdian pada masyarakat

vang tidak dipublikasikan, dihitung = 3 Angka Kredit,
perkarya.

C. 4. Bidang Penunjang Tri Dharma Perguruan
Tinggi

Di bidang ini dosen beraktivitas wvang meliputi;
kepanitiaan/Badan pada 18§baga pemerintah, anggota
organisasi profesi, delegasi, aktif dalam pertemuan ilmiah,
memperoleh penghargaan/tanda jasa, Menulis/diterbitkan buku
SLTA ke bawah secara nasional. Prestasi di bidang olahraga
dsb. Secara terperinci angka @ditnya shb :

1) . Menjadi Anggota Panitia/Badan pada Lembaga
Pemerintah pusat atau daerah, vang dihitung per-
kepanitiaan;




Tabel 5.15
Angka Kredit dari menjadi Anggota Badan
Lembaga Pemerintah Pusat atau Daerah

Status/wilayah Angka kredit
Ketua/Wakil Ketua (Pusat) 2 Ak.
Ketua/Wakil Ketua 1 Ak.
(Daerah)

Sumber : Ka Kepegawaian Ditjen Dikti Diknas, (2001)

2) . Menjadi Anggota Organisasi Profesi vang didasarkan atas
kewilavahan, kepentingan vang dihitung per- periode.
Tabel 5.16
Angka Kredit dari Menjadi Anggota

Organisasi Profesi

Tingk. Internasional Ak. Tingk Nasional Ak.
Pengurus 2 Ak. |Pengurus 1.5 Ak.
Angoota atas permintaan | AkJAngo.atas permintaan | Ak,
Anggota bukan a.p. 0.5 Ak |Angota bukan a.p. 0.5 Ak,

Sumber : Ka.Kepegawaian Dirjen Dikti Diknas, (2001)

3) . Mewakili perguruan tinggi / Lembaga pemerintah
duduk dalam panitia antar lembaga, dihitung = 1 Ak. per-
pﬁlc.

4) . Menjadi anggota delegasi nasional ke Internasional

sebagai Ketua = 3 Ak., sedangkan sebagai anggota
dihitung - 2 Ak. perkegiatan

5) . Berperan aktif dalam pertemuan [Ilmiah, dihitung

perkegiatan.
Tabel 5.17
Angka Kredit dari Keaktifan dalam Pertemuan Ilmiah
Tingk. Inter/Nas./Reg Ak. Tingk.Perti Ak.
Ketua 3 Ak. Ketua 2 Ak.
Peserta/Angoota 2 Ak, Peserta/ Angoota Ak

Sumber : Ka.Kepegawaian Dirjen Dikti Diknas, (2001)




6) . Mendapat Penghargaan/Tanda Jasa ; seperti hadiah ilmu
pengetahuan, hadiah pengabdian, hadiah seni, satya
lencana karya satya dll, vang dihitung per tanda

jasal/perpenghargaan.
Tabel 5.18
Angka Kredit dari Mendapat Penghargaan dan Jasa
Penghargaan tingkat Ak.
Internasional 5 Ak.
Nasional 3 Ak.
Daerah 1 Ak.

Sumber : Ka.Kepegawalan Dirjen Dikti Diknas, (2001)

7y . Menulis Buku Pelajaran SLTA ke bawah vang
diterbitkan dan diedarkan secara nasional, dihitung =3 Ak,
perbuku.

8) . Mempunvai prestasi di bidang olahraga/
Humaniora, vang dihitung perpiagam/ medali.

Tabel 5.19 Angka Kredit dari Prestasi Olahraga’'Humanlrora

Prestasi tingkat Ak.
Internasional 3 Ak.
Nasional 2 Ak.
Daerah 1 Ak.

Secara teknis maupun vonis penghitungan angka kredit
sangat ditentukan oleh Tim Penilai angka kredit di tingkat
perguruan tinggi dan Tim Penilai di tingkat pusat vang ada di
Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen pendidikan Nasional di
Jakarta.




MEMILIH DAN MEMILAH JENIS
BERKAS ADMINISTRASI USULAN
JABATAN AKADEMIK

A. Kelompok Berkas Administrasi

Kelompok Berkas administrasi Jabatan aka@Pflik dosen
vang harus dikumpulkan dan di administrasikan, secara garis
besar dapat dibagi ke dalam empat kelompok:

1) . Berkas Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran
(persemester)

2) . Berkas Pelaksanaan Penelitian dan Karva Tulis [lmiah
(persemester)

3) . Berkas Pelaksanaan Pengabdian kepada Masvarakat
(persemester)

4) . Berkas Pelaksanaan Penunjang Tri Dharma Perguruan
Tinggi (persemester)

B. Memilih dan Memilah Jenis Berkas Administrasi
Jabatan Akademik

Seperti Institusi lain pimpinan sering menugaskan
bawahannya. Begitu pula di perguruan tinggl. Rektor
menugaskanDekan. Dekan Menugaskan Ketua Jurusan. Ketua
Jurusan menugaskan paraDosen. Seringjuga Dosen ditugaskan
langsung oleh Rektor atau oleh Dekan. Bahkan Ketua LPPM
pun dapat menugaskan Dosen vang berkaitan dengan




Penelitian dan Pengabdiankepada masyvarakat sesuai dengan
Tri Dharma perguruan tinggi. Dosen vang ditugaskan biasanva
akan diberi surat keputusan Rektor/Dekan (SK) atau surat
tugas (ST) dari Dekan/Kajur. Bagi Dosen vang rajin dia akan
mengumpulkan sekaligus mengoleksi surat tersebut dengan
rapi ke dalam odner atau map snachlter dsb. Sehingga surat-
surat tugas terarsipkan dengan baik. Ini tidak semua dosen
dapat melakukannva. Tetapi untuk kepentingan jabatan
akademik seorang dosen harus dipaksa atau terpaksa untuk
mengoleksinya. Suka tidak suka harus mengarsipkannya
dengan baik.

Tugas seorang dosen perguruan tinggi disamping
mengajar, dapat dikategorikan dua macam ; pertama dosen
sebagal pembicara atau pemakalah dalam suatu seminar.
Kedua dosen sebagai peserta dalam suatu kegiatan. Kegiatan
Dosen bisa macam-macam, misalnya; (1). Seminar; (2).
Lokakarva; Workshop; (4) Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru
(PPMB) ; (5) Membimbing skripsi; (6) Menguji skripsi; (7)
Membimbing membuat makalah mahasiswa; (&Eembimbing
Kuliah Kerja Lapangan (KKL); Membimbing Praktek Kerja
Lapangan (PKL); Membimbing Kuliah Kerja Nyata (KKN);
Praktek Pengalaman Lapangan (PPL); Praktek di Laboratorium
dsh. Surat Tugas (ST) atau surat Keputusan (SK) vang diterima
dosen disamping harus diarsipkan dengan baik, juga harus
dipilih dan dipilah menjadi empat bagian, seperti vang
dikemukakan pada bagian di atas.




Untuk memudahkan pelaksanaanya, penulis beri contoh
kasus di bawah ini:

B. 1. Berkas Administrasi Pelaksanaan Pendidikan
dan Pengajaran

Berkas Surat Keputusan (SK) dan Surat Tugas (ST) dari
Rektor maupun Dekan vang termasuk kategori Pelaksanaan
dari Pendidikan dan Pengajaran dapat dipilah shb:

1) .SK Membina Mata Kuliah (per/semeter)

2y . SK Membimbing Skripsi (per/semester)

3) . SK Menguji Skripsi (per/semester)

4) . SK Membimbing Kuliah Keilja Lapangan (KKL), Praktek
Penglaman Lapangan (PPL), Kuliah Keija Nvata (KEKN),
Praktek Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa (per/semester)

5) .SK Membimbing di Laboratorium (per/se mester)

6) .SEK. Membimbing membuat paper/makalah mahasiswa
(persemester)

7). SEKDosenPerwalianmisalnya;untukpengisianKRS (kartu
rencana studi) (per/semester)

8) . SK Membimbing Dosen Junior oleh Dosen Senior (per/se
mester)

9) . SK. Membimbing seminar mahasiswa (per/semester)

Semua surat ini dikelompokkan ke dalam kegiatan per/
semester, mana vang termasuk semester ganjil dan mana vang
termasuk semester genap.

B.2. Berkas Administrasi Pelaksanaan Penelitian dan
Karva tulis Ilmiah

Harus diingat Jenis karva ilmiah, penulis utama atau
bukan, ini nilai kum-nya akan berbeda, peneliti utama dengan
anggota peneliti, nilai kumnya berbeda. Begitu pula dalam
menulis buku/artikel; penulis utama dengan anggota penulis,
nilai kum-nyva akan berbeda. Yang termasuk kategori penelitian
atau karyva ilmiah sbh:




1) . Laporan Hasil Penelitian; ditugaskan Universitas, Dekan,
Sponsor, atau mandiri (per/tahun)
2) . Artikel vang dimuat di jumal/nasional terakreditasi

dan m [SSN (per/tahun)

3) . Artikel yvang dimuat di Jurnal Internasional ber-ISSN
(pertahun)

4) . Buku dan Majalah yvang diterbitkan dan ber-ISBN (per/
tahun)

5) . Makalah/Work paper vang diseminarkan dan
dipublikasikan (per/tahun)

6) . Penelitian vang  dipublikasikan  diperpustakaan

(per/tahun)

7) . Makalah dan Penelitian vang tidak dipublikasikan, (per/
tahun)

Khusus untuk penelitian, seorang peneliti harus
menyebutkan siapa saja (sponsor) vang membiaval penelitian
tersebut. Misalnva dari Dirjen Pendidikan Tinggi Pendidikan
Nasional (Diknas) atau Dirjen Pergurais Departemen Agama,
maka kontrak kerja penelitian /memorandum of understanding
(MOU) itu harus ditandatangani oleh ketua LPPM dengan
sponsor pemberi dana. Fungsi Ketua LPPM disini berperan
sebagali  pemantau, memonitoring, dan mengevaluasi
pelaksanaan penelitian tersebut vang akan dilaporkan
langsung kepada Rektor. Peneliti harus membuat laporan
kepada sponsor. Biasanyva Dana awal 70% berikutnva 30%. Atau
awal 50% terakhir 50%, tergantung keinginan sponsor.

B.3. Berkas Administrasi Pelaksanaan Pengabdian
kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masvyarakat im dilihat dari kategori,
apakah kegiatannva itu dilaksanakan secara; (1) insidentil atau
(2) berkala, rutin dan terus menerus, nilai kumnyva akan
berbeda ; di bawah ini contoh vang termasuk kategori

pengabdian kepada masyarakat




1). Memberikan pelatihan-pelatihan, penataran.
2). Memberikan penyvuluhan, penerangan
3). Membantu tugas-tugas pemerintahan baik daerah maupun
pusat.
4). Memberikan pendampingan pada Usaha Kedi Menengah
(UKM) dan masvarakat
urat Tugas pengabdian ini, biasanva akan ditugaskan
dan ditandatangani oleh Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyvarakat (LPPM) sebagai pejabat vang
langung bertanggung jawab kepada Rektor.

B.4. Berkas Administrasi Pelaksanaan Penunjang Tri
Dharma Perguruan Tinggi.

1) . Nilai angka kredit Ketua dan anggota Panitia Pelaksana
kegiatan di tingkat universitas, fakultas maupun jurusan
itu berbeda. Peran sebagai Ketua nilai kum-nya 2 (dua)
sedangkan menjadi anggota panitia nilainya 1 (satu), vang
termasukkategoriPenunjangTriDharmaPTiiai, misalnya:

a) SK Panitia PPMB / Sipensimaru

by SK. Panitia Seminar (Lokal, Regional, Nasional,
Internasional)

¢) SK Panitia Pemilihan Rektor, pemilihan Dekan, dsb.

d) SK Panitia Lokakarya

e¢) SK Panitia Workshop

f) SK Diskusi Panel

) SK Panitia Ujian; Skripsi, Tesis, Disertasi, Ujan Akhir
Semester (UAS), Ujian Tengah Semester (UTS) atau

ujian lainnya.

2) . Bukti-bukti Sertifikat-sertifikat; seminar, lokakarva,
workshop, diskusi panel, semiloka dan sebagainva harus
dilampirkan semuanva dalam pengusulan jabatan

akademik tersebut.




MENGHITUNG ANGKA KREDIT
JABATAN AKADEMIK DAN

CONTOH KASUS

A. Ketentuan Menghitung Angka Kredit

Ketentuan untuk menghitung angka kredit jabatan
akademik ini bersumberkan kepada Lampiran Keputusan Menko
Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendavagunaan
Aparatur Negara No.38/ Kep ME.WASPAN/8/1999 Tgl. 24
Agustus 1999
a). Bagi Dosen pada Program Pendidikan Akademik (U

aawersitas/Institut)

1) . Memperoleh dan Melaksanakan Pendidikan dan
Pengajaran; minimal 30% (harus lebih dari 30%)

2) . Melaksanakan Penelitian dan menulis Karyva tulis
ihniah; minimal 25% (harus lebih dari 25%)

3) . Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat;
maksimal 15% (tidak boleh lebih dari 15%)




4) . Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi; maksimal
10% (tidak boleh lebih dari 10%)

b). Bagi Dosen pada Program Pendidikan Profesional
(Diploma/Politeknik)
1) . Memperoleh dan Melaksanakan Pendidikan dan
Pengajaran; minimal 40% (harus lebih dar1 40%)
2) . Melaksanakan Penelitian dan menulis Karva
tubs [lmiah; minimal 10% (harus lebih dari 10%)
3) . Melaksanakan Pengabdian kepada Masvyarakat;
maksimal 15% (tidak boleh lebih dari 15%)
4) . Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi;
maksimal 10% (tidak boleh lebih dari 10%)
B. Contoh Kasus Cara Menghitung Angka Kredit
KASUS : ASISTEN AHLI

Asisten Ahli ( I1//a) =100 angka kredit

Misalnva seorang dosen vang belum memiliki jabatan

akademik dan ingin mengurus jabatan akademik untuk Asisten
Ahli, maka angka kredit (kum) wvang harus atau ingin
dikumpulkan, misalnyva 120 ak., tetapi vang baru diperoleh 80
a.k. padahal minimal 100 a.k.. maka penghitungan minimal shb

Pendidikan/Pengajaran ; 30% x 100 = 30 a k.

(minimal)

Penelitian .......oocevviceeeeene - 25% x 100 =25 a k.
(minimal)

Pengabdian .........c..cccocoeoee. ;. 15% x 100 =15 a. k.
(dimaksimalkan)

Penunjang Tridharma...; 10% x 100= 10 a.k.
(dimaksimalkan)




Total = 80 a.k., berarti masih kurang 40 a.k., (120- 80=40)
maka pendistribusian dapat dilakukan dengan ditambahkan
pada Pendidikan/pengajaran = 20 a.k. dan penelitian sebesar =
20 a.k., maka perhitungannyva berubah menjadi seperti contoh di
bawah ini:
¢+ Pendidikan/Pengajaran ; 50% x 100 = 50 a.k. (+20%)

¢ Penelitian ..o, 2 45% x 100 = 45 a k.
(+20%)

¢+ Pengabdian ..................... ; 15% x 100 - 15 a.k.
(dimaksimalkan)

¢ Penunjang Tridharma. ; 10% x 100 = 10 a.k.
(dimaksimalkan)

Total = 120 a.k., maka permohonan jabatan akademik
untuk asisten ahli golongan I1l/a sudah bisa diajukan ke Dirjen
Dikti Diknas di Jakarta melalui Kopertis. Jika ingin Asisten
Ahli golongan Ill/b, maka harus menambahkan angka
kreditnya dari 120 menjadi 150 angka kredit.

KASUS; ASISTEN AHLI

Asisten Ahli (Ill/b) = 150 angka kredit

Seorang dosen vang ingin mengurus jabatan akademik
untuk assisten ahli, maka angka kredit (kum) vang harus atau
ingin dikumpulkan ; 150-157,5 angka kredit, tetapi vang baru
diperoleh baru 120 angka kredit, contoh ;
¢+ Pendidikan/Pengajaran ; 30% x 150 = 45 a.k. (minimal)

¢ Penelitian .......ovieeeeeee. 3 256% x 150 - 37,5 a k.
(minimal)

¢ Pengabdian ..................... ; 15% x 150 =225 a.k.
(dimaksimalkan)

¢+ Penunjang Tridharma .; 10% x 150 = 15 a.k. (dimaksimalkan)




Total = 120 a.k., berarti masih kurang 30 ak. (150-
120=30) maka pendistribusiannva dapat dilakukan dengan
ditambahkan pada pendidikan pengajaran 20% dan penelitian
5%, seperti contoh di bawah ini:
¢+ Pendidikan/Pengajaran ; 50% x 150 =75 a.k.

(+20%)

¢ Penelitian ....ooooovvivieee. 0 30% x 150 = 45 a k.
(+5%)

¢ Pengabdian .........ccoceeevivveeee. 3 15% x 150 =225 a.k.
(dimaksimalkan)

¢ Penunjang Tridharma..: 10% x 150=15 a.k. (dimaksimalkan)
Total = 157,5 angka kredit, maka dosen tersebut memiliki
jabatan akademik Asisten Ahli untuk golongan Ill/b.

KASUS; LEKTOR
Lektor (I1l/c) = 200 Ak.

Seorang dosen ingin mengurus jabatan akademik untuk
Lektor, maka angka kredit (kum) yang harus atau ingin
dikumpulkan ; 217,5 angka kredit, tetapi vang baru diperoleh
baru 180 angka kredit, contoh ;

¢+ Pendidikan/Pengajaran » 30% x 200= 60 a.k.
(minimal)

b Penelitian .......ccccovvveeennen., : 256% x 200 =50 a.k.
(minimal)

¢ Pengabdian .........ccccceeee..  16% x 200= 22,5 a.k.

(dimaksimalkan)

. e —
Penunjang Tridharma ; 10% x 200 =15 a.k.

(dimaksimalkan)
Total = 147,5 a.k., berarti masih kurang 102,5 a.k. (200-

147,5=102,5) maka pendistribusiannya dapat dilakukan dengan
ditambahkan pada pendidikan pengajaran 20% dan penelitian
5%, seperti contoh di bawah ini:




* Pendidikan /Pengajaran ; 50% x 200 =100a.k.

(+20%)
. i} —

Penelitian ...................... Sl il 80a.k.
(+5%)
Pengabdian .................... ; 15% x 200 =225 ak
(dimaksimalkan)

¢+ Penunjang Tridharma ; 10% x 200 =1ha.k
(dimaksimalkan)

Total - 217,5 angka kredit, maka dosen tersebut memiliki
jabatan akademik Lektor untuk golongan I1l/c.

KASUS: LEKTOR
Lektor (I1l/d) = 300 Ak.

Seorang dosen ingin mengurus jabatan akademik untuk
Lektor, maka angka kredit (kum) yang harus atau ingin
dikumpulkan; 300 angka kredit, tetapi yang baru diperoleh baru
240 angka kredit, contoh ;

(dimaksimalkan)

+ Pendidikan/Pengajaran : 30% x 300 =90a.k.
(minimal)

. s —7
Penelitian ... » 29% x 300 i5ak.
(minimal)

+ . % 3 = atha
Pengabdian .................... > 15% x 300 45a.k
(dimaksimalkan)

¢+ Penunjang Tridharma ... 10% x 300 =30 a.k.

Total - 240 a.k., berarti masih kurang = 60
a. k.(300-240=60) pendistribusiannya dapat dilakukan

dengan ditambahkan pada pendidikan pengajaran 20% dan
penelitian 5%, seperti contoh di bawah ini:
¢+ Pendidikan /Pengajaran. ; 50% x 300 = 150 a k. (+20%)

¢ Penelitian ....ooooivveiieiiiveenenn. 30% x 300 = 90 a. k.
(+5%)
¢ Pengabdian.............c.oeoeeee 18% x 300 = 45 a. k.

(dimaksimalkan)




¢ Penunjang Tridharma .. ; 10% x 300 = 30 a.k
(dimaksimalkan)

Total = 315 angka kredit, maka dosen tersebut berhak
memiliki jabatan akademik Lektor untuk golongan I1l/d.

KASUS: LEKTOR KEPALA
Lektor Kepala ( IV/a) = 400 Ak.

Seorang dosen ingin mengurus jabatan akademik untuk
Lektor kepala, maka angka kredit (kum) vang harus atau ingin
dikumpulkan; 400 angka kredit, tetapi yang baru diperoleh baru
320 angka kredit, contoh ;
¢+ Pendidikan/Pengajaran ... ; 30% x 400 = 120 a.k. (minimal)

¢ Penelitian.......cocoiiiiieiiii s 25% x 400 = 100 a k.
(minimal)

¢ Pengabdian.............................; 15% x 400 =60 a.k.
(dimaksimalkan)

¢+ Penunjang Tridharma ............ ; 10% x 400 = 40 a k.
(dimaksimalkan)

Total = 320 a.k., berarti masih kurang = 60 a.k. (400-
320=60), Pendistribusiannya  dapat dilakukan dengan
ditambahkan pada pendidikan pengajaran 20% dan penelitian
5%, seperti contoh di bawah ini:
¢+ Pendidikan /Pengajaran...; 50% x 400 = 200 a.k. (+20%)

¢ Penelitian ..oooovvvviiieiiiiiiiiieenn. s 30% x 400 =120 a k.
(+5%)

¢ Pengabdian..........ccoooivivviiinee s 18% x 400 = 60 a k.
(dimaksimalkan)

¢ Penunjang Tridharma ............; 10% x 400 = 40 a.k.
(dimaksimalkan)

Total = 420 angka kredit, maka dosen tersebut berhak

memiliki jabatan akademik Lektor Kepala untuk golongan
Ivid




KASUS; LEKTOR KEPALA
Lektor Kepala ( IV/b) =550 Ak.

Seorang dosen ingin mengurus jabatan akademik untuk
Lektor kepala, maka angka kredit (kum) vang harus atau ingin
dikumpulkan; 550 angka kredit, tetapi yang baru diperoleh baru
440 angka kredit, contoh ;

* Pendidikan/Pengajaran . 30% x 550 =165 a.k.
(minimal)

R s = -
Penelitian .....ccccceeeeenn... ; 25% x 550 137,5a.k.
(minimal)

‘ om0 _
Pengabdian ................. 3 15% x 530 82,5 a.k.
(dimaksimalkan)

+ Penunjang Tridharma : 10% x 550 =55 ak.
(dimaksimalkan)

Total = 440 a.k., berarti masih kurang =110 a.k. (550-
440=110) Pendistribusiannya dapat dilakukan dengan
ditambahkan pada pendidikan pengajaran 20% dan penelitian
5%, seperti contoh di bawah ina:

¢+ Pendidikan /Pengajaran ; 50% x 550 =275a.k.
(+20%)

¢ Penelitian ........onn: 30% x 550 =165 alk.
(+5%)

¢ Pengabdian ..........c.ccoeeveeee p 15% x 550 =825 a.k.
(dimaksimalkan)

¢ Penunjang Tridharma ; 10% x 550 =40 a.k.
(dimaksimalkan)

Total = 562,5 angka kredit, (kelebithan 125 a.k) maka
dosen tersebut berhak memiliki jabatan akademik Lektor
kepala untuk golongan IV/b.

KASUS; LEKTOR KEPALA
Lektor Kepala ( IV/e) = 740 Ak.

Seorang dosen ingin mengurus jabatan akademik untuk
Lektor kepala, maka angka kredit (kum) vang




harus atau ingin dikumpulkan; 740 angka kredit, tetapi vang
baru diperoleh baru 592 angka kredit, contoh ;
+ Pendidikan/Pengajaran ; 30% x 740 = 222 a k.

(minimal)

¢ Penelitian ... s 25% x 740 = 185 a.k.
(minimal)

¢ Pengabdian .........ccccoeeviveee. 3 15% x 740 =111 a k.
(dimaksimalkan)

¢+ Penunjang Tridharma ; 10% x 740 =74 a k.
(dimaksimalkan)

Total = 592 a.k., berarti masih kurang = 148 a.k. (740-
592=148) Pendistribusiannya dapat dilakukan dengan
ditambahkan pada pendidikan pengajaran 20% dan penelitian
5%, seperti contoh di bawah inai:

+ Pendidikan /Pengajaran ; 50% x 740 = 370 a.k.

(+20%)

¢ Penelitian ; 30% x 740 = 222 a. k.
(+5%)

¢+ Pengabdian ; 15% x 740 =111 a.k.
(dimaksimalkan)

¢ Penunjang Tridharma ; 10% x 740 = 74 a.k. (dimaksimalkan)

Total = 777 angka kredit, (kelebihan 37 a.k) maka dosen
tersebut berhak memiliki jabatan akademik Lektor kepala
untuk golongan IV/c.

KASUS: GURU BESAR (PROFESOR)

Guru Besar (IV/d) = 850 Ak. (Profesor)
Seorang dosen ingin mengurus jabatan akademik untuk
Guru Besar, maka angka kredit (kum) vang harus atau ingin

dikumpulkan; 850 angka kredit, tetapi vang baru diperoleh baru
680 angka kredit, contoh;




¢+ Pendidikan/Pengajaran ; 30% x 850 = 255 a.k. (minimal)

¢ Penelitian ...........ccoceeeeeeen ; 26% x 850 =212,5 a k.
(minimal)

¢ Pengabdian ...................... ; 15% x 850 = 1275 a.k.
(dimaksimalkan)

¢ Penunjang Tridharma ; 10% x 850 = 85 a.k. (dimaksimalkan)

Total = 680 a.k., berarti masih kurang = 170 a.k. (850-
680=170) Pendistribusiannyva dapat dilakukan dengan
ditambahkan pada pendidikan pengajaran 20% dan penelitian
5%, seperti contoh di bawah inai:

+ Pendidikan/Pengajaran; 50% x 850= 425 a.k.

(+20%)

¢ Penelitian.......ooooeviveee.. 1 30% x 850= 255 a.k.
(+5%)

+ Pengabdian................. ; 15% x 850 = 127,5 a.k.
(dimaksimalkan)

+ Penunjang Tridharma...; 10% x 850= 85 a.k. (dimaksimalkan)

Total = 892,5 angka kredit, (kelebithan 42,5 a.k) maka
dosen tersebut berhak memiliki jabatan akademik Guru Besar
(Profesor) untuk golongan IV/d.

KASUS: GURU BESAR (PROFESOR)

Guru Besar (IV/e) = 1050 Ak. (Profesor)

Seorang dosen ingin mengurus jabatan akademik untuk
Guru besar (profesor), maka angka kredit (kum) vang harus atau
ingin dikumpulkan ; 1050 angka kredit, tetapi vang baru
diperoleh baru 830 angka kredit, contoh;
+ Pendidikan/Pengajaran ; 30% x 1050 =315 a.k. (minimal)




¢+ Penelitian .......ccoovvveen. 2 25% x 1050= 2525 a k.

(minimal)

¢+ Pengabdian .........cococeevveeeen 115% x 1050 = 1575 a.k
(dimaksimalkan)

¢+ Penunjang Tridharma ;10%x 850 = 105 a.k.
(dimaksimalkan)

Total = 830 a.k., berarti masih kurang 220 a.k. (1050-
830=220) Pendistribusiannya dapat dilakukan dengan
ditambahkan pada pendidikan pengajaran 20% dan penelitian
5%, seperti contoh di bawah ini:
¢+ Pendidikan /Pengajaran; 50% x 1050 = 525 a.k.

(+20%)
¢ Penelitian ..oovovivviviiiicinen. » 30% x 1050 = 315 a k.
(+5%)
¢ Pengabdian ..............c...c..... 1 158% x 1050 = 157,5 a.k.
(dimaksimalkan)
¢+ Penunjang Tridharma ; 10% x 1050 = 105 a.k.
(dimaksimalkan)
Total =1102,5 angka kredit, (kelebihan 2725 a.k) maka
dosen tersebut berhak memiliki jabatan akademik Guru Besar
(Profesor) untuk golongan » IV/e.

KASUS: LONCAT DAN ALIH STATUS

Untuk kasus loncat jabatan ini diperoleh dari buku butir-
butir penjelasan peraturan jabatan akademik dari Dirjen
Pendidikan  Tinggi  Pendidikan  Nasional  (Syvuaiban
Muhammad, Kabag. Kepegawaian Dirjen Dikti Diknas, 2001; 8-
9)

a. Loncat Jabatan

1) . Dosen Asisten Ahli berpendidikan S3/5p.I1 dapat
meloncat jabatan setinggi-tingginya ke Lektor Kepala.

2) . Dosen Lektor berpendidikan S3/Sp.1I dapat
meloncat jabatan ke Guru Besar (Profesor) dengan syarat
khusus, minimal memiliki 4 (empat)




Publikasi [Imiah dalam Jurnal [Imiah Ter- Akreditasi dari
Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas di Jakarta.

Tabel 721

Kasus loncat Jabatan Dosen lulusan S-2/5-3 Doktor;

Dari Jabatan awal

Syarat Pendidikan

(min) Alkhir Ke- Jabatan baru (maks)
Asisten Ahl 5-2/5pl Lektor
Asisten Ahl 5-3 / Spll (Doktor) Lektor Kepala

Lektor

5-3 / Spdl (Doktor)

(Guru Besar/Profesor #)

Sumber : Ka Kepegawaian Dirjen Dikt Diknas, (20001)
b. Alih Status dan Perpindahan Dosen

1) . Telah Memiliki jabatan akademik dosen mini-
mal Lektor sebagai dosen luar biasa pada program
pendidikan akademik.

2) . Berpendidikan S2/Sp.1

3) . Memiliki IPK sekurang-kurangnva 3,0 (tiga
koma nol)

4) . Sejak pengangkatan sampai dengan jabatan/
pangkat terakhir selalu memenuhi angka kredit di
bidang penelitian minimal 25% atau kumulatif pada saat
proses pindah.

5) . Selalu membuat Karva Tulis Ilmiah vang
dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah Terakreditasi
selama 2-3/1-3 tahun.

6) .Memperoleh Persetujuan/Pertimbangan Senat
Perguruan tinggi program pendidikan akademik.

7). Memenuhi syarat administrasi lainnya.




DIALEKTIKA DOSEN DI PERGURUAN
TINGGI

A. Perbedaan Dosen di Akademi (Diploma), Politeknik

dengan Dosen di Universitas/I nstitut.

Dosen yvang bertugas di akademi atau Politeknmk tidak
bisa menjadi guru besar alias Profesor, karena golongan dan
pangkatnyva berakhir hanyva pada golongan IV-a alias lektor
kepala saja. Kecuali kalau dosen tersebut pindah tugas / alih
tugas ke sebuah universitas, institut, atau sekolah tinggi.

Tetapi juga ada dosen di Universitas vang tidak bisa
menjadi guru besar, ini disebabkan pendidikannya hanva S-1
atau S-2 dan tidak memiliki kaiya tubs ilmiah vang dimuat
jurnal atau majalah bertaraf internasional.




Jabatan akadcmikhanya berakhir di Lektor kepala. Kalau
dulu sebelum ada undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen, walaupun hanyva berpendidikan S-1/5-2 bisa
jadi guru besar, sekarang tidak bisa, kecuali jika S-3 Doktor
dahulu, atau dikarenakan usianva vang sudah mencapai batas
ketentuan. S-1/5-2 purna tugas (pensiun) terakhir 65 tahun,
sedangan Guru besar bisa diperpanjang sampai dengan 70
tahun. Atau diangkat ke mbah menjadi guru besar emeritus.

B. Persamaan dan Perbedaan Dosen PTN dan PTS

Jika dilihat dari tugas, fungsi dan tanggung jawab dosen
keduanva sama memiliki kewajiban untuk menjalankan Tri
Dharma perguruan tinggi. Dosen PTN dan Dosen PTS sama-
sama memiliki kesempatan vang sama untuk menjadi Guru
Besar atau Profesor. Yang Membedakan adalah Nomor Induk
Pegawai (NIP), gaji, status PNS dan Dosen Yavasan. Dosen
biasanva ada di Perguruan Tinggu dari Penggajian Dosen PNS
dipekcrjakana perguruan tinggl swasta (PTS) dibayar oleh
Pemerintah melalui Koordinator Perguruan Tinggl Swasta
(Kopertis) di wilayah masing-masing adanyva PTS. Sedangkan
Dosen vavasan PTS, penggajiannya di bayar oleh PTS/Yavasan
vang membawahi perguruan tinggi swasta dimana dia
ditugaskan. Mengenail tunjangan-tunjangannya hampir sama
dengan PNS. Misalnva; Tunjangan keluarga, tunjangan
kesehatan, tunjangan pendidikan, dan bekas Pensiun. Tidak
sedikit PTS yvang sudah mapan dapat memberikan gaji dan
tunjangan di atas nominal gaj PTN atau gaji PNS. Tetapi tidak
sedikit pula Dosen PTS vang bergaji lebih kecil jika dibanding
dengan gaji Dosen




PNS. Jika anda ingin jadi Dosen dan memiliki gaji besar, maka
jadilah dosen PNS atau dosen PTS vang sudah maju dan mapan.
Dari segi sumberdava dosen maupun mahasiswanva sudah
banvak dan sarana prasarananya sudah memadai.

A. Ada DOKTOR (Dr) Tidak Bisa Menjadi

Guru Besar (Profesor)

Pendidikan akademik tertinggi (5-3) adalah bergelar
Doktor (Dr.). Gelar akademik bisa dicabut, jika karva ilmiah
dascang bersangkutan terbukti merupakan hasil jiplakan
dari orang lain (UU RI No.20 Tahun 2003 pasal 25).

Sedangkan sebutan Profesor (Prof.) adalah kedudukan
tertinggl karir dosen dalam jabatan akademik. Doktor vang
tidak bisa jadi professor adalah Dosen yvang tidak mempunyai
jabatan akademik. Diakui atau tidak jabatan akademik adalah
salah satu bentuk parameter dari kompetensi dosen. Ini
merupakan bLm bahwa dosen tersebut mau dan mampu
melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi vang telah menjadi
kewajibannya.

Tugas dosen bukan hanya sekedar mengajar atau
memberi kuliah saja, akan tetapi Dosen tersebut memiliki
kewajiban lain vakni banvak melaksanakan penelitian vang
membuahkan karva-karva tulis ilmiah. Juga banvak
melakukan pengabdian kepada masyarakat ; berupa pelatihan,
penataran atau penvuluhan kepada masvarakat umum. Jika
ingin mcali Guru Besar (Profesor) maka seorang dosen harus
memiliki jabatan akademik dari Divektorat jenderal Pendidikan
Tinggil (Dijjen Dikti) Departemen Pendidikan Nasional. Oleh
karena itu anda harus mengetahui urutan jabatan akademik
tersebut.




. = 2+ »

Urutan jabatan akademik itu shb :

Asisten ahli (I1l/a sampai dcngzaﬂfh}
Lektor (111/c sampai dengan [11/d)
Lektor kepala (TV/ia - IV/b sampai dengan IV/e)
Profesor/Guru Besar (IV/d sampai dengan IV/ e)
Syvarat Pengangkatan Dalanmhatan Guru Besar

(Profesor) menurut Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14
Tahun 2005 pasal 48 avat (3) sbh:

.

Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor
harus mcliki kualifikasi akademik Doktor.

Memiliki integritas dan prestasi keilmuan vang dibuktikan
dengan; mengajar minimal 12 sks persemester di S-1,5-2,5-
gdan membimbing/ menguji mahasiswa S-2/3-3

Sehat jasmani dan rokham untuk melaksanakan Tridharma

perguruan tinggi dibuktikan dengan surat keterangan dari
Tim Penguji Kesehatan.

Memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)

Mendapat persetujuan senat perguruan tinggi/senat
akademik dan diusulkmoleh rektor/ketua sekolah tinggi.

Sebelum lahir UU No. 14 tahun 2005 Guru dan Dosen,

Dirjen Dikti Diknas masih memberi kesempatan kepada dosen

vang belum/bukan doktor (5-3) boleh diusulkan menjadi guru

besar sampai dengan akhir bulan Desember 2006.




D. Apa bedanya Rektor, Lektor dengan Profesor

Rektor adalah seseorang diberi tanggung jawab untuk
memimpin  sebuah  perguruan  tinggi  atau  sebuah
universitas/Institut. Jika di akademi/politeknik disebut
Direktur. Rektor dicalonkan dan dipilih melalui rapat senat
Universitas. Anggota Senat diatur melalui Statuta Universitas
(Undang-undang dasarnva universitas) vang bersangkutan
sebagai hasil kesepakatan dari seluruh anggota senat.

Lektor adalah salahsatu jenis jabatan akademik vang
berpangkat pembina dan berada pada golongan pegawai Ill-¢
sampal dengan Ill/d. Desen vang pada golongan ini memiliki
kesempatan menjadi professor jika jabatan akademiknya terus
diurus sampai dengan jabatan guru besar.

Profesor (Prof.) : sering disebut Guru besar adalah
jabatan akademik tertinggi vang SK-nya ditandatangam oleh
Presiden/Menteri. Guru Besar ini akan diusulkan oleh rektor
melalui persetujuan Senat universitas/senat akademik. Jika
vang bersangkutan sudah memenuhi syarat jabatan akademik,
kapasitas dan kompetensinya sudah dikenal dikalangan
akademisi mapun publik. Antara lain sudah banvak karva-
karva tulis atau buku-buku ilmiah vang telah diterbitkan atau
hasil penelitian vang telah dipublikasikan baik tingkat nasional
maupun internasional.

E. Bagaimana Doktor Honoris Causa (Dr.He.) dan

Profesor Honoris Causﬁruﬂﬂc.)

Dalam Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional bagian keempat pasal 22,




pasal 23, pasal 24 menyvebutkan bahwa; Universitas, Institut,
dan Sekolah Tinggi vang memiliki program doktor berhak
membrikan gelar akademik kehormatan (doktor honoris causa)
kepada setiap individu vang layak memperoleh penghargaan
berkenaan dengan jasa-jasa vang luar biasa dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, kemasvarakatan, keagamaan,
kebudayaan, dan seni. Pada Universitas, Institut, Sekolah
Tinggi dapat diangkat guru besar (profesor) sesuai pcratmn
perundang-undangan vang berlaku. Sebutan profesor (guru
besar) hanva dapat digunakan selama vang bersangkutan
masih aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi.

Memang sangat sedikit orang vang berhak untuk
menyvandang gelar Doktor honoris causa (Dr.Hons.)
berdasarkan pemberian dari sebuah universitas atau institut.
Gelar Doktor (Dr.) maupun jabatan akademik Profesor (Prof)
tidaklah mudah dan tidak gampang. Karena apa. Karena gelar
dan jabatan akademik tersebut harus dipertanggung jawabkan
dihadapan masyarakat akademik dan publik. Paling penting
adalah adanya pengakuan publik maupun dunia akademik yvang
positif terhadap keberadaan dan karva-karyva ilmiah vang
inovatif dari seseorang vang pantas untuk menvandang gelar
tersebut. Karva inovatif tersebut banyvak memberikan manfaat
bagi  masyarakat pada umumnya. Misalnya maaf,
Prof.Dr HAMEA beliau sekolahnva hanva sampai dengan
Madrasah Ibtidaivah, tetapi beliau mampu dan pantas
menyandang gelar Prof. Dr. Kenapa, karena beliau telah banvak
menghasilkan karva sastra, buku-buku ilmiah keagamaan dan
yvang paling populer adalah karya besar * Tafsir Al-Azhar” yang
diatur menjadi beberapa jilid dan dicetak beribu-ribu eksplar.
Masyarakat sangat




menyukal dan mengagumi karva-karva beliau sehingga berkali-
kali dicetak oleh para penerbitnyva. Akademisi di perguruan
tinggl dan masvarakat umum mengakui tingkat orsinilitas,
konsistensi dan kegigihan beliau terhadap pengembangan
dunia ilmu pengetahuan. Siapa vang mengajukan beliau jadi
Doktor va tentu senat universitas sebuah perguruan tinggi [lmu
Al-Qur’an di Jakarta.

Anda tahu Profesor Hembing ahli tanaman kesehatan
Presiden Dr. Ir. Soekarno tokoh pergerakan kemerdekaan
rakvat Indonesia dari cengkraman penjajahan Prof.
Dr.Soedjatmoko tokoh PBB dari Indonesia vang menjadi soko
guru pembangunan masyarakat dan banyak tokeoh lainnva vang
secara akademik dan tingkat keilmiahannva bisa diakui oleh
masyarakat akademik, vakni perguruan tinggi, dan masyarakat
pada umumnya.

Doktor  honoris  causa  (Dr.Hons.) alah doktor
kehormatan, ini datangnya bisa dari kalangan perguruan tinggi
dalam negeri (PTN) atau perguruan tinggl swasta (PTS)
maupun Perguruan tinggi berasal dari luar negeri. Apakah
gelar inl atas permintaan pribadi tentu bukan. Tetapi gelar
(Dr.Hons) ini diperoleh, diakui oleh masyvarakat publik, dan
diajukan atas pertimbangan/ persetujuan senat uni-
versitasfistitut perguruan tinggi vang bersangkutan vang
mewakili masvarakat akademik. Secara ilmiah dapat
dipertanggung jawabkan. Usul perguruan tinggi tersebut harus
melalui persetujuan dan rekomendasi senat universitas.

F. Asisten Dosen

Asisten Dosen adalah calon dosen atau dosen baru
diangkat oleh sebuah perguruan tinggi. Dosen perguruan tinggi
minimal berpendidikan S-2 dan




memiliki kualifikasi, kompetensi ilmu dan jurusan/ disiplin
ilmu tertentu yvang dibutuhkan oleh perguruan tinggi tersebut.
Asisten dosen akan dibina oleh seorang dosen senior.
Pengangkatan Asisten Dosen didasarkan pada Surat Keputusan
vang dibuat oleh Dekan atau Rektor. Senioritas dosen akan
diukur oleh pangkat, golongan, dan jabatan akademik serta
kompetensi disiplin  ilmu tertentu dari dosen vang
bersangkutan. Asisten dosen pada umumnyva terutama di
perguruan tinggi negeri (PTN) akan mengangkat mahasiswa
lulusannyva vang termasuk kategori sangat terpuji dan terbaik
(Cumlaude). Juga formasi vang tersedia.

E. Guru Besar Emﬁus (Prof.Emeritus)

Jika seorang dosen vang memiliki jabatan akademik
guru besar (Profesor) dan status kepegawaiannya sudah selesai
(sampal dengan 70 tahun) purna tugas alias “pensiun” dari
fakultasnva. Karena jurusan dan fakultas masih membutuhkan
“ilmu-nya”, maka fakultas mengangkatnva kembali sebagai
dosen, sebutannya adalah “Guru besar emeritus”.

Unt@lebih jelasnya silahkan dibaca pada Surat
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 38 Tahun 2006
Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan Batas Usia
Pensiun Guru Besar dan Pengangkatan Gau Besar Emeritus
pasal 2, pasal 3 dan pasal 4. Pervasaratan pengangkatan Guru
Besar Emeritus tersebut meliputi;

(a) . Sehat Jasmani dan rokhani vang dibuktikan dengan
surat keterangan dokter.

(b) .Mampu melaksanakan tugas mengajar dan
penelitian;

(c) .Mendapat persetujuan senat perguruan tinggi atau




senat akademik dan diusulkan oleh rektor/ketua sekolah tinggi

(d) . Ketua jurusan beserta korp dosen memberi
pertimbangan kepada rektor/ketua sekolah tinggi.

(e) . Rektor/Ketua sekolah tinggi mengusulkan kepada
Menteri Pendidikan Nasional dengan tembusan kepada
Direktorat  Jenderal Pendidikan Tinggi dengan
melampirkan kelengkapan persyaratan pengangkatan
Guru Besar emeritus.

F. Pindah Ke Perguruan Tinggi Lain

Ada beberapa hal vang dapat mendorong seseorang
dosen pindah ke perguruan tinggi lain. Bisa jadi karena alasan
pertama jauh dari keluarga, kedua karena promosi jabatan,
ketiga karena program studi ditutup karena kurang peminat,
keempat atmosphire akademik vang tidak memadai, atau
kelima bahkan gaji vang kurang memadal dan tidak
memuaskan. Kecuali gaji dosen PNS semua sama, baik vang
vang ada di PTN maupun dipekerjakan (dpk) pada PTS.
Biasanva vang kentara membedakan adalah tambahan-
tambahannya. Jika anda menginginkan pindah ke perguruan
tinggl lain. Langkah-langkah vang harus ditempuh dan dapat
dilakukan adalah:

a) . Sebelum membuat surat permohonan pindah, lebih
baik anda mendatangi terlebih dahulu perguruan tinggi
vang akan dituju tempat berpindah. Anda berkonsultasi
lisan terlebih dahulu dengan unsur pimpinan di PT yvang
bersangkutan dari mulai Rektor, Dekan atau ketxua
jurusan atau salah satu dari itu Jika ada peluang, dan
mendapatkan rekomendasi Rektor maka buatlah surat

resmi permohonan pindah.

b) . Buatlah permohonan pindah secara resmi tertulis




dari anda pribadi vang ditujukan kepada Rektor dimana anda

tempat berdinas sekarang vang ditembuskan kepada Dekan dan

Ketua jurusan anda.

c)

d)

. Menunggu surat responsi jawaban dari Rektor atas
surat permohonan anda. Lebih baik jika anda lebih aktif
menanyakan pada staf rektorat.

. Sementara menunggu keputusan Rektor, lebih

baik anda mempersiapkan segala sesuatunva termasuk
segala administrasi kepegawaian vang harus diselesaikan di
lokasi awal sebelum meninggalkannya. Jangan sampai
sudah pindah jauh, masih ada hal-hal vang harus diurus di
masa mendatang. Berkonsentrasilah pada administrasi
kepegawaian anda.

. Dipastikan sebelum pindah, anda harus memiliki

Jjabatan akademik terlebih dahulu, karena seseorang dosen
akan diperhitungkan hak, kewajiban dan kepegawaiannya
berdasarkan jabatan akademik wvang dimilikinva dari
perguruan tinggi asalnya.

. Katakanlah anda sudah diijinkan oleh Rektor

perguruan tinggi asal dan sekarang sudah ada di perguruan
tinggl vang dituju, maka proses “adjusmentharus
dilakukan. Jangan lupa jabatan akademiknya terus diurus.
Tri Dharma perguruan tinggi harus tetap dilaksanakan
dengan baik dan sungguh-sungguh, agar anda dihargai oleh
masyarakat akademik (misalsenat universitas) di

perguruan tinggi tsh.




. Dosen menjadi Pimpinan Perguruan Tinggi

Bagaimana seandainya anda sebagail seorang dosen
menginginkan menjadi pimpinan dari sebuam:rguruan tinggi,
katakanlah anda menginginkan menjadi Rektor, Pembantu
Rektor, (pimpinan universitas) ; Dekan, Pembantu dekan,
Ketua Jurusan (pim;mn fakultas); ketua LPPM, Kepala
Perpustakaan, Kepala Biro Administrasi umum dan keuangan
(BAUK), Kepala Biro Administrasi Akademik (BAAK), atau
Kepala Laboratorium (unit pelaksana teknis). Anda tentu
memiliki peluang vang sama dengan dosen lain untuk
menduduki jabatan itu. Untuk memenuhi jabatan itu tentu ada
persyaratan tertentu yvang harus dipenuhi oleh anda sebagai
seorang dosen.

Persyaratan menjadi pimpinan dari sebuah perguruan
tinggl itu sudah diatur dalam undang-undang dasarnya
perguruan tinggi, vakni apa vang disebut ; Statuta
Universitas. Landasan vuridis penvusunan isi materi statuta
adalah peraturan pemerintah melalui departemen teknis vang
membawahi perguruan tinggi tersebut.

Secara umum perguruan tinggi di@nncsia baik itu
PTN maupun PTS banyak berada di bawah Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggil Departemen Pendidikan Nasional (Diknas),
Departemen Agama (Depag), atau depatemen kedinasan
lainnya. Statuta tersebut disahkan/ditetapkan dan dibuat oleh
hasil suatu rapat vang khusus membahas tentang itu. Peserta
rapat senat terdiri dari seluruh anggota senat perguruan tinggi
vang diangkat oleh Rektor dan disyahkan oleh Dirjen Dikti. Di
dalam Statuta itu sudah diatur semua hak dan kewenangan
seseorang vang akan mencalonkan diri menjadi pimpinan
sebuah perguruan tinggi.




Persyaratan itu antara lain ; persyaratan menjadi Rektor,
persyaratan menjadi Dekan, persyvaratan menjadi kajur,
persyaratan menjadi kepala LPPM, kepala laboratorium.

Salah satu persyaratan mutlak menjadi pimpinan
perguruan tinggi dalam isi statuta itu adalah Jabatan akademik
dari seorang dosen. Ada vang mensyaratkan jadi Rektor
minimal memiliki jabatan akademik Lekior Kepala (IV/a) dan
berpendidikan lulus  Dokfor (S-3), ada juga minimal
berpendidikan magister (S-2) tetapi telah memiliki jabatan
akademik lektor kepala. Mengapa jabatan akademik menjadi
salah satu tolok ukur menjadi seorang pimpinan perguruan
tinggl.?

Seperti vang anda ketahui memimpin perguruan tinggi
berbeda dengan lembaga lainnva. Ada Dosen, ada karvawan
adminstrasi, ada mahasiswa. Senioritas dosen diukur oleh
jabatan akademik. Karena dengan jabatan akademik ini, anda
sebagail seorang dosen sudah harus berpengalaman dan teruj
dalam melaksanakan Tri dharma perguruan tinggi.

Sebagai bukti anda melaksanakan Tri dharma adalah ;
(a) anda telah berpengalaman mengajar/ membina mata kuhah,;
(b) bagaimana anda merasakan kesulitan/kemudahan dalam
melakukan penelitian, atau menulis karva ilmiah; (¢) sudah
banyvak merasakan bagaimana lika-liku seninva melaksanakan
pengabdian kepada masvarakat. Ternyata tidak mudah.
Banyak keterbatasan ; waktu, tenaga, biaya dan kapasitas
pemikiran.

Berdasarkan pengalaman dan keterujian itu, maka
anda sudah layvak atau belum untuk memimpin sebuah
perguruan tinggi. Berarti dengan alasan apapun, jabatan
akademik bagi seorang dosen adalah kebutuhan mutlak untuk
dimiliki. Integritas dan kompetensi




seorang dosen salah satu tolak ukurnva adalah jabatan
akademik vang diperoleh secara resmi dari departemen vang
membawahi perguruan tinggl vang ditempatinya.




UNDANG-UNDANG GURU DAN DOSEN,
IMPLIKASINYA TERHADAP PROFESI
DOSEN

A. Ketentuan Umum Kaiﬁkasi Dosen

Sebelum membahas UU Guru dan Desen Nomor 14 tahun
2005 implikasinyva terhadap profesi dosen, alangkah baiknyva
dikemu@m terlebih dahulu beberapa istilah umum vang ada
dalam Bab I Kctentuarmnum pasal 1 yang menyangkut
kualifikasi dari seorang dosen vang ada di sebuah perguruan
tinggi; Y

Dosen; adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan
tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan
menyebarluaskan ilmu pengetahuan, tekneologi, dan seni
melalui  pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada
masyarakat. Guru




Besar atau Profesor; adalah jabatan fungsional tertinggi bagi
dosen yammasih mengajar di lingkungan satuan pendidikan
tinggi. Kualifikasi Akademik: adalah Ijazah jenjang
pendidikan akademik vang harus dimiliki oleh Dosen sesuai
dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat
penugasan. Kompetensi; adalah seperangkat pengetahuan,
keterampilan dan perilaku vang harus dimiliki, dihavati, dan

dikuasai  oleh dosen  dalam melaksanakan tugas
keprofesionalan. Sertifikasi; adalah proses pemberian
sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sertifikat Pendidik;
adalah bukti formal sebagai pengakuan yang dil:@(an kepada
guru dan dosen sebagai tenaga professional. Pada Pasal 3
menyebutkan, (1). Dosen mempunyai kedudukan@agai tenaga
professional pada jenjang pendidikan tinggi vang diangkat
sesual dengan peraturan perundang-undangan. (2). Pengakuan
kedudukan dosen sebagai tenaga professional sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dibuktikan dengan sertifikat
pendidik.

B. Kualifikasi, Kompetensi, Sertifikasi dan Jabatan
Akademik Dosen

Pada Undang-undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun
2005 Bab V Bagian asal 45 sampai dengan pasal 72
menjelaskan tentang kualifikasi, kompetensi, sertifikasi dan
jabatan akademik dari seorang dosen vang ada di sebuah
pcrg@an tinggi, vakni shb:
1) . Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik,
kompetensi, sertifikat pendidik,sehat jasmani dan rokhani
dan memenuhi kualifikasi yang disvaratkan perguruan
ng, (pasal 45).
2) . Kualifikasi akademik dosen diperoleh dari
pendidikan  tinggl  program = pascasarjana  yang
terakreditasi sesuail bidang keahlian, (pasal 46)




4)

5)

6)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

. Minimal lulusan magister (32) untuk mengajar di

wram Diploma atau sarjana (S 1) (pasal 46)

. Lulusan program doktor (S3) untuk mengajar di

Program Pascasarjana (pasal 46)

. Sertifikat Pendidik diberikan setelah ; (a).

Pengalaman bekeija minimal 2 tahun di perguruan tinggi
(b). Memiliki Jabatan akademik minimal asiten ahli (¢)
Lulus sertifikasi dari perguruan tinggi LPTK vang
mnjuk Pemerintah (pasal 47).

. Jenjang Jabatan akademik terdiri dari ; Asisten

Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Profesor (pasal 48)

. Syvarat untuk menduduki jabatan akademik

profesor harus memiliki kualifikasi akademik doktor
(pasal 48)

. mem‘ merupakan jabatan akademik tertinggi

dan mempunyai kewenangan membimbing calon doktor
(pasal 49)

. Profesor wajib menulis buku dan kaiva ilmiah serta

menyebarluaskan gagasannya kepada masvarakat, (pasal
49)

. Profesor vang memiliki ]@;a ilmiah atau karva
monumental dan dapat pengakuan internasional dapat
diangkat menjadi profesor paripurna (pasal

49)

. Pengangkatan dosen wajib mengikuti seleksi (pasal

50)

. Setiap orang dapat diangkat secara langsung
menduduki  jenjang  jabatan akademik  tertentu
berdasarkan hasil penilaian terhadap kualifikasi
akademik, kompetensi, dan pengalaman vang dimiliki,
(pasal 50)

. Pemerintah memberikan tunjangan kehormatan

kepada profesor vang diangkat oleh penvelenggara
pendidikan atau satuan pendidikan tinggi setara 2




(dua) kali gajn pokok profesor vang diangkat oleh
pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi vang
sama (pasal 56)

14) . Dosen vang diangkat dan diselenggarakan oleh
masvarakat berhak memperoleh jaminan sosial tenaga
kerja sesual peraturan perundangan vang berlaku (pasal

58)

15) . Batas pensiun dosen adalah 65 tahun, bagi profesor
yang berprestasi dapat diperpanjang masa pensiunnya
sampal dengan 70 tahun (pasal 67)

16) . Pembinaan dan pengembangan dosen meliputi
pembinaan dan pengembangan profesi dan karier. Profesi
melalui jabatan fungsional dan karier melalui penugasan,
lmlikan pangkat dan promosi (pasal 69).

17) . Pembinaan dan pengembangan profesi dosen,
meliputi ;: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian,
m'lpetenai sosial dan kompetensi profesional, (pasal 69).
Kompetensi paedagogik adalah kemampuan mengelola
pembelajaran peserta didik. Kompetensi kepribadian
adalah kemampuan kepribadian vang mantap, berakhlak
mulia,m_f, dan berwibawa, serta menjadi teladan peserta
didik. Kompetensi sosial adalah kemampuan dosen untuk
berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien
dengan peserta didik, sesama dosen, orangtua/ wali peserta
didik, dan masvarakat sekitar. Kompetensi profesional
adalah kemampuan penguasaan materi kuliah secara luas

mmcndalam.

18) . Beban kerja seorang dosen sekurang-kurangnva
sepadan dengan 12 satuan kredit semester (SKS) dan
sebanvak-banvaknya 16 Sks (pasal 72).

Jadi tidaklah ah jika anda ingin menjadi seorang
dosen. Seorang dosen harus memiliki Indeks Prestasi Kumulatif
(IPK) di atas 3,00. Berijazah minimal 5-2. Memiliki Jabatan
akademik. Tugas pokoknva adalah




mengajar, meneliti dan melaksanakan pengabdian kepada
masyarakat. Harus terus sekolah dan meningkatkan ilmu
pengetahuannyva sehinga tidak ketinggalan oleh para
mahasiswanya.

Dari undang-undang Guru dan Dosen ini seorang dosen
diharapkan pendidikannnya harus linier dalam sebidang ilmu ;
misalnya SI ekonomi, S2 juga ekonomi, S3-pun ekonomi, tidak
boleh zigzag. Sehingga ithnunyapun akan lebih malam. Jika
anda seorang profesor, maka anda diharuskan menulis buku
dan karva ilmiah lainnya untuk disebarluaskan kepada
masvarakat. [lmu tersebut akan bermanfaat bagi khalavak
ramai. Perubahan generasi akan terus berlanjut. Oleh karena
itu  ilmu tersebut harus disebarluaskan, sehingga dapat
menciptakan ahli-ahli generasi profesional berikutnyva. Sangat
kentara dibidang kedokteran dan kesehatan masvarakat.
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MENULIS BUKU, ARTIKEL ILMIAH DI
JURNAL NASIONAL DAN JURNAL
INTERNASIONAL

A. Membuat Karva Tulis Ilmiah; Buku, Laporan
Penelitian, Makalah, Paper, Artikel

Pekerjaan dosen adalah mengajar dan menulis. Apa vang
dibicarakan harus ditulis dan apa wvang ditulis harus
dibicarakan. Bicara mudah, tetapi untuk menulis sangatlah
sulit, banyvak alasan. Katanya sih, banvak membaca
melancarkan tulisan. Membaca “tekstual” (buku) maupun
membaca “kontekstual” (fakta) harus menjadi pekerjaan bagi
seorang dosen. Menulis bagi dosen bukanlah tulisan biasa,
tetapi tulisan karva ihniah vang dapat diakui oleh masvarakat
akademik.




Karya Tulis Ilmiah adalah suatu hasil atau karva vang

dituangkan secara tertulis bisa dalam bentuk; (1). artikel, (2)
makalah, (3) laporan penelitian,
(4) buku, (5) diagram atau gambar, (6) dan perangkat lunak
komputer. Secarmcpinitif anda dapat melihat dalam uraian
sebagail berikut: Karya tulis ilmiah ; adalah karya tubs atau
bentuk lainnva vang telah diakui dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, atau seni vang dituliskan atau
dikerjakan sesual dengan tatacara ilmiah, dan mengikuti
pedoman/konvensi ilmiah vang telah disepakati atau
ditetapkan.

Sedangkan Artikel; adalah karva tulis vang dimuat
dalam terbitan berkala misalnva; (a) jurnal, (b) majalah, (c)
lctin, dan (d) surat kabar, dan (e) buku kumpulan artikel.
Makalah adalah karva tubs yvang mengandung pemikiran
tentang suatu masalah atau topik tertentu vang ditulis secara
sistematis, runtut dengan disertai anabsis vang logis dan
objektif untuk disajikan dalam forum ilmiah. Laporan
Penelitian adalah suatu laporan tertuhs dari pelaksanaan
suatu penebtian yvang mencakup antara lain; (a) masalah, (b)
metodologi, (¢) anabsis dan (d) hasil penelitian.

Sedangkan Buku adalah merupakan karva tubs vang
membahas satu atau beberapa topik dan diterbitkan dalam satu
kesatuan utuh. Diagram: menggunakan symbol atau gambar.
Perangkat lunak komputer adalah program komputer vang
ditulis dalam bentuk artikel, makalah, buku atau media
komputer.

Karva tulis ilmiah vang dinilai untuk jabatan akademik
adalah semua karva tubs. Misalnyva buku dan artikel ilmiah.
Artikel ini asalnva bisa dari (1) hasil kajian teort /pustaka atau
(2) hasil penelitian. Jika hash penelitian, maka laporan
penelitian tersebut harus dirubah terlebih dahulu oleh anda
menjadi sebuah artikel ihniah. Tata cara penuhsan artikel
ilmiah, secara




teknis itu tergantung pada aturan penulisan dari jurnal yvang
bersangkutan. Secara substansial memang sama, tetapi secara
teknis akan berbeda. Artikel tersebut dapat dimuat di jurnal
nasional maupun internasional vang ber-ISSN dan ber-ISBN
bagi buku/majalah. Disamping itu anda juga dapat (3) menulis
buku-buku teks untuk pelajar SD, SMP maupun SMA, bahkan
buku teks kuliah bagi para mahasiswa vang ada diperguruan
tinggl anda, atau anda menulis buku vang diterbitkan untuk
dipubhkasikan.

B. Mengirim Artikel Ke Jurnal Ilmiah Nasional Dan

Jurnal Internasional

Jika anda ingin mengirim tulisan atau artikel untuk
menambah nilai jumlah angka kredit untuk penelitian dan
kaiva Ilmiah, dapat dilihat pada daftar Jurnal di bawah ini;
Nilai angka kredit artikel vang dimuat dalam jurnal jauh lebih
berharga dan lebih besar nilainva di banding hasil penelitian
vang tidak dipubhkasikan.

Oleh karena itu, seorang dosen harus banvak menulis
artikel atau karva tulis ilmiah lainnva, agar jabatan
akademiknya cepat naik dan kemudian menjadi profesor di
kampusnya.

Sebenarnyva jika anda banyak menventuh aktivitas
berbasis komputer dan berlangganan internet ; anda dapat
melihat / men-donload; Website atau E-mail dari Dirjen Dikti,
LIPI, perpustakaan nasional, atau perguruan tinggi di berbagai
negara, itu jauh lebih mudah. I situ akan muncul berbagai
jurnal nasional maupun internasional.

Jika anda ingin mengirim artikel atau hasil penelitian
dan ingin dimuat di jurnal vang anda maksud, maka anda cukup
mengirimkan artikel tersebut melalui E-mail ke redaksi jurnal
vang bersangkutan. Catatlah alamat E-mail jurnal tersebut.
Jika anda Gaptek




(zagap teknologi) maka anda cukup datang ke Warnet (Warung
Internet) dan meminta tolong kepada operator warnet untuk
mengirimkannya ke alamat E-mail tersebut. Mudahkan vang
sulit adalah menulis artikelnva. Secara manual kirimkan
artikel melalui kantor pos. Biasanva diminta juga (1) print out,
(2) CD, (3) Flashdisk atau (4) disketnya. Cuma tidak sedikit CD/
disketnyva rusak, sehingga artikelnva tidak dapat dibuka.

Mengenai  honorarium  penulis, masing-masing
pengelola jurnal akan memberikan jasa fee vang berbeda-beda.
Bagi jurnal perguruan tinggi vang sudah mapan, biasanva akan
memberikan honorarium vang menjanjikan. Sebaliknyva bagi
pengelola jurnal vang ada di perguruan tinggi sedang
berkembang, malahan penulis artikel diharuskan membayar
bagi artikelnva vang dimuat. Jika artikelnva ingin dimuat di
Jurnal Internasional, penulis harus mampu berkompetisi
dengan penulis lain dari luar negeri, vang kemampuan dan
kompetensinya tidak dapat diragukan lagi.

Di bawah ini berbagai jurnal vang dapat dipilih.
Barangkali anda berkeinginan untul@cngirimkan artikel ke
Jurnal nasional atau internasional dari berbagai perguruan
tinggl swasta, negeri maupun luar negeri dapat dilihat di bawah
ini.

C. Daftar Jurnal Ber-ISSN, ISBN Dan Ter-
AKREDITASI

Jurnal Ilmiah/Buku vang her ISSN-ISBN dan
Terakreditasi, artinyva jurnal /Buku tersebut sudah di daftarkan
ke LIPI, Perpustakaan Nasional, tercatat di Dirjen Dikti.
Terakreditasi artinyva sudah mendapatkan legalisasi ke-
ihniahan darijurnag terbit rutin sesuai dengan ketentuan
secara konsisten. Direktorat Jenderal Pendidikan Tingg
Departemen Pendidil-mlasiﬂnal di Jakarta vang memberikan
nomor akreditasinva. [SSN




International Standard of Serial Number); ISBN (International
Standard of Books Number). Untuk memudahkan pada anda
dalam mencari jurnal ilmiah wvang ber-ISSN, ISBN dan
Terakreditasi dapat dilihat di bawah ini;

C.]1). Daftar Jurnal Ber-ISSN dan Ter- Akreditasi

MATEMATIEKA, Jurnal Matematika atau Pembelajaran,
[SSN 0852-7792, Ter-akreditasi Dirjen Dikti Diknas
Nomor 69/DIKTUKep/2000, Sponsor JICA Jepang,
Jurusan Matematika FMIPA Universitas Negeri Malang
Jl. Gombong 3 Malang 65145, Tip. 0341- 55312 pswt 257
atau 0341-552182, E-mail; ummat@indo.net.id.

Ekonomi dan Bisnis, [SSN No. 1410-9204 Akreditasi Dirjen
Dikti No.26/DIKTIEKep/2005. Berkala publikasi Gagasan
Konseptual, Hasil Penelitian, Kajianml Terapan Teori,
Prodi IESP, FE-Uni- versitas Surabayva Jl.Raya
Kalirungkut Surabaya 60293, Telp. 031 2981137 Fax.031
2981131, Hompage: economics.ubava.ac.id, e-mail;
hery_@ubaya.ac.id

Utilitas, Jurnal Manajemen dan Bisnis, [SSN0O854- 47810,
Ter-Akreditasi : Nomor : @Diktﬂch.f 2004. Program
studi Manajemen FE-Universitas Muhammadivah
Yogvakarta Jl.Lingkar selatan Taman tirto, Bantul,
Yogvakarta 55183, E-mail; baruutilitas@.yvahoo.com.

Kajian Bisnis, ISSNPEGRS854-4530, Ter-Akreditasi No.
69/Dikti/Kep/2000, STIE Widya Wiwaha, Jl. Lowanu,
Sorosutan UH. VI/20 Yogyakarta 55162, Web site ;
www.stie-ww.ac.id, E-mail; kajian@stie- ww.ac.id




Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, ISSN 1411-1438,
Tcrmrcditasi no. 22/Dikti/Kep/2002, Pusat Penelitian
UK Petra, .]'l.m'alankerm 121- 131, Sby 60236 Tip. 031-
5439040, Fax 031- 5436418, E-mail
puslit@peter.petra.ac.ad., Web  site :  http
lpuslit.petra.ac.id.

Majalah Ekonomi, ISSN EDES, Ter-Akreditasi No.
52/DiktiKep/2002, FE-Universitas Airlangga, JL
Airlangga nod Surabava 60286, Tip. 031- 5036584;
5025260 ; 503362, Fax 031- 5025260, E- mail:
pdmunair@rad.net.id.

Jurnal Ekonomi Pembangunan, Kajian Masalah Ekonomi
dan Pembangunan, ISSN No. 1411-6081, Ter-Akreditasi
No. 49/DIKTIVKEP/2003, Ba Penehtian  dan
Pengembangan Ekonomi FE-UM Surakarta, J1. A Yani,
Tromol Pos 1, Pabelan, Surakarta 57102 Tip. 0271-717417
Psw 229, E- Mail; jepfeums@yvhoo.com

Masyarakat dan Kebudayaan Politik, [SSN- 0216- 2407,
Ter-Akreditasi No.22/DIKTI/Kep./2002, FISIP
Universitas Airlangga J.Airlangga 4-6 Surabava 60286
Telp 031-5034015 Fax. 0315022492, E-mail:
mkp@sbv.centrin.net.id.

HABITAT, Jurnal Ilmiah, ISSN-OZR-5167 Ter- Akreditasi

No.395/DIKTVKep./2000, Fakultas Pertanian,
Universitas Brawijaya Jl. Veteran Malang, Telp. 0341-
570471-551661 Fax.0341- 56001 E-mail:

redaksift@brawijayva.ac.id

PERSPEKTIF Jurnal Ekonomi dan Pembangunan,
Manajemen dan Akuntansi, ISSN-1410-1815, Ter-
Akreditasi Dirjen Dikti No. 52/DIKTI/Kep/2002, FE
Universitas Sebelas Maret Surakarta, telp.0271-647481,
669090, Fax.0271- (638143, E-mail
perspektifi%fe.ums.ac.id




Jurnal Studi Pembangunan ; Interdisiplin, ISSN 0215-
4?5@1‘-Akrcdita g1 Dirjen Dikti No.53/ DIKTIKep/2002
PPS Universitas Kristen Satva Wacana Salatiga (UKSW)
J1. Dipenogoro 52-60 Salatiga 50711, Telp. 0298-321212

ext.228 |, Fax.0298 321433, E-mail :trifosa@uksw.edu.

VENTURA Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, [SSN-
1410-6418, Ter-Al{maai Dirjen Dikti
No.55/DIKTUVKep/2005, STIE PERBAmS, Jl. Nginden
Semolowaru 34-36 Surabava 60118 Telp.031-5992985,
Fax.031-5992985, E-mail : ventura perbanas@yahoo.com

Jurnal Siasat Bisnis, [SSN-0853-7665, Ter-Akreditasi Bdflen
Dikti No34/DIKTUEep/2003, FE-Univer- sitas Islam
Indonesia (UIl) Yogyakarta, Condong Catur, Depok,
Sleman Yogvakarta 55283, Telp. 0274-881546, 8830087,
Fax.0274-882589, E-mail: jurnal@fe.uii.ac.id

Jurnal Ekonomi dan Bisnis-Dian Ekonomi, ISSN 0854-
9087, Ter-Ak rcditasi Dirjen  IDikti  No. 118/
Dikti/Kep/2001, FE-UK Satyva Wacana, J1. Dipenogoro 52-
60 Salatiga 5077, Telp. 0298- 311881, E-mail:
harisis@uksw.edu

Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, [SSN 1412-6817, Ter-
Akreditasi Dirjen Dikti No.53/DIKTI/Kep/ 1999 Ikatan
Akuntansi Indonesia (IAI) Kompartemen Akuntan
Pendidik, FE-UGM B-112 Lt.I Sayap Barat, Bulaksumur

Yogvakarta 55281, Telp.0274-901229-580731, Fax. 0274-
901239, E- mail: ppafe@yogva.wasantra.et.id.

Humanika, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, ISSN 1411-
5654, ter-Akreditasi DgO#n Dikti No.134/DIKTI/Kep/2001,
Lembaga Penelitian Universitas Tujuh Belas Agustus
1945 (Untag)




Surabaya, Jl. Semolowaru No. 45 Telp. 031- 59297676,
5931800 pswt. 280-265.

C.2). Daftar Jurnal Ber-ISSN

Daftar jurnal ini, baru jurnal vang ber- ISSN saja,
belum di Akreditasi oleh Ditjen Dikti Diknas di Jakarta. Tetapi
untuk Kum angka kredit tetap memiliki nilai angka 5-20
Akredit. Antara lain Jurnal-jurnalnya berikut ini;

Jurnal Ekonomi, manajemen, Bisnis, Keuangan dan
Akuntansi

Analisis, Jurnal IImu-Ilmu Snsi Seri Ekonomi
Pembangunan, ISSN 0852-8144, Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin Kam@ Tamalanrea, .Jl.
Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245 Telp.
0411- 585034-585036, Fax. 0411-585868, Website:
http//www.pascaunhas.net, E- mail:
analisis@pascaunhas.net, info@pascaunhas.net

Majalah Ekonomi Syariah, ISSN 1412-2383, FE Universitas
Trisakti Jakarta, Gedung K. Lt.2 Kampus A Jl. Kivai
Tapa No.I Jakarta Barat. Telp. 021- 56691788-5663232
Ext 347, Fax.021-5669178, E- mail: Syvafri@indo.net.id.

Balance Journal, Economics, Bu ssinesmlnagernent and
Accounting, [SSN 1693-9352, Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadivah Surabayva Jl. Sutorejo 59
Surabaya Tip. 031-3811966 Fax 031- 3813096 E-mail:
UnmuhSbhy@Indosat.com.

Statistik Ekonomi, Keuangan Daerah Jatim, ISSN 1411-
7371, BNI Jl. Pahlawan 105 Surabava 60174 Tip. 031-
3520011. Fax 031- 3554178.

Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik. ISSN | FE
UGM Jl. Humaniora Bulaksumur




Yk.55281 Tlp./Fax. 0274-625629 Yogyakarta.

Jurnal Refnrmasi@knnunﬁ, I[SSN 1411-3104, LSPEU
Indonesia, Jl. Menara Gracia Lt.6 Jl. HR.Rasuna Said
Kav.C-17 Jakarta 12940 Telp./Fax 021- 5220914.

Daya Sain@]urnal Manajemen, [SSN 1411-3422, Program
MM Universitas Muhammadivah Surakarta Jl. A Yanm
Tromol pos I Pabelan, Kartasura Surakarta, Tip.0271-
717417 Bks. 1591162, Fax 0271-7T15448.

Fnku@knnnmi, [SSN 1412-3851 Majalah Empat Bulanan,
STIE STIKUBANK Semarang, Tip. 024- 8414970 Fax.
024 -8441738.

Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, [SSN |,
Kanopi-ISP- FE-Universitas Indonesia Lt. 1 Kampus
Baru Ul Depok 16424 Telepon. 021- 7863563 Fax 021-
7863559, E-Mail ; buletin kanopi@email.com

Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Balance, ISSN 1693-
3796, Prodi Akuntansi FE-UMM Jl. RayvaTlogo Mas
No.246 Malang, Tip 0341-464318  pswt 217
Fax.0341460782, E-mail; jumal-balance@vahoo.com.

Optimum, Jurnal Elmnmman Bisnis, [SSN 1411- 6022 FE-
Universitas Achmad dahlan Yogvakarta, Jl. Kapas no. 9
Semaki Yogvakarta Tip.0274- 563515.511829 pswt 132 &
133, Fax.0274- 564604, E-mail; Optimum@uad.oec.id.

Media Akuntansi, [SSN 1410-0886, on line: http IT
www.akuntan.org. Gedung Santoso Lt.3 Jl. Rasuna said
Kav.B-6 Jakarta 12910, E-mail: media@akuntan.org.

Marketing, Majalah, Kompleks Kelapa Gaiding Niaga Blok G-
1, Kelapa Gading Jakarta Utara 14240,




Tip. 021-458570450, Fax 021- 4585 0826, E-mail: redaksi
©marketing.co.id, %ﬁitl}: www.majalahmarketing.com

Export News, Majalah, Taman kantor Graha Asri blok K-3 JI.
Ngagel 179-183 Tip. 0315014916, 5011112- 13 Fax.031-
50048861, web site : www.export- jatim.or.id, E-mail

9pei@sby.dnet.net.it.

Ekulibrium, ISSN 1693-8038, FE-[Wommgo, Jl. Budi
Utomo 10 Ponorogo 6371 Tlp.0352- 481124- 487662
Fax.0352 461796, E-mail: unmuhponorogo@plasa.com

Jurnal Analisis Bisnis & Ekonomi, [SSN 1693-5950, FE-
Universitas Muhammadivah Magelang Jl. Tidar no. 21

Magelang

Jurnal Beta, Bisnis, Ekonomi dan Akuntansi, ISSN 1412-
7954 FE-UM Gresik Jl. Sumatra 101 Komplek GKB
Gresik 61121 Tp.031-3951414, Fax.031-3952585.

Ekonomi dan Bisnis, [SSN No. 1410-9204 Berkala publikasi
Gagasan Konseptual, Hasil Penelitian, Kajian dan
Terapan Teori, Prodi IESP, FE-Univer- sitas Surabava
JLRaya Kalirungkut Surabava 60293, Telp. 031 2981137
Fax.031 2981131, Hompage : economics.ubava.ac.id, e-
mail; hery_@ubaya.ac.id

Iktisadia, Jurnal Ekonomi, ISSN 1412-3673, FE - Umsida, .JI.
Majapahit 666 Sidoarjo 61215, Tip. 031 894544, Fax.031-
8949333, E-mail : iktisadiaums@plasa.com.

Jurnal Ekonomi dan Manajemen, [S5N 1411-5794 Magister
Manajemen, Universitas Gajavana Malang J1. Mertojovo,
Blok L, Malang 65144, Indonesia Tip. 0341-562411 Fax.
0341 582168, Malang.




Entrepreneur Jurnal Ekonomi dan Bisnis, ISSN 1412-
9272, FIS Universitas Negeri Surabayva (UNESA) JL
Kampus Ketintang Surabaya Telp. 03158293416

Indonesia Tax Review : digest, [SSN 1829-5096, Jl. Sebret
4B Pasar Minggu Jakarta Telp. 021- 78839535, Fax.021-
7804252, E-mai itre@telkom.net, Hompage
http//www formasi.com

Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis, [SSN 1410-8038, Badan
Penerbit FE- Universitas Sriwijaya Palembang 200 A
Kampus Indralava-Sumatra Selatan, Telp. 0711-580964,
Fax.0711-580964

Jurnal Ekonomi P@sahaan, ISSSN 0854-8453, Kampus
I[BII Lantai 8, Jl. Yos Sudarso Kav.87 Sunter Jakarta
14350, Telp. 021- 65307062, Fax. 021- 65306967, E-mail:
jepredaksi@ibii.ac.id.

Majalah Ekonomi, Telaah Manajemen*Akuntansi dan
Bisnis, ISSN 1411-9501, FE Univ.Adhi Buana PGRI
Surabaya, J1. Dukuh Menanggal XII No.4 Surabaya Telp.
031- 8281183, Fax. 031- 8281183.

Jurn@l{.euangan Publik, ISSN 1693-4741, Lemabaga
Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah,
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen
Keuangan RI., BPPK Gedung F Lt.2, Telp. 021-7244873,
Fax. 021- 7244912

Media Ekonomi, I[SSN 0853-3970, Fakultas Ekonomi
Universitas Trisakti Jakarta (Usakti), Jl. Kiai Tapa
Gedung S Lt. V Jakarta 11440, Telp. 021- 5663232 peswt.
317.

The International Journal Accounting, Springer
Internationa, Verlag London, Limited,, 8




Alexander Road London, SW 19 7 JZ, UK, Telp. 01-
9471280 telex. 21531 Fax. 01-947-1274, The University of
[lionis Inggris.
& INngEris
Journal of Accounting & Economics, [SSN 0165- 410, North-

Holland in Collaboration with William E- Simon Graduate
School of Business Administration The University of

Rocheste.
Jurnal Akuntansi Sektor Publik, ISSN 1414-5921, [katan

Akuntan Indonesia (IAl) Kompartemen Akuntan Sektor
Publik, IAI Jakarta, Jl. Gatot Subroto 31 Jakarta 120210,
Telp. 021-5738710 (direct), Fax. 021- 5704395. ext.317

Jurnal Riset ekonomi dan Manajemen, [55N 1412- 1824,
[SEI Jakarta, Jl. Daksa IV no.9 Jakarta 1210, Telp. (021)
7222919, Fax. 021 7201812, 7399801, Cikini Raya Jakarta
Pusat.

Asia Fasifik Economic Literatur, m 0818-9935 (print),
1467-8411 (on line) Asia Fasific School of Economics and
Government, The Australian National University,
Canbera, Blackwell publications, E-Mail:
apel@danu.edu.au

TEMA, Telaah Ekonomi,| Planajemen, dan Akuntansi,
[SSN 1411-8149, FE Universitas Brawijaya Malang, Jl.
MT Harvono 165 Malang 65145 Jatim, Telp. 5281-551396-
203834, Fax. (0341-5847T28, E-mail
tema@fe unibraw,ac.id. Website
http//ww.teunibraw.acid/tema.

Jurnal Bisnis dan Akuntansi, [SSN 1410-9875, STIE Trisakti
Jakarta, Jl Kiai Tapa 20 Grogol Jakarta 1440, Telp. 021-
56 7, Fax. 021-5635480, E-mail : Stietrik@dnet.id

Journal Aeccounting, Auditing & Finance, The Vincent C.
Ross Institute of Accounting research,




New York University 40 West Fourth Street Tisch Hall,
suite 300, w York, NY 1002-118, E-mail:
hkhan@stren.nvu.edu. Website E http/fwww-
stern.nyu.edu./ace/journal/) aaf html.

Accounting Horizons, [SSN 0888-7993 (print), 1558- 7975 (on
line) Bessie, 5717, drive, Sarasofa, Florida 34233-2399,
Phone : 259-257-3875, Fax. 859-257- 7041, E-mail:
horizons@uky.edu.

Jurnal MIPA, Pertanian, Kehutanan dan Sains

Medika Eksakta, Jurnal Penelitian, Lenmga Penelitian
Universitas Airlangga, [SSN 1411-6626, Kampus C Unair
J1 Mulyorejo Surabaya 60115, Telp. 031-5995246 Fax-
031-5962066, E-mail : Lpunair@red.net.id

Sains dan Sibernetika, Berkala Penelitian Pascasarjana
[Imu-ilmu Sains, Universitas Gajah Mada Yogyakarta,
[SSN 1693-7392 Telp. 0274- 901210 Fax.0274- 564239
Redaksi J1.Teknika Utara Pogung Yogvakarta.

Jurnal Ilmiah “Matstat”, [SSN 1412-1220 Su Bimlikasi
[lmiah, MIPA, Universitas Bina Nusantara, Jl. Kebon
Jeruk rava 27 Kemanggisan- Palmerah, Jakarta Barat
11530. Tip. (021) 5345830 Fax (021) 5300244.

Agrosains, Berkala Penelitian Pascasarjana ilmu- ilmu
Pertanian, Universitas Gajah Mada, Jl.Teknika Utara
Pogung Yogvakarta, [SSN 1411- 6170, E-mail: pubt
pasca@yahoo.com.au. Bokuam pasca@yahoo.com.

Jurnal Kehutanan, ISSN 0216-2040 Program Pascasarjana
Universitas Mulawarman Prodi [lmu Kehutanan Kampus
Gunung Kelua Jl. Ki




Hajar Dewantoro no. 5 Samarinda 5119 Kalimantan
Timur Telp. 0541-731108, Fax.0541- 731167, E-mail:
pasca.unmul@gumail.com

Agriv Jurnal ilmu-ilmu Pertanian, ISSN No.0126- 0537
Fakultas Pertanian Universitas Brawijayva JL Veteran
Malang 65145 Telp. 0341-575740 Fax.- 0341-56001, E-
mail: redaksifta@brawijava.ac.id

Jurnal Kedokteran, dan Kesehatan

Media Gizi Indonesia, Jurnal Ilmiah, ISSN 16937228,
Bagian Gizi Masyarakatm;ultas Kesehatan Masvarakat
Universitas Airlangga Jl. Mulyorejo Surabaya 60115
Telp.031-5964808 Fax 031-5964809

Forum Ilmu Kesehatan Masyarakat, [SSN 0215- 1782, SIT
No.2013/SK/DITJEN PPG/SIT/94 Fakultas Kesehatan
Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya JL
Mulyvorejo , Telp. 031- 5920948-49 Fax-031-5924618.

Masyarak@ Farmasi Airlangga, ISSN  0852-1050
Fak.Farmasi Universitas Airlangga Jl. Dharmawangsa
Dalam Telp. 031-5033710, Fax-031- 5020514 Surabaya,
E.mail: farmasi@unair.ac.id.

Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, [SSN 1410- 2935
Departemen Kesc}mn Republik Indonesia Balitbang
Jawa Timur, Jl. Indrapura 17 Surabayva Tep. 031-
3528748, Fax. 031- 3528749, E-mail : bullhsr@yahoo.com.

Cermin Dunia Kedokteran, ISSN 0125-913x, GedungEnseval
JLVeteranSupraptoKav.4, CempakaPutih, Jakarta
10510, Po Box.3117 JKT, Telp.021-4208171, E-mail :
cdk@kalbe.co.id. Website : http : JAvww kalbe&rma.coni/
cdk.




Medika, Jurnal Kedokteran dan Farmasi, ISSN 0126-0910,
Pusat Pertdagangan Senen Blok II Lt.
3 Jakarta Pusat Tip. (021) 372954 Po Box. 4223 Jakarta.

Jurnal ilmu Sosial, Politik dan Humaniora

Jurnal Sosiologi, lektika, [SSN 1858-0890 Jurusan
Sosiologi FISIP Universitas Airlangga JL Dharmawangsa
Dalam 60286, Telp. 031-5034015, Fax.031- 5012442, E-
mail: 1-sosiologi-ua@vahoo.com.

Humanika, Berkala Penelitian Pasca sarjana ihm ilmu
Humaniora UGM, [SSN 1693-7414, PPS- UGM .JL
Teknika Utara, Pogung Yogvakarta, Telp.0274-901210,
Fax 0274-564239, E-mail : pubpasca@yvahoo.com

BIOSAIN, Jurnal Ilmu-ilmu Hayat,@PS, Universitas
Brawijayva Malang [SSN-1411-8963 Jl. Mayjen Haryono
169 Malang 651456, Telp. 0341-571260 - 562094, Fax.
0341-580801, E-maik biosains@yvahoo.com

%rnal Pendidikan, Pengajaran dan Keguruan
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Journal for Research in Mathematics Education, [SSN
0021-8251 Nationla Council of Teachers of MafliZinatics
(NCTM) To order (800) 235-7566, order@nctm.org.,
www.nctm.org., Fax on demand (800) 220-8483,

Membership place call (800) 235- T566.

Magister Scientiae, [SSN 0852-078X, FKIP Universitas Widva
Mandala, J1. Kalijudan 37 Surabava, Tip 031- 3893933
Fax 031 3891207.




Didal-m, Jurnal Pendidikan ISSN 1412-5889, FKIP
Universitas Muhammadivah Surabayva Jl. Sutorejo 59
Surabaya Tip. 031-3811966 Fax 031-3813096 E- mail:
UnmuhSby.Indosat. Com.

MEDIA Pendidikan Matematika Nasional, ISSN 0853-
0246, IKIP/UNESA Surabava, Jl. Ketintang Surabayva.
Tip 031- 8280383 Fax 031-8280383

MDC Jatim, Jurnal Pendidikan, Penelitian, Pengkajian dan
Analisis Pendidikan, Pusat Pengembangan Madrasah
Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Timur, .JL
Juanda sby IL. Tip. /Fax. 031- 8687755, E-mail; ppm
mdciatim@yahoo.com.

Lontar (Gajah Mada, Majalah Inovasi Proses
Pembelajaran, ISSN 1829-5207, Kantor Pusat UGM
Jogya Lt. Il Sayap Selatan Bulaksumur Yogvakarta.

Jurnal Teknik, Teknologi dan Rekavasa

Jurnal Sain dan Teknologi, [SSN 1693-0851, FT Universitas
Hang Tuah, Jl. Arief Hakim 150 Surabaya 60111 Telp.
031-5945864-5945874, Fax 031-5946261, E-mail: jst
uht@telkom.net.

Jurnal P & PT, Pengembangan dan Penerapan Teknologi,
ISSN 0854-5766 DP3 M, n Pendidikan Tinggi
Pendidikan Nasional, Jl.Jend.Sudirman Pintu I Senayan
Tromol Pos 190 Jakarta 1002, Telp. 021-5731956
Pes. 1855, Fax. 021- 5732468, E-Mail: jurnal
ppt@dikti.org. Website : H www.dikti.org./psm.

Diagonal, Jurnal Ilmu-ilmu Teknik, ISSN-1410-8186, FT
Universitas Merdeka , J1. Taman Agung [ Malang, Telp.
(0341-560836, Fax. 034 1-560836, E- mail:
diagnostik@teknik unmer.ac.id.




Matrik Jurnal Manajemen dan Teknik Industri, ISSN
1693-5128 Prodi Teknik Industri Univ.Muhammadiyah
Gresik JLSumatra 101 GKB.

Sinektika, Jurnal itektur, [SSN 1411-8912 FT UM
Surakarta JLA.Yani Pabelan kartasura, Tromol pos [
Surakarta 57102T1 (0271) 717417 Fax. (0271) 715448
Surakarta.

Jurnal Teknik Sipil, [S5N 1411-660X Teknik Sipil FT
UnivAtmajava Yogvakarta T1. (0274) 487711 pswt 1151
Fax (0274) 487748.
ax (0274) 4877

Dimensi, Jurnal Teknik Arsitektur, ISSN 0126-219X LPPM
Universitas Petra Surabaya, Jl. Siwalankerto 121-131
Shy 60236 Tip. (031) 8494830-31 Pswt 1162- 1164 Fax.
(031) 8436418.

Arsitektur, Jurnal Ilmiah, [SSN 1693-6825, Jrs Arsitektur
Fak.Desain dan Teknik Perencanaan Universitas Pelita
Harapan, UPH Tower, Lippo Karawaci Tanggerang
15811, Banten Tip. (021) 5460901 ext 146 Fax (021)
5460910, E-mail : jumal_arsitektur uph-edu.

Sain dan Teknologi, Jurnal Penelitian, ISSN : 1411- 5174
Lembaga  Penelitian Univcrait Muhammadiyvah
Surakarta, Jl. Ahmad Yarn no. 1 Tromol Pos, Pabelan
Surakarta 57102, Telp. 0271- 717417 pswt 156, Fax.0271-
715448, E-mail : LP- UM S@indo.net.id.

LIGHT, Journal for Engineering, [SS5N 1593-94@3{:1.111:}*
of Engineering, Muhammadivah University of Surabava,
Jl.Sutorejo 59 Sby 60113 Teip. (031) 3811966 Fax (031)
3813096 Surabaya.

Neptunus, Majalah Ilmiah Kelautan, ISSN 0852-2812
Universitas Hangtuah, Jl. Arief Rachman Halkim 150
Surabaya 6011 Tip (031) 5945864-94 Fax 031- 5946261.




IPTE rnal IPA dan Teknologi, [SSN 0853-4098 LPPM —
[nstitut Teknologi Sepuluh Nopember Surabava (ITS),
Kampus ITS Sukolilo Surabayva 60111, Tip 031-5944792
Fax 031-5996670.

Jurnal Sains dan Teknologi, ISSN; 1693-0851, FT, UHT
Surabayva Jl. Arief Rachman Hakim 150. Surabava 6011
Tip (031) 5945864-94 Fax 031- 5946261.

Diagom Jurnal Ilmu-ilmu Teknik, [SSN 141-8186 FT
Universitas Merdeka Malang, J1. Taman Agung 1 Malang
65146 Tip. (0341) 560836 Fax (0341) 560836.

Jurnal Keagamaan dan Kebudavaan

Cakrawala, Jurna@ldi Islam, [SSN 1829-8931, Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, JI.
Tidar 21 Magelang 56126 Tip. 0293-362082 Fax. 0293-
361004.

Qualita Ahsana, Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu m Islaman,
[SSN ; 1411-1373, Lembaga Penelitian [AIN Sunan
Ampel, Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya 60237, Telp. 031-
8410298-84, Fax.031-8413300, E- mail:
sunanampel@surabava. wasantara.net.id

A-Jamiah, Journal of Islamies Studies, IAIN Sunan
Kalijaga, Yogvakarta, Jl. Rava Adisucipto, Telp. 274-
5500820, Fax 274-586117

Jurnemmu Da'wah, ISSN 1411-4724x Fak.Da'wah- TAIN
Sunan Ampel Surabava Jl. Jend. Achmad Yani 117
Surabaya 60237, Telp. 031- 9437987, Fax. 031-8413300,
Email: sunanampel@surabava.wasantra.net.id. Website :
http//wwwgwocities.com.hot spring/6774.




Jurnal Bunga Rampai (Berbagai Disiplin Ilmu)

Rekavasa, Jurnal Ilmu-ilmu Eksakta dan Teknologi, [SSN
0216-9495, LPPM Universitas Trmjﬂ}'o, Jl. Rava
Telang, Kemal Bangkalan Madura, Telp. 031-3012391,
Fax. 031-301506, E- mail :pantrunojoyo@yahoo.com.

Pamator Jurnal Ilmiah, [SSN 1829-7935, LPPM Universitas
mnoj{)}'{), Jl. Rayva Telang, Kemal Bangkalan Madura,
Telp. 031-3012391, Fax. 031- 301506, E-mail
;pantrunojoyo@yahoo.com.
p ] OY Oy

Jurnal Perkapalan, ISSN 1693-2331, Politeknik Perkapalan
Neger:i Surabaya Jl. Teknik Kimia Kampus ITS Sukolilo
Surabaya 60111, Telp. 031- 5925524, Fax. 031-5925524,
E-mail : jurnal kapal@telkom.net.. Website : ppns.ac.id.

Media Informasi Ilmiah (MII), I[SSN DS&&I-EEimMajalah
[lmiah Bunga Rampai, Kantor Pusat Universitas
Muhammadivah Surabava, JL Sutorejo 59 Tip. 031-
3811966 Fax.031-3813096. E-mail: umsbvia@vahoo.com.

Fenomena, ISSN 1693-8038, LPPM UM Ponorogo, J1. Budi
Utomo 10  Ponorogoe 6371 Tlp.0352-  481124-
487662Fax.0352 461796, E-mail :
unmuhponorogo@plasa.com

Buletin Ilmiah, ISSN 0854-3097, Dirjen Dikti Depdikbud ;
291/D-4.1U/T/08/1993. Universitas Surabaya, Jl. Kalirungkut,
Tip. 031- 8491915, 8439277, 8417377 pswt. 1009,1014 Surabaya.
Daftar nama jurnal nasional maupun jurnal internasional selain
vang disebutkan di atas, sebenarnyva sangat banvak baik vang
diterbitkan oleh kalangan




perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta maupun
lembaga non perguruan tinggi. Jurnal vang disebutkan di atas
bukanlah sesuatu hal vang perioritas atau utama, akan tetapi
hanya sebatas vang penulis ketahui dan keterbatasan informasi.
Anda diberi kebebasan untuk mencari jurnal vang lain selain
vang disebut di atas.

C.3). Majalah/Tabloid/Koran Ber-ISBN/ISSN

Jika anda menulis buku. Semacam (1) diktat, (2) buku
ajar, (3) Buku teks kuliah di perguruan tinggl/ universitas, (4)
buku pelajaran siswa SD, SMP atau SMU atau (5) untuk
masyarakat umum. Kemudian diterbitkan dan dipublikasikan
kepada masvarakat. Maka anda dapat memintakan kepada
para penerbit agar buku anda dapat dimohonkan dan
dicantumkan Nomor ISBN-nyva dari Perpustakaan Nasional di
Jakarta. Cukup cover dan daftar isinyva di faxmili ke
perpustakaan nasional untuk dimintakan nomor ISBN dan
bavar sesual peraturan untuk memperoleh nomor I[SBN
tersebut. Biasanva penerbit buku sudah tahu dan mengerti
tentang hal itu. Carilah penerbit vang besar dan mampu
memasarkan buku anda ke berbagi wilayvah di Indonesia.

Jika anda dan fakultas anda ingin menerbitkan jurnal
secara berkala dan memperoleh ISSN, syaratnya sbb : (1). Surat
pemohonan, (2) kirim 2 ekplar terbitan terakPZ®¥ vang sudah
diterbitkan dan 3 lembar fotocopy sampul depan lengkap dengan
volume, nomor, dan tahun terbit dalam angka arab. (3).satu
lembar fotocopy daftar isi yvang akan terbit. (4) satu lembar
daftar dewan redaksi. (5). Mengisi formulir bibliografi majalah
dan formulir evaluasi vang disediakan PDII LIPI dikirim
melalui e-mail (6) Membayar biava administrasi Rp. 2[}[}. ke
rekening PDII-LIPIL; 070.0000089198Bank Mandiri Cab.Graha
Citra Caraka Kantor Telkom Pusat Jl. Jend.Gatot Subroto
Jakarta.




Bagi teman-teman dosen yang senang menulis pada
majalah / Koran atau majalah populer, anda dapat mencari dan
menulis dengan mudah diberbagai media penerbitan di seluruh
Indonesia. Misalnya ; ada (1) Majalah berita mingguan,;
TEMPO, DETIK, EDITOR, PRISMA. (2) Ada Tabloid, misalnya
; INVESTASI, MARKETING, PERBANKAN, USAHAWAN,
ENTREPRENEUR, KONTAN, RUMAH, BUNDA, PROPERTI.
(3) Koran harian, misalnyva ; REPUBLIKA, KOMPAS, THE
JAKARTA POS, JAWA POS, SURYA, MEDIA INDONESIA,
SURABAYA PAGI, BUSINESS INDONESIA. Dan sebagainya

C.4). Alamat Website dan E-Mail Dari Jurnal Nasional

dan Internasional

Jika anda sangat familiar dengan Komputer dan
Internet, maka anda dapat mengakses dari alamat Website dan

E-mail dari masing-masing alamat Jurnal nasional maupun
Internasional. Anda dapat mengirim dan menerima naskah
artikel dari alamat website dan e-mail tersebut. Ini di bawah ini
adalah sebagian kecil vang dapat penulis kemukakan :




Tabel 10.22

Website Jurnal Internasional

Bidang [lmu

Alamat Website S E-mail

Hournal of Accounting & Economic

http:fwww jfe rochester.edu.

Biset & working Paper

AW P HPCTS S5 T OO,

meiver

oo o o

lAce Auditingde Accountabilty
W arrnl

wana meh.oo uk. faaai hiom

lof Acct. Awd &

Fup:!hmwgr::nwmd.mm{jmﬂ'.him

U ournal of Accountancy

[httpwww aiepa.ore/pubsiofahome him

Managerial Auditing Jowmal

it Saeww mebuoo ukdc g i-bind journalmaj.

Int Jour aof Intele 5 ys in Ace, Fin.

hpswoww bus.ors edu/ faculty Sorowne/isahn/isathome him.

B ey iew

h i St w weacadem ienress. oo m'hir

British Acoyupigm Heview
LA

btz Saewowy akuntan -iai.or =<l

lAsia Pasific Jowrnal of
[Economics and Business

[http: e chs curtin edu.a/CBS/Librarv/A FIEB/ index htm

| Finance Jorumail

fhttp/fwww craig csufresno.cdw'd prmnt/globes/joumal/x journ al

International Jowrnal of Theoretical
Applied Finanee

[futtped e sarspe commy jou nal s jpatiijaf tms

af lied Real Property
121 N "

hitp /Awana, wesnedu BOR) ~memdwjarpa hitm

purmal of Business

Howrmal of Money, credit and
Banking

SN | of Financial Markets

hitp:/fwww economics shs.ohio.state edwjmeb/index himl

il of Heal Estate Finance and
2

byt terny g edwdjrede hitm

ournal of Multinational Finameial
ent

[http:fiwan elsevier.nl/locate/ mulfin

of Financial Resemch

fhttp:aaow husiness. se edw'jiT.

U ournal of Finanee

Business Finance

Eu_rg:m.wurg jot.ored
tpstiwanw businessfinance mag.com'

Uurnal Perkapalan

htip ffwoww, ppns.ac.id.

Export Mews

Py e port- it or dd

Marketing. Majalah

barww naialah marketing com




Nama dan alamat jurnal, Website atau e-mail vang
ada dalam buku ini adalah hanyva sekedar contoh. Jika ditulis
semua tidak mungkin cukup 500 lembar. Nama dan alamat
jurnal, website maupun e-mail dalam buku ini hanya untuk
mendorong anda sebagai dosen untuk lebih giat mencari,
melihat dan men-down load referensi dari segala sumber.
Untuk menecari buku cukup mengetik di fasilitas internet; e-
books., Mencari jurnal cukup ketik: e-journal; atau research
untuk hasil penelitian; magazine mencari majalah atau
newspaper untuk Koran internasional. Jika ingin vang
berbahasa Indonesia; cukup ketik website atau e-mail; majalah/
Koran Indonesia.com

Perpustakaan konvensional, maupun electronic
library vang ada di internet menunggu anda untuk dilihat dan
dibaca. Dengan internet anda bisa mencari berbagai media
referensi vang banvak. Jika kava dengan referensi karva
ilmiah anda di jurnal nasional maupun jurnal internasional
menjadi lebih berbobot, aktual, baru dan konprehensip.
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BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
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Rincian Kegiatan Dosen dan Angka Kreditnya

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN
PEMBANGUNAN  DAN  PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA NOMOR: 38/

Kep /MK WASPAN/8/1999 TANGGAL: 24 AGUSTUS
1999




RINCIAN KEGIATAN DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA

Mo,

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGEA
KREDIT

LINSLR
LITAMA
PENDNINE AN

1. Mengpiket penddiken  dam
el e sebam fjazakiake

g o]

o, Drokno (53 5 pess sl 11
. Magseer (52 Spesals |
o Sarjama (SR o 1Y

130 100 73

2. Mengiomi Pendidikon Sekolib dan Mempe il dy
el s sebea i fjazakiakea rambakan Vg,
e b ot e | e b ez o D b e ik emiva

i, Droknor (52 S pes e 1

lbr. Mg st (5 2 Spesibe 1
k. Sarjama (S1Hapkoma 1V

15
0i

3, Mengiomi pendidion dm pelichon fasgsional
dosem dam mempemlch Swrw Tamda  Taman

Pend sdikan dan Pelackan { STTPF)

la. Lamamva lehak dam S50 jam
Ib. Lamamva aseara &41-560 jam
o Lamamva osemra 4% 1-640 jam
. Lamanva astara 161-450 jam
e Lamanwa astas 1. 160 jam
li . Lamamya ameara 3080 jam

1596321

[E-

ITRIDMH AR MA

FERGURL AN
TINGGI

. el i ma fcom
rendulian dan

el

Meliksmokan  perkslobanesonal  das
e i, e @i sema menve besggona ko
prmad adicam i lbcemsoriem , praked ke gunam,
ez 1Y socticy ks peroobam e kmclog
pengza jaran dam prakrek lgpasgan

[Pada fkukad'Sekoklh  TEgziAka-
b i Pl e komlk. e, pach. fakoskas i
dalam  Imghossgan  eniver- st oo
boendiri, maspen i kar perpenam g
e muciiri el embaga , tap sk | maksimem 12
s, | per s
. Asetem Ablike oas entek

1} L0 s pes arma

2}, 2 skx beriosen
. Leknor ke oo anodk

1} 10 ks pemama
2} 2 sks beriosen

2, e bt mep Senim ar M bas

[Tap

3 ng Kuliah Kena Nyvam, Praknck Kena
Praknk Kerja Lapang,

[Tap semeser

4. M mbimbing dam fos membimbing dalam

me xgha il ko disamas, tesis siripsi , dn lporan
akbir soadi

la. Pemibi mibving Lnama, nap ;
1} . Drisrasi
X} Thess
). Skripsi
4}, Lopomn Akbar Soadi
Ib. P bbb g Pe clam psg e m- banos
1} . Drizertasa
26
3.

4, Lapomn Akkir Sosdi

-l

3. Bemugos sehagai pesguii pada wjian akiar

o Kot Pesgaji nop mabasewa
. Amgaot Pesgaii, tap mabasiaa

&, Membiza Kegiaan Mabasiwa 3 bed g
Abademik dam Kemak

T

Tap semeser

7. M K m s ik

& Mem gembonghan Baban Penga jaran

[Tiap mar kuliah

lo. Bk Ajor, tiap bekos
. Dreiivan, M odhal, penemjak pmbkei
loa m, ez ], allax Pases, aedio visaal,

parsin by B o all tap dikee dil

9. M mpa ian Orea Tmiak

[Pada Pergenam Tegsi
[Tiap takbwm per perpensan togi

10 Menducel jabatam pampi s pergenm g

lo. Rekor, map semeser

. Pembane
Rk cefDekon Trrckner Program
Pascasar e, Hap semeser

k. Kenm Sekolab T Pembanos
Dekon'Axten Diwkosr Program
Pascasan ma/ e knar Po lneknik
Tiop s emester

. Pembanos Keosa Sekolib
ThmggiPemibanng Drarckoer Polinkmik,
L semester

e Dhirekin i Aka demi, tiap s amesier

Ii.  Pembanos Dire kner
AlndemiKenm JensanBagan pada
L st o’ Sekoolabs Tz, tiap
semeder

jr. Komaa ja
Polinkn Sdrams
selirerrs jansemBagan pada
enhvemsinsse kol g, tap
et

44




. Sekwuns janean pada
proili o ool demi dam Kepala
Laboraorsem L s bn st S dkolab

Th ez Prolli e komal! Ak dhesmi |, Tinp

S e e 3
11 Membambm g Deeemn yorg lebdsy moadab pbarom | Permbambang pen cakokan, Tiap
T cmal myva S
Ib. Reguler, Tap i
12, Mol s ma K ke i tam de s erimg dam b Demsrmg, Tigp sameter
pom akokan Dosen b, P akokan, Tip semeser 54
s Mol e ok 1. Mesghasilkan Karva limih
Pepelian la.. Haxil Pencl miamn o kol pemicran
vang dipuhlasikan
1} dalarn bennk: 0
a}. Momogral, Tiap mosogral
b . Buks Referessi, Tap 40
S
2. Dra o M jalay Dok -
a}. Intemasonal
rembmrdnas, Tiap majalay
b}, Nasiomal teraknedias, 13
T majala
¢ b Masiosal ek io
rembmrdnas, Tiap majalay
14}, Mlelabei Sernimar;
a. Dhisajdom i
1} Intemasceal, tap s
rmakalak
). Nasiomal, tigp maka ko 0
b Poster, £
1} . Imt e ioma | giap 1
Jpcvsner
). Noxiomal piap poster
-} Dva b Koram / majala pogelar Asmsm,
wap Komn, dil
b. Hasil Penelmian ams basil
pe i kiran vang tidak dipeblikeikan 1
(rersimpan di perpestokom perpenem
i), Tiap hasil poelnian
[2. Dot e e Bl e mvacks ribeskos i ain D e o dam e i m secara masional |
[Tiap baskn 15
1. Memge dit Menyuemting. karva ibmiak |t e e s e sk secara basional ,
[Tiap bk 10
K. Membae necagan dan karva ekeologi wang . Ieemasional, Tap racasgas 0
dip meskan . ;"{:sn.nl. T!I.q:-ranmnEn 40
[5. Mom s mncangan damn karya wehnokog, o Tmghar Isemascmal, Tiap
ramca e dam knna semi mo seme st Vse ni [TEAVETY i}
pemumjukkaniana sasm . Timghat Naswan ], Tap 15
EIRC AREa N 1
k. Timgha Lokal , Tip siscangan
vl el i e [Tiap semesier EES
Pengabdian 1. Mo ki jabat on pimpiman pada lembaga
Kepada e e fah ' ejabat megana. vang ba nes
Masvambar dibdhaskon dari jab ok Bva
[*. Ml akama koo pesgembargan basil pendidikon,  [Tiap program E]
penel pun varg dopm d mandadon oleh
SErmmkal -
13, Mvlem B s o ! el st | ot it o/ la.. Terjadal erprogran ©
corama pada masvaskar 1} . Dralam sams semester
FTATH
ek
a}. Timgkat Internaxicmal, 4
Sap progmm
b}, Timgkat Nasional, tiap 13
]
ch. Tmghat Lokal, tiap
]
). Kurang d ori sans semester
dam mimimal s beslam - 4
a}. Timghat Intemaxional, .

L e

b Timgkat Nowi omal, tiap
pogmm

ch. Toghm Lokal, tiap

PR
Ib. lIecadenul , tap ke g o' poogem

H. Ml Bari pre b vamam ke pada. masyarakar ass
ke giwan ks vang mesanjarg pel oksa saom tegas
R T e i b ol e g ma

. Berdesarikan bdang keabdan giap

peram
. Berdesarkon pessgasan kmbaga

05
Pegpansn Tiggi , tap program
k. Berdsorkan fongsijabaan, tap
pecegram
I8, M b Memaales karva pengabdian pada [Tap karva 1




Pengabdinn

emibaga. pemerm wh m'pejaban segara vasg

dibehadan dan joboam organ knva

pemelican vang dapar dimas fiakan olds
masvarakm

. Melak=anakam perge mban gan bhasil pend dikan,

Tap progsim

3. bd b lagih o | eyl bam /
ez ! oo rana b pacd miss sarakat

. Terjadwal werprogram :
1} Mralam 500 semeser aue kb

a) Timghar Isermasiceal, top
FRE—

M. Timghs Nowiomal, tiap
JEpI

ch. Tmghs Lokal, tap progmm

). Kuramg dari sans semesier

dam el s balan - aj.

Timghae Intensas iomal,
i ap proggeam

b Tmgkar Nasiomal, tiap

[Program
¢k Tmghs lokal, tap progmm
. | mil |, tiap ke it on! pao gmim

H. M embern peliaan kepada masvamks
s kegamn lbin vang memmjang
e e e RS TR PR it e
dam pemb Epean

G, Bemlisadan bedang
feablion | @p pogem

5, Boardearkan pesgasan
lembaga Pegpenean Tmggi , tap
ProgTEn

. s sadan N hatan, top poogram

' Miemaa I kana pesgabdian pada
varakon v tadak dipeh s ian
. Memjadi anggom delegasi Nosional ke
ot s i erea siona |

Tap karva

la. Sebagai Kenm delegasi, tiap
e i e
[ Sebaga Asggea tap taben

5. Berpemmn sera akeif dalam pes omsm
by

la. Tisghm Innernaswoea Nasomal
MRegional schagai:
1} Ketum, nigp kegiamn
2}, Anggompesam tap kegann
. Drilli zhosegam Perpemsan T
webagal;
1} . Kewa, tiap keginmn
2}, Anggom fpe s tap

kegiamn

I Mol e e b Tanda JazaPenghargaom

1. Timgkoe Intermasicmal, tigp

unds jpsapeghargaan b, Tiegkat
[Nizsicmal , iap tmca

| asapeeghargam

. Timghes Docrabokal, tiap

mnda

|- M emualis Basks p el jaram SLTA ke ban
pelijarm

v d R ekan den died arkon secara
s o |

la. Paslow SMTA mas
setmgikar, Tiap bake

. Baakos SMTP oo senimghon,

Tiap bk

c. Bukow ST o o sevm gk, Tiap bukw

. ol e vl prestas i adamg
olabragaHemanion

1. Tinghm Intermascaal, tigp
pagamimedali b, Tisgks Maziomal,

pagamimedali

MENTERI KOORDINATOR

BIDANG PENGAWASANPEMBANGUNAN
DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR

NEGARA
Ttd

HARTARTO
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Proses Usulan & Turunnya
SK Jabatan Akademik
Bagi Dosen

Perguruan Tinggi Negeri
(PTN)




ALUR PROSES USULAN JABATAN
AKADEMIK DOSENDAN TURUNNYA SK
DIRJEN DIKTI DIKNAS

Perguruan Tinggi Negeri (PTN)

Prosedur Usulan Jabatan akademik :

DOSEN KETUA m
, JRS/PRODI \_/

TIM PENILAI
DIRJEN DIKTI REKTOR ) JABAK TK.
DIENAS A T UNIVERSITAS




Prosedur Turunnya SK. ;

DIRJEN DIKTI
DIKNAS

KETUA
DOSEN JRS/PRODI

Surat Keputusan (SK) :

SK. Asisten Ahli s/d Lektor di tandatangani oleh
Rektor

SK.Lektor kepala oleh Menteri Pendidikan
Nasional

SK. Guru Besar (Profesor) oleh Presiden RI/
Mendiknas
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Proses Usulan & Turunnya SK
Jabatan Akademik Bagi Dosen
Perguruan Tinggi Swasta
(PTS)




ALUR PROSES USULAN JABATAN
AKADEMIKDAN TURUNNYA SK. DIRJEN
DIKTI DIKNAS

Perguruan Tinggi Swasta (PTS)
Prosedur Usulan Jabatan akademik :

KETUA DEKAN
JREPRODI

TIM PENILAI
JABAK
KOFPERTIS

DIRJEN DIKETI
DIENAS

REKTOR

EKOFERTIS

Prosedur Turunnva SK.;

REKTOR

e S

T

AR m:.r.-.
DIRJEN DIKTI JRS/FRODI
DIKNAS
Surat Keputusan (SK) :

SK. Asisten Ahli s/d Lektor di tandatangani oleh

Rektor/Kopertis
SK.Lektor kepala oleh Menteri Pendidikan Nasional

SK. Guru Besar (Profesor) oleh Presiden RI
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Contoh-contoh Format Surat
Usulan, Resume, Keterangan
Kegiatan, Rapat Senat, &
Penetapan Angka Kredit
Kenaikan Pangkat/Jabatan
Dosen PTN/PTS




CONTOH FORMAT SURAT USULAN, RESUME,
KETERANGAIm KEGIATAN, RAPAT  SENAT, &
PENETAPAN ANGKA KREDIT KENAIKAN PANGEKAT/
JABATAN DOSEN PTN/PTS

1.

‘-J

10.
11.

12,

13.

Usulan Kenaikan Pangkat/Jabatan Dosen PTS Dari Rektor
ke Kopertis

Usulan KenaikanPangkat/Jabatan Dosen PTN Dari Rektor
ke Dirjen Dikt

Resume Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Tenaga
Pengajar Perguruan Tinggi

Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit Jabatan

Fungsional D-D
Keterangan I Surat Pernvataan Melaksanakan Kegiatan

Pendidikan dan Pengajaran
Keterangan II  Daftar Kegiatan Penelitian/Karva
[Imiah/Artikel ]mah

Keterangan III Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan
Pengabdian Pada Masyarakat

Keterangan IV Surat Pernvataan Melaksanakan Kegiatan
Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi

Contoh Berita Acara Persetujuan/Pertimbangan Senat
Fakultas/Universitas

Daftar Hadir mat Anggota Senat Fakultas/Universitas

Persyaratan Kenaikan Jabatan Lektor Kepala sampai
dengan Guru Besar (Profesor) (Golongan IV/a-IV/e)

Persvaratan Kenaikan Jabatan Asisten Ahli sampai dengan
Lektor (Golongan Ill/a - HI/d)

Surat Penetapan Angka Kredit dari Menteri Pendidikan
Nasional.




Usul Kenaikan Pangkat/Jabatan Dosen PTS
dari Rektor ke Kopertis




Contoh 1; Perguruan Tinggi Swasta (PTS)
Usul Kenaikan Pangkat / Jabatan dari Rektor ke
KOPERTIS

(Kop surat dari Universitas)
Kop Surat Percuruan Tingol vans bersanckutan

Nomor: B8 /Rek/ - Vi
Lamp. : 1 (satu) berkas
Hal : Usul Kenaikan pangkat /jabatan tenaga pengajar a.n

Kepada Yth :

KOORDINATOR KOPERTIS WIL.VII

JI. Arief Rachman Hakim No. 103 di
Surabaya

Assalamu’alaikum Wr.Whb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa tenaga pengajar tersebut di atas
adalah dosen tetap jrs/fak ... yang telah
mengumpulkan angka kredit yang baru sbb .

l. Uns.uranu =T1%iME

2. Unsur Tri Dhama Pergumuan Tinggi

4. Pendidikan dan Pengajamn =490 Ak
b. Penclitian =631 Ak
<. Pengabdian pada Masyamkat =160 Ak
= 1730 Ak
Jumlah 4
3 Unsur Pemmjang Tn Dharma Pergurean Tinggi =310 Ak
Total =228 0 Ak

Sesuai dengan SK Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan
Pembangunan  dan  Pendayagunaan  Aparatuor  Negara  Nomor:
38/Kep/ MK WASPAN/8/1999, kami mengusulkan Dosen tersebut diberikan
jabatan tenaga PENZAJAT ..o pada mata
kuliah: .o, di fakultas .............. Universitas ........cooovieeiiiereinnn
Sebagai_bahan pertimbangan bersama ini kami kirimkan persyaratan a.l.:
Rekap @eh&m Angka Kredit (lama dan baru) beserta bukti-buktinya.

Demikian permohonan kamu, atas perhattan dan perkenannya
diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Whb.
Surabaya, ...,
Rektor ,

Tembusan Kenada Yok

1. Pemb. Bektor [, dan 11

kR Beetua Jumisam oo
4. Dosen Yhs,




Usul Kenaikan Pangkat/Jabatan Dosen
PTN dari Rektor ke Dirjen Dikti Diknas




Contoh 2 ; Perguruan Tinggi Negeri (PTN)
Usul Kenaikan Pangkat/ Jabatan dari Rektor ke
DIRJEN DIKTI DIKNAS

(Kop surat dari Universitas)
Kop Surat Percuruan Tinggl yang bersangkutan

Nomor: fRekf -V

Lamp. : 1 (satu) berkas

Hal : Usul Kenaikan pangkat /jabatan
tenaga PEngajar A .....ooveeniinnnn

Kepada Yth :
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL RI
Cqg. DIRIEN DIKTI DIKNAS
J1. Pintu I Senayan No ...
di
Jakarta

Assalamu’alaikum Wr. Whb.
Diberitahukan dengan hormat bahwa tenaga pengajar tersebut di atas

adalah dosen tetap (jrs/fak ..., ) vang telah
mengumpulkan angka kredit yang baru sbb .
l. Unisur 1 =150 Ak
2 Unsur Tri Dharma Perguroan Ting i
a.  Pendidikan dmn Pengajamn =940 Ak
b.  Penelitian =630 Ak
c.  Pengabdian pada Masyarakat =160 Ak
Jumlah = 1730 Ak
ER u Penunpmg Tn Dharma Pergunian Tinggei = A0 Ak
ﬂﬁ Total =IIE0 Ak

Sesuai dengan SK Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan
Pembangunan  dan Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor:
38/Kep/MK WASPAN/8/1999, kami mengusulkan Dosen tersebut diberikan

jabatan tenaga PENZajar. ... ienieiniennnns pada mata kuliah: ...
di fakultas ............... Universitas. ..o Sebagal bahan pertimbangan
bersamainl kami kinmkan persyaratan al.: Rekap Perolehan Angka Kredit
(lama d ru) beserta bukii-buktinya.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenannya
diucapkan terima kasih. Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
SUrabAYA o,
Rektor |

Tembusan Kepada Yih:

1. Pemb. Rektor1, 11

2. Dekan....cenn,

3. Ketua Jurusan ... ...
4. Yhs




Resume Usul Penetapan Angka Kredit dari
Dirjen Dikti Diknas




Contoh 3 ;
Resume Usul Penetapan Angka Kredit dari Dirjen Dikti

Diknas

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
RESUME USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN TENAGA PERGURUAN TINGGI
PERGURUAN TINGGI < oo

P EETERAMNGAN PERDEAMNGAN
1

A
PNOL KAR PEG.

at dan Tamgeal Lahir
whkat dan Golongan Ruan g TMT

[l abatan Tenaea Pengajar T M. T
Fakuitas/Sekolah Tingei Ak ademi
| urusan/Progrmm Studi/Mata Kuligh yang dibina
Divsulkan menjadi T.M.T. O
BIDANG DAN BUTIR KEGIATAN YANG DINILAL JUMLAH
AT B-l T DL
’b L] BJL B L |B 0 B B
a
b
C
d
c
f
£
h
i
]
1
k
1
M
M

=
=

wmnlah Usul Angka
Eredit

Perolehan AR yang laluf

Humlah AK seluruhnya

Humlah Angha Kredit
ang scharsnya

HASIL PENILALAN TIM PENMILAL PUSAT
PERTIMB ANGAMN TAMNDA
TANGAMN/PARAF

Drapat dipertimbangkan / disctujui menjadi:
................. B S
b arena telah memenuhi persyarmtan angka kradit.

Belum dapat dipertimbang kniVbelum disetujui karena @

A Memperoleh pendidikm dan melaksmakan pendidikan dan pengajamn { 15 sub unsur).
B : Melaksanakan penelitian {5 sub unsur).

C : Melaksanakan pengabdian pads masyarakat (5 sub unsur).

D : Penunjang tugas pokok dosen (9 sub Unsur).




Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit Jabatan

Fungsional Dosen; Asisten ke Lektor, Lektor
Kepala ke Guru Besar
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Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit Jabatan
Fungsional Dosen

LAMPIRANI: KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN DAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Nomor : 61409/MPK/KP/99; Nomor: 181 Tahun 1999 tanggal 13

Oktober] 999
DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
TANGGAL PE-J]L&@HJI 1 Jammari 2000 <d enggal 30 April 2004
M EETER ANGAN PERCFRANGAN
1 |Nama
3 Moo seri Korpeg.
] [Ternpat don Tamgezal Lakar
4 Pt K lamnim
k] [Preme il T mei —
& [Pazgkar dan Golom gan R TMT
T bk sz canal -TMIT
& [Fastuzlawan
E] [vasa Kesja Lama
Hama
[TH] Line Kerja
LMELU DIMILAI
Anghn Kredin Me s
LNSUR AN SUBUNSUR Perpumsan Tega! Kopene Tam Pe
P 1
Lama  [Bons  |hem Lama | Bomi [Jemiak
I 2 3 4 E C T E
1 JUNSUR UTaMA
| PENDIDIEAN.
. Mmgket pendidikon sckobh dan mempookh  gelan
b bt ' s o' alkna
b, Memgiwi penddikon  sckobh  dam mempemileh)
jzelas sebest on' s sabva kta mambaban vong secigkor ot b i i di
s r bicla mez floresmiya.
¢ Mgkt pamdidian dan peledan fegsional dosen dan
e mperoileh serm mnda Tamar Pendidiion don Peloian (STTEL).
| [ETTIENT]
la..m: [HARMA FERGURUAN TINGG]
e, MELAK SANAKAN PENDIDIKAN DAN
[PEMGATARAN.
(1} Mebkarokan pekeliobon’ tsoril dm membmbeg,
o i 5 e o e e e i e il o ol oo i, perain e
L benghel keben poooban’ idmolog pesgajoan dm
fprakisk lpasgan.
j 21 Mo ey i

122




) Mo rnbarnbing Kbk Kerja Nyvam (KKN), Prakek Kerjs Nyvam
fPEX ). dam Prakck Kerja Lopasgan (PEL)

k| Do b meg, lam o i Bl Jal . ezl o Bom
laporam akhirs nadi' skeipel thes i/ disamasi.

|5} Beroagos sehogai pesgiji pada wjion ok

f ) Mo b ke i o o b s wa. i bidang akademik dam
e i s .

K T} M e bamegknm program baliak.

k£ Mol mgesn bamegkam baban pesgrajamin.

k52 e e i fem o i ilmiak

k10 Mencded- ki jabatan pemg PR g

Pvemibambing dosen wng lebiy endab joboan fegonalya.

j 1) Mol ksonakon kegionn dan sern g don pencasgioo ks dosen,

LLUMLAH

. MEEARSAN AR TTAN

1} M mghers ilkan .

2o M v ek o ey cher Baskos dleniaks.

b3 Mengedi ineg karya ilmicks

'-b iz

| Mol b o oo o dam karva sekomolo 21 vamg, dipanes ko,

(5} Membe s rancangan dan karva reknologi, mncogan dan karva)
St T al! semi jekan' karva sasma.

JUMLAH

o MELAKSANARAN PENGABIFAN PAIM MASYARAKAT,

(1} Mencheduicl jobamn prmpman pada lembaga pemennabipe joba

(X} Mela ks akan mesgemba nghan besi | p endidkon dan pese litia
clapar i rramidm kom o b mos varakon,

(3 Memberi bokan pempulebon’ pessonn’ coamab pada
na syaskan

(4 Memben peivanon pada musvarake sas kegimon bim vang
pemiban gaman .

{5 vl b e sl Ky p emgga b n pada. masyaraka vasg gidak
gk la sk

JUMLAH

IUNEUR FENLUBLANG

PENUNIANG TUGAS PURCE DOSEN

K1} Menjadi anggom dalim sewe panmia’ Badam pada Perpenam
Tinesi

K2} Menjadi gzt dalim =sm paneia' Baden pada Lembaga
Pemerinuhb.

k&) Menjadi um:nclgmm pifesi.

Kedp Menakili Perpensn TingziPemeimah dadek dalam pani i)
it ar lenbaga.

K51 Mim s anggomn dellegea mowiona | ke pertemsn moenos ol .

&) Berperan sema akeifl dalam il miak.

T Mendapx tanda jasa ! pe

K&} Mesuals oo pelajoran SLTA ke basab vang deerbaian dm
diedarkan secam sasiosal.

K5 Mz pres i di bodaeg ol ab raga! He o

HUMLAH

HUMLAH KESELURUHAM




o [BEAHAN YANG TINILAL
M ama

1P

Pabarm |Lama tm.s

|Pram ghaw Lamnast.mx
s ! Prosgrm St

C LEKTOR-01-201
- PEMATAN( A0

Poloea Kulioh vaeg dibiea

[Fown copry ijmak Peca Sarjaea (5.2, 8.3) ¢

[l genabaa i
K. cxcordim o Kopemis Wilivals V11

Frof. DR. Hammad Fasz, Mic.

A 2y
Reknor! Kenm! Deireloar #

DR. kbar Lugyana, M5

INTP. 130 TT9 556 NIP. 130221 M43
E\_at lanjutan untuk Asisten sampai dengan Lektor
PENDAPAT TIM PENILAI
PERGURUAN TINGGISWASTA.
Drapan i seswjai memjadic Saav, e s
.......... Kevwa Tim Penilai Jabamn Dosen
THMT= Perpapmn Tinggi Swasem.

Prof. Dr. H. Harmmadi Fosa, MEc.

NIP. 120779 555

PERSETUJIUAN [NEJEN [NETI

Jakarm ]
Drirckner fenderal Pendi dikan Timggi.

Keerangan : 1 2
) core vasg tidak perks

Format lanjutan untuk Lektor Kepala sampai dengan Guru Besar ( Profesor)

11
[BAHAN YANG DINILAL

[Mama

N1

[ abamam luma' tms

[Pam g lamat mx

|1 e o ¢ Proegram Simadhi

i Kulioh vasg ditia

[Fono Copw JpJ.hpuu..mrpm-S 5.3
[Swrabava, . . ... Berabaya,
Mugeuhn

[K coneriim mocer Kopes s Wilaval V1

|Prod. Dir. H. Hommod s Fawed, M Ec
26 1F, 130 TTS G5

LEI'C'T‘GHI. 01 JANUART 201
APRIL Mo

FENATANI

Sl O
Rekeor ¢ Kens ! Dirckner =)

D, Jikosr Lsgvana, M5
MIP, 130,231 45

I [PENDAPAT TIM FENILAI PUSAT

Telakh memesshi syare ooghn kredic sk diosgho fakam,

Kam Tim Penila Jabaas Daua:nPl.'n.J:

! dima dkam men jadic ..
TM.T

IPERS ETUTUAN PENDIDIKAN NASKINAL

Jokama ...
MENTER]I PENDIDEAN NASKINAL,

Kewemingan :
*1 cored yang tidak perin




o Keterangan I
2
Melakukan Kegiatan Pendidikan dan

Pengajaran




Contoh 5 ;
Keterangan | Melakukan Kegiatan Pendidikan dan
Pengajaran (Form.6.a)

7
LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN DAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Nomor: 61409/ MPK/KP/99;:Nomor: 181 Tahun 1999tanggal

13 Oktoberl999
SURAT PERNYATAAN
MELAKSANAKAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN
PENGA JARAN

Yang bertanda tangan di bawah mni:

Nama

NIP

Pangkat/Golongan Ruang

Jabatan Fungsional :LEKTOR

Unit Kerja TUNIVERSITAS ..o
menyatakan bahwa :

Nama

NIP i

Pangkat/Golongan Ruang  : PENATA / III-C

Jabatan Fungsional :LEKTOR
UnitKerja
Telah melakukan kegiatan pEl‘Idldl]{Ellnll'l pengajaran sebagai berikut:

No. KEGIATAN TEMPAT / | SEMESTER | SKS | JUMLAH
PENDIDIKAN DAN | INSTANSI | /TAHUN ANGKA |KETERANGA N
PENGAJARAN AKADEMIK KREDIT | BUKTIFISIK
] 2 3 4 5 [ 7
Jumlah

Demikian pernyataan mi dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mesiinya.

Surabaya, .o,
Kajur/ Prodi.....ooooiiiniin.

NIP

CATATAN:

1. Dibuat Per-semester

2. Diisi nama jabatan dan ditanda tangani oleh Ketua Jurusan
3. Dilengkapi bukti-bukti kegiatan tersebut.




Keterangan 11

Daftar Karya Ilmiah, Penelitian,Dan
Artikel Ilmiah




Contoh 6;
Keterangan Il Daftar Karya Ilmiah/Penelitian/ Artikel
Ilmiah (Form. 7.a)

15
LAMPIR AN I11: EPUTU SAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN DAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Nomor : 61409/MPK ZKP/99; Nomor: 181 Tahun 1999 tanggal 13
Oktober|99

DAFTAR KEGIATAN PENELITIAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAL

1. NAMA E
2. NIP E
3.Jabatan Fungsional
4.Unit Kerja
SUB ANGKA KREDIT MENURUT KETERA
Na. LINSUR NGAN
NAMA JUDUL
Nilai Angka [Diijen Dikti. Tim Penilai Pusat | BUKTI
e | ‘Ililr:d]:t Rnlrlll:‘t:injr El_lnilvc:rsitnsjn .l'EI":j:r_gum:u"liltin;;i FISIk
{UNSUR] s titut., Sekolah Tl]'lsgl E nqcﬁ!“ﬂp:nis']
Drirektur. Akaderm.
Politeknik *)
] 2 3 4 5 [
Jumlah
Surabaya,...........cooociiiiin..
Ketua Lembaga Penelitian, Rektor,
Prof. Dr. H . Imam Tohiri, M.Ec. Dr. Ikbar Lugyana, M.S1
NIP. 130 007 562 NIP. 130.221.345
SUrabaYA .oovviiviii . Jakarta.......coooviiiiiiiinnnns
Koordinator Kopertis Wilayah VII, Ketua Tim Penilai Pusat,

Prof. Dr. H . Hammadi Fauzl, ML.EC o
NIP. 130 779 9938

CATAaN :

l. *) Coret yang tidak perlu.
2. Dilampirkan bukti-bukti karya ilmiah yang bersangkutan.
3. #*%) Tulis tanggal dan no. reg. Perpustakaan, Nama dan edisi jurnal ISSN,

jurnal terakreditasi, dll (jika dipublikasikan).




o Keterangan I11
2
Surat Pernyataan Kegiatan Melakukan

Pengabdian Kepada Masyarakat




Contoh 7;
Keterangan IIl Surat Pernyataan Kegiatan Melakukan
Pengabdian Kepada Masyarakat (Form. 8.a)

7

L.AMPIRAN IV : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN DAN BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA Nomor : 6 1409/MPK/KP/9%;, Nomor: 181 Tahun 1999
tanggal 13 Oktober|999

SURAT PERNYATAAN

MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGABDIAN PADA
MASYARAKAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat/Golongan Ruang
Jabatan Fungsional : LEKTOR
Unit Kerja CUNIVERSITAS. ..
menyatakan bahwa :
Nama
NIP i
Pangkat/Golongan Ruang  : PENATA / HII-C
Jabatan Fungsional : LEKTOR
Unit Kerja i
Telah melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat sebagai berikut:
No BENTUK | TEMPAT/ [TANGGAL | JUMLAH | KETERA
KEGIATAN PADA INSTANSI ANGKA | NGAN
MASYARAKAT KREDIT
] | 3 4 5 b 7

B

Demikian pernyataan i dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

SUrabaya, o,
Kajur/ Prodi ... ]

NIP.
CATATAN:
1. Dibuat Per-semester
2. Diisi nama jabatan dan ditanda tangani oleh Ketua Jurusan




Keterangan IV
Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan

Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi




Contoh 8 ;
Keterangan IV Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan

Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi (Form 9.a)

7
L.A.h'lplﬂﬁ.[‘-l V: KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIK AN
DAN KEBUDAYAAN DAN BADAN KEPEGAW AIAN
NEGARA Nomor : 6 1409/MPK/KP/99; Nomor: 181 Tahun 1999
tanggal 13 Oktober 1999

SURAT PERNYATAAN
MELAKSANAKAN KEGIATAN PENUNJANG TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang  : PENATA TK.1/ III-D
Jabatan Fungsional : LEKTOR
Unit Kerja : UNIVERSITAS
atakan bahwa :
Nama
NIP i
Pangkat/Golongan Ruang  : PENATA /III-C
Jabatan Fungsional : LEKTOR
it Kerja :

Telah melakukan kegiatan penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai
bernkut:

JTUMLAH

KEGIATAN | KEDUDUKAN | TEMPAT - S [KETERAN G
MO |PENUNJANGTRI|  /TINGKAT | ANSTANsE | TANCGAL| SHEER AN BUKTI
DHARMA PT FISIK
1 2 3 i 3 & 7

!u mlah

Demikian pernyataan im dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Surabaya, ...
Kajur/Prodi.............cooooiiiiiiinn.

NIP.

CATATAN:

1. Dibuat Per-semester

2. Diisi nama jabatan dan ditanda tangani oleh Ketua Jurusan
3. Dilengkapi bukti-bukti kegiatan tersebut.




Berita Acara Persetujuan/ Pertimbangan
Senat Universitas

Contoh 9;

Berita Acara
Persetujuan/Pertimbangan
Senat Universitas

Berita Acara Rapat Senat tentang Pertimbangan /
Persetujuan Senat Universitas untuk mengusulkan seseorang
Dosen memperoleh jabatan Guru Besar (Profesor). (Lampiran
ini khusus bagi vang mengusulkan menjadi Lektor Kepala
sampal dengan Guru Besar/Profesor) Semua anggota Senat
Universitas vang hadir dan memenuhi korum (50%+1) harus
menandatangani kehadiran rapat senat. Bagi Asisten dan
Lektor cukup persetujuan dari Senat Fakultas yvang menjadi
unit kerja dosen yang bersangkutan.




BERITA ACARA
PERTIMBANGAN / PERSETUJUAN SENAT
UNIVERSITAS ...t sssssssren e e
Pada hariini............... tanggal ............... Pukul ............ di
.................... Senat Fakultas/Universitas/Institut/ Sekolah Tinggi/
Politekimk/Akademi...............ocoonieennn . vang dihadiri oleh...........

orang anggota senat sebagaimana daftar hadir terlarm', telah
melakukan rapat senat dengan acara tunggal “pemberian
pertimbangan/ persetujuan” kepada sdr................ NIP.
......................................... dengan ........ccccvviciiicecveeeen. o Jabatan

fungsional dosen
ke, Dalam bidang ilmu ..., mata kuhah
denganHasil dapat

dipertimbangkan/disetujui memangku jabatan berdasarkan suatu
penilaian atas integritas kinerja, tanggung jawah, dan tata krama
dalam kehidupan kampus vang telah ditunjukkan oleh dosen vhs
dalam melaksanakan tugas Tridharma Perguruan Tinggi sejak vbs.
menduduki jabatan terakhir / menjadi calon pegawail negeri sipil
sampal dengan rapat pemberian pertimbangan persetujuan ini
dilaksanakan.

Berita Acara 1n1 dibuat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabava ...
Senat Fakultas/Universitas/

Institut/ Sekolah Tinggy Poli
telknilk/Alkademai,

Rektor/Ketua Senat Selkretaris,

CATATAN:
Berita acara tersebut di atas harus dilampiri Daftar Hadir Rapat Senat yvang
memuat nama jabatan dan tanda tangan anggota senat universitas ybs.




DAFTAR HADIR RAPAT
PERTIMBANGAN/PERSETUJUAN SENAT
RAPAT SENAT UNIVERSITAS ...coomeoeeeeeeeceeeerecereens
TANGGAL, «.ceveeeeeeee e ereeeneeeneeees

KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL :

NAMA e NIP: ...
JABATAN D e
NAIK KE BT
N, MNama Jahatan Tanda tangan
Surabava .o,

Ketua Senat /Rektor, Sekretaris Senat,




Persyaratan Kenalkan Jabatan Lektor Kepala
sampai dengan Guru Besar (Profesor) Gol.IV/a
-IV/e




Contoh 10;

Format Ceklis (V) Kelengkapan Administrasi dari
Dirjen Dikti Diknas

PERSYARATAN KENAIKAN JABATAN
LEKTOR KEPALA S/D GURU BESAR (PROFESOR) (Gol. IV/a- I'V/e)

NAMA

NIP

DOSEN DPK /'YAYASAN PADA
DIUSULKAN KE JABATAN

: LEKTOR KEPALA

MO

KELEMNGEAPAN

ADA

KETERAMGAN

Sumt Usul Dari Kopertis

Mumt Usul dari PT

Bl s me

Lsul Penetapan Angka kredi

Fotocopy Karu Pegawai { KARPEG)

Fotocopy SE. Jabatan Ak Terkhir

Kepulusan Penetapan Angka Kredit

Fotocopy SK. Pangkat Terakhir

P T PO S P T

ljazah 52,53 {bagi ye memiliki)

Eoriterium Senm PFT

[

Drattar Bivaya Hidup

It

abtar Koarya ilmiah

tad

Pernyatann Melaksanakan:

. Pendidikan dan Peng ajaran

b. Pengabdian pada Masyarakat

. Pemunjang Tri Dharmma PT

CATATAN :
Masing-masing | (satu) set, kecuali nomor 4

Sekretariat
Y ang memeriksa




Persyaratan Kenalkan Jabatan Asisten sampai
dengan Lektor (GoL IIl/a- I1l/d)




Contoh 11;
Format Ceklis (V) Kelengkapan Administrasi dari Dirjen
Dikti Diknas

NAMA

NIP

PERSYARATAN KENAIKAN JABATAN
ASISTEN AHLI 5/D LEKTOR (Gol. I1l/a - 1ll/d)

DOSEN DPK /'YAY ASAN PADA
DIUSULKAN KE JABATAN

LEKTOR

NO.

KELEMGEAPAN

ADA TDE ADA EETER ANGAN

Surat Usul Dan Bopertis

Surat Usul dari PT

Fiesume

Usul Penetapan Angka Kredit

Fotocopy Karu Pegawai { KARPEG)

Fotocopy Sk Jabatan Ak Terakhir

Beputusan Penctapan Angka Kredit

Fotocopy SE. Pangkat Terakhir

ljazah 52,53 (bagi yo memiliki)

Eriterium Senat FT

* * Tidak periu

bl 14 Rt il Bl = Lol B Bl o b

Dttar Riwayat Hidup

b

dar Eoarya Hmiah

,_
[

Permyataan Melaksanakan:

a. Pendidikan dan Pengajamn

h. Pengabdian pada Masy ambkat

c. Pemumjang Tn Dharma PT

CATATAN :
Masing-masing 1 (satu) set, kecuali nomor 4

Sekretariat Yang
memeriksa




Kelengkapan Persyaratan Usulan Kenalkan
Jabatan Fungsional Lektor Kepala s/d Guru
Besar Untuk ke Dirjen Dikti Diknas




Contoh 12

Contoh Format Ceklis (V) Kelengkapan Administrasi
dari Dirjen Dikti Diknas

DAFTAR PERSYARATAN USULAN KENAIKAN
JABATAN FUNGSIONAL
LEKTOR KEPALA / IV-a KE ATAS

KETERAN
NO NAMA GAN IvV-A

1 PERMOHONAN PT 2X -
2 FOTO COPY KARPEG 2X 4x
3 SK JABATAN TERAKHIR 2X 4x
4 SK PANGEAT TERAKHIR 2X 4x
5 FOTO COPY UAZAH (jika ada) 2X -
i DP-3 dua tahun terakhir 2X 4x
7 Kriterium daftar hadir senat 2X -
B DAFTAR RIWAYAT HIDUP 2X 4x
9 RESUME 2X

10 DAFTAR USUL PAK 4X

11 Pernyataan Dik jar 4%

12 Daftar Kegiatan Penelitian 4x

13 4x

Pernyataan Pengabdian Masvarakat
14 Pernyataan Penunjang 4%
15 Larpiran Tri Dharma Ix

CATATAN :
Diketerangan menunjukkan bahwa surat tersebut harus sesui jumlah
permintaan dari Dirjen Dikti di Jakarta.




Contoh Surat Penetapan Angka Kredit dari

Menteri Pendidikan Nasional




Contoh 13 ;

Contoh Surat Penetapan Angka Kredit dari
Menteri Pendidikan Nasional

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
FENETAPAN ANGKA KREDIT
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR : 1234/PAK/2000
MASA PENILAIAN : TGL, 1-4 -2003 5/D 31-7 - 2005

. EETERANGAN PERORANGAN

Mama Irmamudin, S E. . M. Si
MIP / Momor Seri EARPEG 130 432 ThS/F 355528
3 Tempat dan tang gal lahir Bandung., 19 Mei 1961
Jenis Kelamin Laki-laki
Pendidikan Teningeei Marister (521
6 Pangkat/ Golongan ruang ftmt. Penata Muda Tk {Gol HIB) 1-10-2003
? m E’ff';;m |/t Asisten Ahli, [-4- 2003
H asl] uresan Ek omommi
4 Mazn Kerja Lama 3 Tﬂlﬂm__’m
Bam 5 tabun 7 bulan
10 Linit Kerja Universitas .o.o.ooeveeveeeeee.
II. PENETAPAN ANGEKA KREDIT LAMA | BARU JUMLAH
DIGUNAKAN | LEBIHAN
1 LMNSUR UTAMA
n.  [Mempemleh dan Melak=anakan il 1333
Pendidikan dan Pengajamn
Melaksanakan Penelitian 400 HhT
¢ |Melaksmnakan Pengabdian kepada i 5
Musyarakat
JUMLAH 130
2 LUNSUR FENUNTANG
Melaksmakan Kegiatin Penun jang Tri 5 .
Dharma Pergumian Tinggi
] 5
JUMLAH LK UTAMA DAN PENUNI K ANG 1001 125 K 25

ILOAP AT DIANGEAT DALAM JABATAN DOSEN SEBAGAL LEKTOR DALAM ILMU
EEONOMI TERHITUNG MULAI TANGGAL ., | AGUSTUS 2005

Kepada : Ditetapkan di : SURABAYA Pada Tanggal: 31
Juli 2003

PREmudin, SE M.Sid../a

Fakultas Ekonomi A n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Universitas .......coueeeeeen. Rektor Universitas

PROF.Dr. IKBAR LUQYANA, MA
NIP. 130 432 765

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :
1. YthKepala BKN setempat
2. Yth. Dekan Fakultas Ekonomi Univ ...........




DAFTAR PUSTAKA

Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Surat Nomor 38/ D.4.4/2002 tentang
Daftar Isian Kegiatan Penelitian Usul Penetapan Angha
Kredit Dosen Perguruan Tinggi Swasta Jabatan Asiten

Ahli sampat dengan Lektor. Jakarta 2002

Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Surat Nomor 3931/ D/T/2001 tentang
Persyaratan Menulis  Artikel di  Jurnal HImiah
Terkareditasi Untuk Kenaikan Jabatan Dosen. Jakarta
2001

Deparfgblien Pendidikan Nasional, Dirjen Dikti, DP3M dan
Badan Akreditasi Nasional, Pedoman Pengajuan Usulan
Akreditasi Jurnal Hlmiah Jakarta 2000

Muhammad, Syuaiban, Butir-butir Penjelasan




Peraturan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnva,
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan
Nasional, Kepala Bagian TL dan Kepegawaian Dirjen Dikti

Dcpdiknm]akarta 2001.

Surat  Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor; 61409/MPE/KP/99 dan Nomor ; 181/Tahun 1999.
Jakarta.

Petunjuk Pelaksanaan Jaba Fungsional Dosen dan Angha
Kreditnva, Surat Keputusan Bersama Menten
Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor ; 61409/MPE/KP/99 dan

Nomor; 181/Tahun 1999, Jakarta.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No.38 Tahun 2006
Tentang Persmltan dan Tata Cara Perpanjangan Batas
Usia Pensiun Guru Besar dan Fmangkatan Guru Besar
Emeritus, Dirjen Dikti Jakarta 2006

Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005
Tentang Guru dan Dosen, Penerbit Fokusmedia,

Bandung 2006.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003

nomor 78 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).

KEPMENKOWASBANGPAN No.38Kep/MK.WASPAN/ 8/1999
Tanggal 24 Agustus 1999 Tentang Jabatan Fungsional

Dosen dan ﬂng@(xcdim}'a,

Keputusan Bersama MENDIKBUD dan Kepala BEN Nomor
61409/MPE/KP/99 No. lﬁlfﬁmn 1999.

Keputusan MENDIKNAS No.074/2000 Tanggal, 4 Mei




2000 Tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian
Angka Kredit Jabatan Dosen Perguruan Tinggi.

Keputusan MENDIKNAS No. 36/D/C/2001 Tanggal 1 Mei 2001
Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka
Kredit Jabatan Dosen.




LAMPIRAN-LAMPIRAN

KEPMENDIKNAS NO 36/D/0/2001 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PELAKSANAAN PENILAIAN ANGKA KREDIT
EIBATAN AKADEMIK

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NO.38
TAHUN 2006 TENTANG CARA PENGANGKATAN DAN
ERPANJANGAN GURU BESAR

PROGRAM INSENTIF PENERBITAN ARTIKEL ILMIAH
PADA JURNAL INTERNASIONAL

UNDANG-UNDANG NO 14 TAHUN 2005 TENTANG
GURU DAN DOSEN

UNDANG-UNDANG RI N0.20 TAHUN 2003 TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

DAFTAR JURNAL NASIONAL DAN INTERNASIONAL
TERAKREDITASI




KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
Nomeor : 36/D/0/2001
Tentang
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN DOSEN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang : Dalam rangka memperoleh keseragaman pengertian,
memudahkan pemahaman dan untuk kelancaran
pelaksanaan  Keputusan  Menkowashangpan
Nomor 38Kep/ MK.WASPAN/&1999 tanggal 24
Apgustus 1999, maka perlu dikeluarkan petunjuk
teknis pelaksanaan penilaian angka kredit
jabatan dosen.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-

undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 60 Tahun 1999;
b. MNomor 98 Tahun 2000;

P, Nomor 99 Tahun 2000;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 85/M/Tahun 1999
b. Nomor 234/M/Tahun 2000
c. Nomor 9 Tahun 2001

4. Keputusan Menkowashbangpan Nomor 38/Kep/

WASPAN/E/1999 tanggal 24 Agustus 1999

5. Keputusan Bersama Menter1 Pendidikan dan
Kebudayvaan dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor61409/MPE/KP/99 dan Nomor 181
Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999.

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor

074/U/2000 tanggal 4 Me1 2000,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: Keputusan Menter1 Pendidikan Nasional tentang
Petunjuk Teknmis Pelaksanaan Penilaian Angka
Kredit Jabatan Dosen.

Pasal 1

(1) Nama dan jenjang jabatan/pangkat dosen :




(2)

(3)

(4)

(3)

(6)

a. Asisten Ahlh, vang meliputi pangkat Penata Muda (Gol. 111/
a), dan Penata Muda Tk. I (Gol I11/b).

b. Lektor, vang meliputi pangkat Penata (Gol. IIl/c) dan
Penata Tk. I (Gol.ILL/d).

c. Lektor Kepala, vang meliputi pangkat Pembina (Gol.IV/ a),
Pembina Tk.l (Gol.IV/h) dan Pembina Utama Muda
(Gol.IV/c).

d. Guru Besar, vang meliputi pangkat Pembina Utama Madya
(Gol. IV/d) dan Pembina Utama (Gol. IV/e).

Batas jenjang jabatan dan pangkat dosen vang ditugaskan

pada jems/program pendidikan profesional adalah Lektor

Kepala, Pembina Utama Muda (Gol. IV/c).

Untuk dapat diangkat pada masing-masing jabatan dan
pangkat tersebut di atas, harus memenuhi jumlah angka kredat
sebagaimana tersebut dalam Lampiran [1I Keputusan Menter:
Negara  Koordinator Pengawasan Pembangunan dan
Pendayvagunaan Aparatur Negara No. 38 Kep/MEK WASPAN/
8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 yaitu :

a. Asisten Ahh Penata Muda (Gol.Ill/a) = 100

- Penata Muda Tk.I (Gol.1ll/b) = 150
b. Lektor Penata (GoLIll/c) = 200

- Penata Tk.1 (Gol.IIl/d) = 300
c¢. Lektor Kepala : - Pembina (Gol.IV/a) = 400

- Pembina Tk.I (Gol.IV/b) = 550

- Pembina Utama Muda Gol.IV/e) = 700
d. Guru Besar :-Pembina Utama Madya (Gol.IV/d) =850

- Pembina Utama (Gol.IV/e) = 1050
Kenaikan jabatan dosen dilakukan sekurang-kurangnva
setelah 1 tahun dalam jabatan dan kenailkan pangkat
dilakukan sekurang-kurangnva setelah 2 tahun dalam
pangkat vang sedang dimiliki.

Bagi dosen vang telah memperoleh kenaikan jabatan setingkat
lebih tinggl, namun pangkatnyva masih dalam lingkup jabatan
sehelumnya, maka untuk kenaikan pangkat benkutnya tidak
lagi disvaratkan angka kredit sampal pada pangkat
maksimum dalam linkup jabatan tersebut apabhila jumlah
angka kredit vang telah ditetapkan memenuhi.

Bagi dosen vang telah memperoleh kenaikan jabatan 2 (dua)
tingkat lebih tinggi melalui loncat jabatan, maka kenaikan
pangkat berikutnyva sampal pada pangkat maksimum dalam
lingkup jabatan setingkat lebih tingg1 dari jabatan semula
tidak lagi disvaratkan angka kredit, sedangkan untuk




(7)

(8)

(9)

kenaikan pangkat sampa pada pangkat maksimum dalam
lingkup jabatan vang diperoleh melalui loncat jabatan sesuai
dengan jumlah angka kredit wvang telah ditetapkan,
diharuskan mengumpulkan angka kredit sebanvak 30% dar
angka kredit vang disvaratkan untuk setiap kali kenaikan
pangkat tersebut.

Bagi dosen vang menggunakan angka kredit untuk kenaikan
pangkatnva terlebih dahulu karena terlambat mengumpulkan
angka kredit untuk kenalkan jabatan maka angka kredit
tersebut dapat digunakan untuk kenaikan jabatan berikutnya.

Seorang dosen PNS tidak mempunyal pangkat lebih tinggi dari
jabatan fungsional dosen, kecuali bagi mereka vang diangkat
ke dalam jabatan fungsional dosen dalam rangka ahh status
menjadi dosen atau bagi mereka vang memperoleh kenaikan
pangkat melalw jalur struktural.

Pengangkatan dosen ke dalam jabatan awal Asisten Ahh, baru
dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi syarat
sebagal berikut:

a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun melaksanakan
tugas utama (tugas mengajar) sebagal dosen atau calon PNS
dosen.

b. Memihki pazah SUDIV atau S2/Sp.] sesual dengan
penugasan.

¢. Telah memenuhi sekurang-kurangnva 10 (sepuluh) angka
kredit di luar angka kredit jazah vang dihitung sejak vang
bersangkutan melaksanakan tugas mengajar sebagai calon
PNS dosen. Bagi dosen Non PNS/dosen swasta/ dosen luar
biasa disyvaratkan telah memilki 25 angka kredit bagi vang
berpendidikan SI/DIV dan 10 angka kredit bagi vang
berpendidikan S2/5p.l. Khusus untuk karva penelitian,
pengabdian kepada masyvarakat dan penunjang tridharma
perguruan tinggl vang dilaksanakan/diperoleh sebelum
hertugas sebagai dosen, dapat dihitung angka kreditnya.

d. Memihla kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan
tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus vang
dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat
Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan
Tinggi bagl Sekolah Tinggl/Politeknmk dan Akadema.

e. Svarat-svarat administratif lainnya.




(10)

(11)

(12)

(13)

Pengangkatan dosen ke dalam jabatan awal Lektor, baru dapat
dipertimbangka apabila telah memenuhi svarat sebagai
berikut:

a. Sekurang-kurangnva telah 1 (satu) tahun melaksanakan
tugas utama (tugas mengajar) sebagail dosen atau sebagai
calon PNS dosen.

b. Memihki jjazah S3/Sp.1l sesual dengan penugasan.

c. Telah memenuhi sekurang-kurangnva 10 (sepuluh) angka
kredit di luar angka kredit 1jazah vang dihitung sgjak vang
bersangkutan melaksanakan tugas mengajar sebagai calon
PNS dosen. Bagi dosen Non PNS/dosen swasta/dosen luar
biasa disvaratkan telah memiliki 25 angka kredit. Khusus
untuk karva penelitian, pengabdian kepada Masvarakat
dan penunjang tridharma perguruan tingglr vang
dilaksanakan/diperoleh sebelum bertugas sebagai dosen,
dapat dihitung angka kreditnya.

d. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam
pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan
kampus wang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat
Pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut/
atau Senat perguruan tinggi bagi Sekolah Tingg)/
Politeknik dan Akademi.

e. Syarat-svarat admimstratit lainnva.
Dosen vang tidak berkedudukan sebagal pegawal negeri sipil
vang telah atau pernah memiliki jabatan fungsional dosen,
maka jabatan tersebut tetap diakw apabila telah menjadi
pegawal negeri sipil dengan tugas sebagai dosen. Pengakuan
tersebut hanva pada jabatan fungsional, sedangkan
pangkatnva sama dengan vang di miliki sebagai pegawai
negerl sipil.

Pemberian jabatan dosen sebagaimana tersebut pada ayvat (11),
pejabat vang berwenang menetapkan angka kredit dan
pengangkatan ke dalam jabatan dosen membuat kembali
penetapan angka kredit dan surat keputusan jabatan dosen
pengawal negeri sipil vbs pada perguruan tinggi di mana vang
bersangkutan ditempatkan, didasarkan pada penetapan angka
kredit dan surat keputusan pengangkatan ke dalam jabatan
vang telah dimiliki vbs setelah diteliti secara cermat
keabsahannya.

Kenaikan jabatan dosen secara reguler (setingkat lebih tingg),
baru dapat dipertimbangkan, apahbila telah memenuhi svarat
sebagai berikut:




a. Sekurang-kurangnva telah 1 (satu) tahun mendudulka
jabatan terakhir vang dimilika.

b. Telah memenuhi angka kredit vang disvaratkan.

¢. Memiliki publikasi ilmiah dalam jurnal i1lmiah nasional vang
terakreditasi sebagal penulis utama vangjumlahr.vs
mencukupt 25% dan persvaratan angka kredit minimum
untuk kegiatan penelitian bagi kenaikan jabatan dalam
kurun waktu 1 sampai dengan 3 (tiga) tahun.

d. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam
pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan
kampus herdasarkan penilaian senat vang dibuktikan
dengan berita acara rapat pemberian pertimbangan senat
fakultas bagi universitas/institut atau senat perguruan
tinggl bagt sekolah tinggi/politekmk dan akademi untuk
pengangkatan/kenaikan jabatan Asisten Ahh dan Lektor
serta  berita acara pemberian pertimbangan senat
perguruan tinggl untuk pengangkatan/kenaikan jabatan ke
Lektor Kepala dan berita acara pemberian persetujuan
senat perguruan tinggli bagl pengangkatan/kenaikan
jabatan ke Guru Besar.

e. Khusus bagi kenaikan jabatan ke Guru Besar harus pula
memenuhi syarat tambahan yaitu mempunyval kemampuan
akademik membimbing Calon Doktor wyang dapat
dibuktikan dengan memenuhi salah satu syvarat sebagai
berilout;

1) . Memiliki pendidikan Doktor (53) atau Spesialis 11
(Sp.1l) dalam bidang vang sesual dengan penugasan.

2) . Mempunyail karva ilmiah di bidang ilmu vang
ditugaskan sebagail penulis utama wvang diterbitkan
dalam jurnal, sekurang-kurangnva 1 (satu) pada
tingkat internasional vang memihki reputasi ditambah
2 (dua) pada tingkat nasional vang terakreditasi.

3) . Mempunyai sekurang-kurangnyva 2 (dua) karva monu
mental wvang mendapat pengakuan kedua-duanyva
nasional dan Internasional.

f. Syvarat-svarat akademik lainnva wvang ditentukan oleh
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggl atas nama Menter:
Pendidikan Nasional sejalan dengan tuntutan
perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknolog: dan
kesenian dalam kerangka peningkatan kualitas dosen.

h. Syarat-syarat administratif lainnva.
(14) Bagi dosen vang potensial/berprestasi tinggl dapat dinaikan
langsung ke jenj ang jabatan vang lebih tinggi (loncat jabatan)




maksimal menjadi Lektor Kepala dan pangkatnya dinaikan
setingkat lelbih tinggl sesual ketentuan apabila memenuhi
svarat sebagai berikut :

a.

b.

B.

Sekurang-kurangnva telah menduduki jabatan Asisten Ahl
selama 1 (satu) tahun.

Memiliki 1jazah Dolktor (83) atau Spesialis 11 (Sp.Il) pada
saat masih menduduki jabatan Asisten Ahli.

. Memihki 4 (empat) pubhkasi 1lmiah dalam jurnal ilmiah

vang terakreditasi sebaga penulis utama.
Telah memenuhi jumlah angka kredit vang disyaratkan.

. Memiliki kmerja, integritas, tanggung jawab dalam

pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan
kampus wang dibuktikan dengan berita acara rapat
pemberian pertimbangan senat perguruan tinggi.
Syarat-syarat akademik lain vang ditentukan oleh Direktur
Jenderal Pendidikan Tinggl atas nama Menter: Pendidikan
Nasional sejalan dengan tuntutan perkembangan kemajuan
1lmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dalam rangka
peningkatan kualitas dosen.

svarat-svarat administratif lainnya.

(15) Bag1 dosen vang potensial/berprestasi tingg dapat dinaikan
langsung ke jenjang jabatan vang lebih tinggl (loncat jabatan)
menjadi Guru Brsar dan pangkatnva dinaikan setingkat lebih
tinggl sesual ketentuan apabila memenuhi syarat sebagai
berkut :

a.

b.

.

Sekurang-kurangnyva telah menduduki jabatan Lektor
selama 1 (satu) tahun.

Memiliki yazah Doktor (S3) atau Spesialis II (Sp.1I)
Memiliki 4 (empat) pubhkasi ilmiah dalam jurnal ilmiah
vang terakreditasi sebagail penulis utama.

Telah memenuhi jumlah angka kredit vang disyaratkan.

. Memihki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam

pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan
kampus wang dibuktikan dengan berita acara rapat
pemberian pertimbangan senat perguruan tinggi.
Svarat-svarat akademik lain vang ditentukan oleh Direktur
Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menter: Pendidikan
Nasional sejalan dengan tuntutan perkembangan kemajuan
ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dalam rangka
peningkatan kualitas dosen.

Syarat-svarat administratit lainnyva.




Pasal 2

(1) Untuk pengangkatan ke dalam jabatan dosen dalam rangka
penvesualan jabatan bagl dosen vang sudah lama bertugas
pada suatu perguruan tinggi tetapi belum mempunyai jabatan
dosen karena sesuatu hal, baik dosen negern maupun dosen
swasta, bailk dosen biasa maupun dosen luar biasa, 1a dapat
menyesualkan jabatannva sebagal dosen dengan menggunakan
angka kredit kumulatif dengan beberapa ketentuan sebagai
berikut:

a. Telah memenuhi angka kredit kumulatif vang disvaratkan.
Khusus untuk karva penelitian, pengabdian kepada
masyarakat dan penunjang tridharma perguruan tinggi
vang dilaksanakan/diperoleh sebelum bertugas sebagai
dosen, dapat dihitung angka kreditnya.

h. Telah bertugas sebagai dosen minimal 7 (tujuh) tahun bagi
vang berpendidikan Doktor/Sp.11

c. Telah bertugas sebagar dosen sebelum 1 April 1988 bagi
vang berpendidikan SUVD IV atau 52/5p.1.

d. Jenjang jabatan vang diberikan setinggi-tingginva Lektor
Kepala sesual dengan jumlah angka kredit kumulatif vang

ditetapkan.
e. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam
pelaksanaan t dan tata krama dalam kehidupan

kampus vang dibuktikan dengan berita acara rapat
pemberian pertimbangan senat fakultas bagi Universi-
tas/institut atau senat perguruan tinggl bagi sekolah
tinggi/politeknik dan akademi untuk penvesuaian ke
jabatan Asisten Ahli dan Lektor dan Senat perguruan tinggi
bagi penyvesualan ke jabatan Lektor Kepala.

f. Swvarat-syarat administratif lainnya.

g. Apabila terdapat hal-hal vang luar biasa pada seorang
dosen vang herpendidikan Doktor/Sp.1l, maka penvesuaian
jabatan bagi dosen vang bersangkutan dapat ditetapkan
dengan menvimpang dari ketentuan pada huruf b di atas,
setelah melalul suatu penilaian vang cermat dam Tim
Penilai. Yang dimaksud dengan hal-hal vang luar biasa
adalah hal-hal vang berkenaan dengan karva penelitian
maupun pengabdian vbs vang setelah dimlai oleh tim
penilal mempunval kelebihan vang luar biasa. Dalam hal
seperti inl, maka penyvesualan jabatan vbs dapat ditetapkan
sesual dengan jumlah angka kredit kumulatif vang
diperoleh walaupun baru bertugas sebagai dosen kurang
dari 7 (tujuh) tahun dan lebih dan 3 (tiga) tahun.




(2) Dosen vang sedang dalam tugas belajar dapat diproses kenaikan

3)

(4)

jabatan/pangkatnva apahla angka kredit vang disvaratkan
telah terpenuhi sebelum vbs mengikuti tugas belajar walaupun
masa kerja dalam jabatan/pangkat terakhir baru terpenuhi
pada saat vbs sedang dalam tugas belajar. Untuk hal in1 maka
penetapan angka kredit dan surat keputusan pengangkatan ke
dalam jabatan fungsional/ pangkat dosen tetap dibuat berlaku
terhitung mulai tanggal sesual dengan syarat masa dalam
jabatan untuk kenaikan jabatan dan syarat masa dalam
pangkat untuk kenaikan pangkat berdasarkan ketentuan vang
berlaku. Khusus untuk kenaikan pangkatnva dapat
diberlakukan kenaikan pangkat sedang dalam tugas belajar
sesual dengan ketentuan dalam pasal 19 PP No.99 Tahun 2000
apabila tidak dapat menggunakan kenaikan pangkat pilihan
sesual dengan ketentuan dalam pasal 9 PP No.99 Tahun 2000
karena tidak memenuhi syarat angka kredit sebelum vhs
mengikuti tugas belajar.

Dosen pada jenis/program pendidikan akademik vyang

menduduki jabatan Asisten Ahli /Penata Muda (Gol.lll/a)

sampal Lektor Kepala (Gol.IV/e), dapat pindah ke jemis/pro-
gram pendidikan profesional, apabila memenuhi syarat
sebagai berikut:

a. Sejak pengangkatan pertama dan setiap kali kenaikan ke
jabatan/pangkat berikutnya sampai pada jabatan/ pangkat
terakhir wang dimilikinva sebagai dosen  pada
jenis/program pendidikan akademik selalu memenuhi
angka kredit memperoleh dan melaksanakan pendidikan
dan pengajaran sekurang-kurangnva 40% dari jumlah
angka kredit vang disyvaratkan. Bagi dosen vang sejak awal
sampal menduduki jabatan terakhir belum memenuhi
angka kredit kegiatan memperoleh dan melaksanakan
pendidikan dan pengajaran sebagaimana disvaratkan
tersebut, maka dapat di penuhi secara kumulatif pada saat
diusulkan pindah ke program pendidikan profesional.

b. Memperoleh pertimbangan senat perguruan tinggi
penvelenggara jenis/program pendidikan profesional.

¢. Syarat-svarat administratif lainnyva.

Dosen pada jenis/program pendidikan profesional vang

menduduki jabatan Asisten Ahli, Penata Muda (GolIll/a)

sampal Lektor Kepala (Gol.IV/e), dapat pindah ke jenis/pro-
gram pendidikan akademik, apabila memenuhi syarat




sebagai berikut:

a. dejak pengangkatan pertama dan setiap kali kenaikan ke
jabatan/pangkat berikutnya sampai pada jabatan/ pangkat
terakhir vang dimilikinya sebagai dosen pada jenis/program
pendidikan profesional selalu memenuhi angka kredit
melaksanakan penelitian sekurang- kurangnyva 25% dar
jumlah angka kredit vang diperlukan. Bagi dosen wvang
sgjak awal sampal mendudulki jabatan terakhir belum
memenuhi angka kredit kegiatan penelitian sebagal mana
disvaratkan tersebut, maka dapat dipenuhi secara
kumulatif pada saat diusulkan pindah ke program
pendidikan akademik.

b. Mempunyai publikasi 1lmiah dalam jurnal ilmiah
terakreditasi sebagar penulis utama wvang jumlahnyva
mencukupt 25% dan persvaratan angka kredit mimimum
kegiatan penelitian pada setiap kali-kenaikan jabatan
dalam kurun waktu 1-3 tahun sampai jabatan terakhir
sebagaimana disyvaratkan untuk setiap kali kenaikan
jabatan dalam kurun waktu 1-3 tahun bagi dosen pada
jenmis/program pendidikan akademik. Bagi dosen vang sejak
awal sampal menduduki jabatan terakhir belum memenuhi
angka kredit jurnal i1lmiah tersebut, maka dapat dipenuhi
secara kumulatif pada saat diusulkan pindah ke program
pendidikan akademik.

c. Memperoleh pertimbangan senat perguruan tinggi
penvelenggara jenis/program pendidikan profesional

d. Syarat-svarat administratif lannya.

(5) Bagi dosen vang ditugaskan pada jenis/program pendidikan
profesional, dan mempunyal jabatan Lektor Kepala dapat
mempunval kesempatan untuk naik ke jabatan Guru Besar,
apabila memenuhi svarat sebagai berikut:

a. Mempunval kemampuan membimbing calon doktor vang
dapat dibuktikan dengan memenuhi salah satu syvarat
sehagaimana tersebut pada pasal 1 ayat (13) huruf e.

b. Sekurang-kurangnyva telah 1 (satu) tahun melaksanakan
tugas sebagai dosen luar hiasa pada jenis/program
pendidikan akademik.

c. Sejak pengangkatan pertama dan setiap kali kenaikan ke
jabatan/pangkat berikutnva sampai Lektor Kepala dalam
pangkat Pembina Utama Muda (Gol.IV/c) sebagai dosen
pada jenis/program  pendidikan  profesional selalu
memenuhi  angka  kredit melaksanakan penelitian
sekurang-kurangnva 25% dari persyvaratan angka kredit




(6)

.
h.

vang diperlukan. Bagi dosen wang sejak awal sampai
menduduki jabatan terakhir tersebut, belum memenuhi
angka kredit penelitian sebagaimana disvaratkan, maka
dapat dipenuhi secara kumulatif pada saat diusulkan
menjadi Guru Besar oleh perguruan tinggi penvelenggara
pendidikan akademik.

Mempunvai  publikasi  1lmiah dalam jurnal ilmiah
terakreditasi sebagal penulis utama wvang jumlahnva
mencukupt 25% dan persvaratan angka kredit minimum
kegiatan penelitian pada angka kredit kumulatif mimimum
setiap jabatan vang disvaratkan untuk setiap kali kenaikan
jabatan dalam kurun waktu 1-3 tahun bagi dosen pada
jenmis/program pendidikan akademik.

Memperoleh persetujuan tertulis dar1 senat perguruan
tinggl penyelenggara jems/program pendidikan akademilk.
Diusulkan oleh perguruan tinggl penyelenggara jenis/pro-
gram pendidikan akademik tersebut dalam status sebagai
dosen luar biasa pada perguruan tinggi dimaksud. Apahila
vbs ingin diusulkan dalam status sebagai dosen tetap pada
perguruan tinggl penvelenggara pendidikan akademik,
maka harus terlebih dahulu diproses perpindahannva
sebagal dosen tetap pada perguruan tinggr dimaksud
sebelum diusulkan menjadi Guru Besar.

Telah memenuhi jumlah angka kredit vang disvaratkan.
Syvarat-svarat adminmistratif lainnva.

Bagi pegawai negen sipil non dosen vang ingin pindah menjadi
pegawal negeri sipil dosen, apabila telah memenuhi syvarat
sebagai berikut :

a.

Sekurang-kurangnva berpendidikan Pasca Sarjana (52)
atau Spesialis 1 (Sp.0) dalam bidangnva vang ditetapkan
oleh Tim Ahli Khusus bagi vang pindah menjadi dosen
profesional (Dili atau lebih rendah) sekurang-kurangnva
berpendidikan Sarjana (SI) atau DIV.

Memilika IPK sekurang-kurangnya 3,00.

Telah memiliki sekurang-kurangnva jabatan Lektor atau
setelah dinilaa oleh pejabat vang berwenang vbs memiliki
jemlah angka kredit untuk jabatan sekurang-kurangnva
Lektor.

Rasio dosen mahasiswa pada program studi penerima atau
rasio dosen mahasiswa vang dilavani pada perguruan tinggi
penerima masih memungkinkan (bidang ilmu vang
dituntut pelavanan di luar program studi vbs).

Mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pendidikan
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berpendidikan S1/DIV vang kurang dari jumlah angka kredit
kumulatif vang ditetapkan untuk jabatan tersebut, untuk
penetapan angka kreditnva dihitung sama jumlahnyva dengan
penetapan angka kredit kumulatif untuk jabatan tersebut dengan
cara menambah 15 (lima belas) angka kredit pada kegiatan
memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran
sebagal kompensasi dar1 Diklat Prajabatan CPNS dosen vhs.

(5) Jumlah angka kredit vang memenuhi persvaratan untuk
pengangkatan ke dalam jabatan Lektor bagi dosen PNS
berpendidikan 53/Sp.Il vang kurang dari jumlah angka kredit
kumulatif vang ditetapkan untuk jabatan tersebut, untuk
penetapan angka kreditnva dihitung sama jumlahnva dengan
angka kredit kumulatif untuk jabatan tersebut dengan cara
menamhbah 25 (dua puluh lima) angka kredit pada kegiatan
memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran
sebagail kompensasi dar1 Diklat Prajabatan CPNS dosen vhs.

(6) 10 (sepuluh) angka kredit wvang disvaratkan pada
pengangkatan jabatan awal bagi dosen PNS vang
berpendidikan S2/5p.1 tidak dapat dihitung sebagai kelebihan
untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnyva Berkenaan
dengan itu, maka pada saat penetapan angka kredit untuk
kenaikan jabatan berikutnya, jumlah angka kredit pada kolom
angka kredit lama tetap dibuat 100 (seratus) dengan cara
mengurani 10 (sepuluh) angka kredit vang terdin dari unsur
penunjang tridharma perguruan tinggl, kepada masvarakat
serta  memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan
pengajaran.

Pasal 4

(1) DLazah wvang digunakan untuk pengangkatan pertama/
penvesualan jabatan ke dalam jabatan fungsional dosen, angka
kreditnya adalah :

Doktor (S3)/Spesialis 11 (Sp. 1) = 150
Magister (S2)/Spesialis I (Sp.01) = 100
sarjana (S1)y/Diploma IV (D I[V) =75

(2) Bagil dosen wang telah menggunakan suatu tingkat ijazah
tertentu untuk pengangkatan ke dalam jabatan fungsional
dosen, kemudian melanjutkan pendidikan dan memperoleh
1jazah vang lebih tingg1 dalam hidang ilmu yvang sama atau
bherhubungan/berdekatan, maka angka kredit vang dapat
digunakan dari 1jazah tersebut adalah angka kredit hasil




(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

pengurangan dari angka kredit yazah vang telah digunakan.
Khusus angka kredit jjazah di luar bidang ilmu dihitung
berdasarkan angka kredit tingkat jazah masing-masing tanpa
mengurangl angka kredit i1jazah vang telah atau akan
digunakan.

Pendidikan pelatihan fungsional dosen adalah kegiatan vang
diselenggarakan dalam rangka peningkatan kemampuan
dosen baik dari segi materi pengajaran maupun kemampuan
didaktik metodik. Termasuk ke dalam diklat in1 adalah Pro-
gram Pengembangan Ketrampilan Tekmk Instruksional
(PEKERTI) dan Applied Approach (AA).

Pasal 5

Angka kredit melaksanakan perkuliahan/tutorial,
membimbing, menguji, menyelenggarakan pendidikan di
laboratorium,  praktek  keguruan,  bengkel/studikebun
percobaan/teknologi  pengajaran dan praktek lapangan,
merupakan satu paket dengan jumlah angka kredit maksimum
vang dapat diakw adalah 5,5 angka kredit per- semester per-
12 sks bagi vang menduduki jabatan Asisten Ahli dan 11 angka
kredit persemester per-12 sks bagl vang menduduki jabatan
Lektor ke atas. Beberapa dosen vang mengajar 1 (satu) mata
kuliah (Team Teaching), pembagian angka kreditnva
sehanding dengan beban tugas dosen masing-masing yvang
ditetapkan berdasarkan kesepakatan dosen-dosen tersebut
dan mendapat persetujuan dari ketua program studi/ketua
jurusan. Penghitungan angka kredit butir kegiatan i
didasarkan pada bobot SKS mata kuliah kali jumlah kelas
vang ada. (Jumlah mahasiswa per kelas minimal 30 orang).

Membimbing seminar mahasiswa adalah membimbing semi-
nar mahasiswa dalam rangka studi akhir dan angka kreditnyva
1 (satu) persemester tidak tergantung pada jumlah mahasiswa
vang dibimbing.

Membimbing kulhah kerja nvata, praktek kerja nyvata dan
praktek kerja lapangan, angka kreditnya bukan per kegiatan,
melainkan kegiatan selama 1 (satu) semester tanpa melihat
jumlah mahasiswa vang dibimbing.

Membimbing/ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi,

thesis, skripsi dan laporan akhir studi, angka kreditnva baru
diberikan apa bila vang dibimbing telah




(3)

(6)

(7)

(8)

(9)

dinyvatakan lulus/mengakhin studi dengan ketentuan sebagai
berikut :

a. Setiap disertasi, diberi 8 angka kredit bagi pembimbing dan
6 angka kredit bagi pembimbing pendamping/ pembimbing
pembantu.

bh. Setiap thesis, diber1 3 angka kredit bagi pembimbing dan 2
angka kredit bagi pembimbing pendamping/pembimbhing
pembantu.

c. Setiap skripsi, diberi 1 angka kredit bagi pembimbing dan
0.5 bagi pembimbing pendamping/pembimbing pembantu.

d. Setiap laporan akhir studi, diberi 1 angka kredit bagi
pembimbing dan 0,5 bagi pembimbing pendamping/
pembimbing pembantu.

Bertugas sebagail penguj pada ujian akhir, angka kreditnya 1

permahasiswa per semester bagl ketua penguji dan 0,5 per-

mahasiswa per semester bagi sekretars dan anggota penguj.

Termasuk ke dalam pengertian upan akhir adalah ujian

disertasi/thesis/skripsi/laporan akhir studi, komprehensif.

Bag pembimbing atau pembimbing pendamping/pendamping
pembantu, jumlahnya tidak dibatasi dan masing-masing
diberikan angka kredit sebanding dengan beban tugas masing-
masing vang ditetapkan berdasarkan kesepakatan para
pembimbing atau pembimbing pendamping/pembimbing
pembantu tersebut setelah mendapat persetyjuan dari
pimpinan fakultas/pasca sarjana.

Membina kegiatan mahasiswa di hidang akademik adalah
kegiatan-kegiatan vang bersifat kurikuler dan ko kurikuler
termasuk sebagal penasehat akademik/ dosen wali, sedangkan
di bidang kemahasiswaan adalah kegiatan- kegiatan vang
hersifat ekstra kunkuler seperti pembinaan minat, penalaran
dan kesejahteraan mahasiswa.

Mengembangkan program kuliah adalah hasil pengembangan
inovatif model metode pembelajaran, media pembelajaran dan
evaluasi pembelajaran dalam bentuk suatu tulisan vang
tersimpan dalam perpustakaan perguruan tinggi, termasuk
dalam kegiatan imi adalah pengembangan dan penyusunan
matakuliah baru serta pengembangan dan penyusunan
methodologt  pendidikan dan  methodologit  penehtian i
perguruan tinggi.

Mengembangkan bahan pengajaran adalah hasil
pengembangan inovatif materi substansial pengajaran dalam
hentuk buku ajar, diktat, modul, petunjuk praktikum, model,




alat bantu, audio visual, naskah tutorial

a.

Buku ajar adalah buku pegangan untuk suatu matakuliah
vang di tulis dan disusun oleh pakar bidang terkait dan
memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi
dan disebarluaskan.

Diktat adalah buku ajar untuk suatu matakuliah vang
ditubis dan disusun oleh pengajar matakuliah tersebut,
mengikuti kaidah tulisan ilmiah dan disebarluaskan
kepada peserta kuhah.

Petunjuk praktikum adalah pedoman pelaksanaan
praktikum wvang berisi tata cara persiapan, pelaksanaan,
analisis data dan pelaporan. Pedoman tersebut disusun dan
ditubis oleh kelompok staf pengajar vang menangani
praktikum tersebut dan mengikuti kaidah tulisan ilmiah.
Model adalah alat peraga atau simulasi komputer yvang
digunakan untuk menjelaskan fenomena vang terkandung
dalam penyajian suatu matakuliah untuk menmngkatkan
pemahaman peserta kuliah.

Alat bantu adalah perangkat keras maupun perangakat
lunak wvang digunakan untuk membantu pelaksanaan
perkuliahan dalam rangka meningkatkan pemahaman
peserta kuliah tentang suatu fenomena.

Audio Visual adalah alat bantu perkuliahan yang
menggunakan kombinasi antara gambar dan suara,
digunakan dalam kuliah untuk menmingkatkan pemahaman
peserta didik tentang suatu fenomena.

MNaskah tutorial adalah bahan ruyjukan untuk kegiatan
tutorial suatu matakuliah vang disusun dan ditulis oleh
pengajar mata kuliah atau oleh pelaksana kegiatan tutonal
tersebut, dan mengikuti kaidah tulisan ilmiah.

(10) Menvampaikan orasi ilmiah adalah menvampaikan pidato
1lmiah pada forum-forum kegiatan tradisi akademik seperti
dies natals, wisuda lulusan, dll.

(11) Termasuk ke dalam pengertian menduduki jabatan pimpinan
perguruan tinggl adalah menduduki jabatan sebagai :

a.

b.

d.

Ketua Lembaga di lingkungan Universitas/Institut, angka
kreditnya sama dengan Pembantu Rektor.
Kepala Pusat Penelitian di lingkungan Umniversitas/
Institut, angka kreditnya sama dengan Pembantu Dekan.
Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masvarakat
di lingkungan sekolah tinggi, angka kreditnyva sama dengan
Pembantu Ketua sekolah tinggi.

Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masvarakat




di lingkungan Akademi dan Pohteknik, angka kreditnva sama
dengan Pembantu Direktur.

e. Ketua dan Sekretarns Program Studi, angka kreditnya
sama dengan Sekretaris Jurusan.

(12) Yang berwenang membimbimg dosen vang lebith rendah

jabatan fungsionalnva, bailk pembimbing pencangkokan
maupun pembimhing reguler adalah mereka vang sudah
menduduki jabatan Lektor bagi vang berpendidikan S3/5p.11
atau vang sudah menduduki jabatan Lektor Kepala bagi vang
herpendidikan sUDIV atau S2fsp.L Membimbing
pencangkokan adalah kegiatan membimhbing dosen yunior dari
perguruan tinggl lain yvang dicangkokkan pada perguruan
tingg1 asal oleh pembimbing dalam bidang ilmu yvang sama.
Sedangkan membimbing reguler adalah kegiatan membimbing
dosen yunior oleh dosen senmior dalam hidang 1lmu vang sama
pada perguruan tinggi sendiri.

(13) Melaksanakan kegiatan detasering adalah melaksanakan

(1)

(2)

suatu kegiatan penugasan dari perguruan tinggi asal ke suatu
perguruan tinggi lain untuk membimbing dosen yunior pada
perguruan tinggl tersebut dalam hidang 1lmu vang sama.
Sedangkan melaksanakan kegiatan pencangkokan adalah
mengikuti sebagai dosen peserta pencangkokan vang dikirim
oleh suatu perguruan tinggl asal ke suatu perguruan tinggi
lainuntuk tujuan meningkatkan kemampuan dalam bidang
ilmunya.

Pasal 6

Angka kredit untuk kegiatan melaksanakan penelitian dan
melaksanakan pengabdian kepada masyarakat adalah angka
kredit maksmimal dan bukan angka kredit absolut. Artinva
dalam batas rambu-rambu in1 masih diberikan angka kredit
vang wajar bagi kasus masing-masing melalm penilaian
sejawat (peer review) berdasarkan mutu, sofistikasi dan
kemutahiran. Sedangkan angka kredit untuk kegiatan
memperoleh dan melaksanakan pendidikan serta penunjang
tridharma perguruan tinggl merupakan angka kredit absolut.

Hasil penelitian atau hasil pemikiran vang dipublikasikan

dalam bentuk :

a. Monograf adalah suatu tulisan 1lmiah dalam bentuk buku
vang substansi pembahasannya hanva pada satu hal saja
dalam suatu bidang ilmu.

b. Buku referensi adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk




buku vang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu.

(3) Buku vang memenuhi syarat adalah buku yvang memenuhi

kriteria sebagai berikut :

a.

b.

C.

Tebal paling sedikit 40 (empat puluh) halaman cetak
{menurut format UNESCO)

Ukuran adalah 15,5 X 23 em

Harus memilila International Standard of Book Numbering
System (ISBN)

Diterhitkan oleh Badan [Imiah/Organisasi/Perguruan
Tingg

Is1 tidak menvimpang dari falsafah Pancasila dan Undang-
undang Dasar 1945

{(4) Hasil penelitian atau hasil pemikiran vang dipublikasikan
dalam majalah i1lmiah :

a.

Majalah 1lmiah internasional adalah majalah ilmiah vang
terbit pada negara lain vang memiliki reputasi vang tidak
diragukan atau majalah ilmiah nasional terakreditasi vang
menurut penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
disamakan dengan majalah ilmiah internasional.

Majalah Ilmiah nasional terakreditasi adalah majalah

1lmiah vang di samping memenuhi kriteria sebagai majalah

1lmiah nasional, juga mendapat akreditasi darn Direktorat

Jenderal Pendidikan Tinggl vang dava lakunya 3 (tiga)

tahun sehingga suatu majalah 1lmiah vang terakreditasi

pada suatu tahun dapat saja tidak terakreditasi pada tahun
berikutnyva, sangat tergantung hasil penilaian dari

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi vang kemudian

ditetapkan dalam suatu Surat Edaran Direktur Jenderal

Pendidikan Tinggi.

Majalah 1miah nasional tidak terakreditasi adalah

majalah 1lmiah vang memnuhi kriteria sebagai berkut :

1) Bertujuan menampung/mengkomunmkasikan hasil-
hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dan
disiplin ilmu tertentu.

2) Ihtujukan kepada masvarakat ilmiah/penelhiti vang
mempunyail disiplin-disiplin keilmuan vang relevan.

) Ihterbitkan oleh Badan ilmiah/organisasi/perguruan
tinggl dengan unmit-umtnya.

4) Mempunyail dewan redaksi vang terdiri dari para ahh
dalam bidangnya.

5) Mempunyail International Standard of Serial Number

(ISSN).




6) Diedarkan secara nasional.
(5) Pada suatu majalah dapat memuat beberapa artikel ilmiah
dari penulis vang sama dan angka kreditnva dihitung per-
artikel ilmiah, dan bukan per-majalah ilmiah.

(6) Hasil penelitian atau hasil pemikiran vang dipublikasikan
melalul seminar :

a. Disajikan wakm disajikan secara tertulis dalam bentuk
malkalah.

b. Poster wvakni rancangan atau desain vang difungsikan
untuk mempublikasikan sebuah kegiatan tertentu dan atau
mempromosikan suatu hasil karva dengan sentuhan audio
visual vang menarik dan original.

(7) Hasil penelitian atau hasil pemikiran vang dipublikasikan
dalam koran/majalah populer/majalah umum sebagai suatu
tulisan ilmiah populer.

(8) Hasil penelitan atan hasil pemikiran vang tidak
dipublikasikan dan tersimpan di perpustakaan perguruan
tinggl setelah mendapat rekomendasi dar seorang Guru Besar
atau pakar dihidangnyva.

(9) Menterjemahkan/menyvadur buku 1lmiah adalah
menterjemahkan/menvadur buku ilmiah dalam bahasa asing
ke dalam bahasa Indonesia atau sebaliknva vang diterbitkan
dan diedarkan secara nasional dalam bentuk buku.

(10) Mengedit/menyunting buku ilmiah adalah hasil suntingan/
editing terhadap 1s1 buku ilmiah orang lain untuk
memudahkan pemahaman bagi pembaca dan diterbitkan serta
diedarkan secara nasional dalam bentuk buku.

(11) Membuat rancangan dan karva teknologi vang dipatenkan
adalah membuat rancangan vang sekaligus menghasilkan
karva nyata di bidang teknologi vang dipatenkan wakni
mendapat sertifikasi hak cipta/hak intelektual secara paten
dari badan atau instansi vang berwenang pada tingkat :

a. Internasional adalah mendapat sertifikasi hak cipta’hak
intelektual dari badan atau instansi vang berwenang untuk
tingkat internasional.

b. Nasional adalah mendapat sertifikasi hak apta’hak




intelektual dari badan atau instansi vang berwenang untuk tingkat

nasional.

(12) Membuat rancangan dan karva teknologi adalah membuat
rancangan vang sekaligus menghasilkan karva nyata di bidang
teknologi tanpa mendapat hak paten, tetapi mendapat
penilalan sejawat vang mempunyail otoritas sebagai karva yvang
bermutu, canggih dan mutakhir pada tingkat :

a. Internasional adalah mendapat penilaian sejawat vang
mempunyal otoritas untuk tingkat internasional.

h. Nasional adalah mendapat penilatan sejawat vang
mempunyai otoritas untuk tingkat nasional.

¢. Lokal adalah mendapat penilaian sejawat vang mempunyai
otoritas untuk tingkat daerah.

(13) Membuat rancangan dan karva senml monumental/seni
pertunjukan adalah rancangan vang sekalipus menghasilkan
karva nyvata di bidang seni monumental/seni pertunjukan.
Termasuk ke dalam pengertian ini adalah karva desain.

a. Rancangan dan karva seni monumental adalah rancangan
dan karva seni vang mempunyvar mnilai abadiberlaku
sepanjang zaman vang penilaiannya tidak saja pada aspek
monumentalnya tetapi juga pada elemen estetiknya, seperti
patung, candi, dll. Karva seni rupa, seni kriya, seni
pertunjukan dan karva desain sepanjang memiliki mlai
monumental, baru tergolong ke dalam karva seni
monumental.

b. Rancangan dan karva seni rupa adalah rancangan dan
karva seni murni vang mempunval mla estetik tinggi,
sepertl seni patung, sem lukis, seni pahat, seni keramik,
seni fotograti dll.

¢. Rancangan dan karva sem kriva adalah rancangan dan
karva seni wvang mempunyal nilai keterampilan
sebagaimana senl kerajinan tangan, seperti membuat
keranjang, kukusan, mainan anak-anak dll.

d. Rancangan dan karyva seni pertunjukan adalah rancangan
dan karva semn wvang dalam penmkmatannva melalui
pertunjukan, seperti seni karawitan, musik, tan,
pedalangan, teater, dll.

e. Karva desain adalah bagian dar karva sem rupa vang
diaphkasikan kepada benda-benda kebutuhan sehari-hari




vang mempunyval nilali guna, seperti desain komunikasi
visual/desain grafis, desain produk, desain interior, desain
industr: telestil diL

(14) Karva sastra adalah karva ilmiah atau karva seni yvang

(1)

&)

()

(4)

memenuhi kaidah pengembangan sastra dan mendapat
pengakuan dan penilaian oleh para pakar sastra ataupun
seniman serta mempunyai nilai originalitas vang tinggi.

Pasal 7

Mendudulki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintah/
pejabat negara vang harus dibebaskan dan jabatan organiknya
seperti Presiden, Walal Presiden, Anggota DPR dan Anggota
DPRD, Anggota BPK. Ketua/Wakil Ketua/Ketua Muda dan
Hakim Mahkamah Agung, Anggota DPA, Menteri, Kepala
Perwakilan RI di luar negeri vang berkedudukan sebagai Duta
Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Gubernur KDH Tl.I,
Wakil Kepala Daerah Tk.I, BupatiWali Kotamadya kepala
Daerah Tk.II, Wakil Kepala Daerah Tk.II, dan pejabat lain

vang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian

vang dapat dimanfaatkan oleh masvarakat adalah
mengembangkan hasil pendidikan dan penelitian melalui
praktek nvata di lapangan untuk dimanfaatkan oleh
masyarakat.

Membert  latihan/penvuluhan/penataran/ceramah  kepada
masyarakat, baik sesual dengan bidang ilmunva maupun di
luar hidang ilmunya, baik kepada masvarakat umum, maupun

masvarakat kampus (dosen, mahasiswa dan tenaga non dosen).

Member: pelayanan kepada masvarakat atau kegiatan lain
vang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan
pembangunan adalah memberikan lkonsultasi  untuk
peningkatan kesejahteraan masvarakat, baik berdasarkan
keahlian yang dimiliki, penugasan dari lembaga perguruan
tinggl atau berdasarkan fungsi jabatan.

Membuat/menulis karva pengabdian pada masvarakat




adalah membuat tulisan mengenail cara-cara melaksanakan atau

mengembangkan sesuatu untuk dimanfaatkan oleh masyarakat,

baik dalam bidang ilmunya maupun di luar bidang ilmunva vang
tidak dipublikasikan.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Paszal 8

Termasuk ke dalam pengertian menjadi anggota dalam suatu
panitia’lbadan pada perguruan tinggi adalah ketua, sekretaris
dan anggota senat fakultas/perguruan tinggl serta mitra
hestar: (reviewer) pada jurnal 1lmiah vang terakreditasi oleh
Ditjen Dikti atau majalah 1lmiah vang memihlki [SSN.

Menjadi anggota dalam suatu pamtia/badan pada perguruan
tinggl tidak ditentukan batas minimal dan maksimal karena
nilai butir kegiatan/angka kredit vang diberikan bukan per
kegiatan melainkan kegiatan-kegiatan selama 1 (satu) tahun.

Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah,
angka kreditnva dihitung per-kepanitiaan dan bukan per-
tahun.

Menjadi anggota organisasi profesi, angka kreditnva dihitung

mperiude jabatan.
Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam
panitia antar lembaga, angka kreditnya di hitung per-

kepanitiaan dan bukan pertahun.

Menjadi  anggota delegasi nasional ke  pertemuan
internasional, angka kreditnva dihitung per-tahun dan bukan
per-kepanitiaan.

Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah, angka kreditnyva
di hitung perpertemuan ilmiah (per-kegiatan).

Mendapat tanda jasa/penghargaan antara lain seperti, Satva
Lencana Karyasatva Bintang .Jasa, Bintang Maha Putra,
Hadiah Pendidikan, Hadiah [lmu Pengetahuan, Hadiah Seni,
Hadiah Pengabdian, dll.

Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah vang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional adalah menghasilkan buku
pelajaran buku SLTA ke bawah vang memiliki international




standard of Books Numbering System (ISBN).

(10) Mempunvai prestasi di bidang olahragahumaniora adalah

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

prestasi vang dibuktikan dengan adanva piagam penghargaan
atau medali baik tingkat Internasional, Nasional maupun
Daerah.

Pasal 9

Untuk pengusulan Penetapan Angka Kredit, dosen harus
mengisl Daftar Usul Penetapan Angka Kredit dan surat-surat
pernvataan melaksanakan kegiatan Tridharma dan Penunjang
Tridharma Perguruan Tinggi.

setiap usul Penetapan Angka Kredit dosen harus dinilai secara
seksama oleh Tim Penilai vang dilakukan setiap saat tanpa
harus menunggu terpenuhinya svarat masa dalam jabatan dan
pemberian angka kreditnya harus mempertimbangkan
kelavakan perhitungan angka kredit perkelompok jabatan
akademik sebagaimana tersebut pada lampiran Ila, Hb, [Ic dan
[ld bherdasarkan rasional perhitungan jumlah jam kera
perminggu sebagaimana tersebut pada Lampiran he.

Hasil penilaian Tim Penilai ditetapkan oleh peabat vang
berwenang menetapkan angka kredit dan dibuat menutut
contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran I11.

Usul kenaikan jabatan dan pangkat setelah penvesualan serta
perlu tidaknva persyvaratan angka kredit sesual dengan masa
dalam jabatan dan pangkat terakhir sebagaimana tergambar

pada Lampiran IV.

Pasal 10
Hal-hal vang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur
tersendiri dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan
Tinggi.

Keputusan 1ni mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 4 Me 2001




n. Menter: Pendidikan Nasional
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

ttd

satrvo Soemantri Brodjonegoro
NIP 130 889 802

21
Salinanguai dengan aslinva
sekretariat Ditjen Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional Kepala Bagian Tatalaksana dan
Kepegawalan

ttd

Drs. Syvuaiban Muhammad

NIFP 130 518 954




PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2006
TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PERPANJANGAN
BATAS USIA PENSIUN GURU BESAR DAN
PENGANGEATAN GURU BESAR EMERITUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI
PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang :

a.

bahwa dalam rangka pendavagunaan guru besar vang masih
potensial dan produktit secara efisien berdasarkan prinsip
keterbukaan perlu mengatur kembali persvaratan dan tata
cara perpanjangan batas usia pensiun Guru Besar dan
pengangkatan Guru Besar Emeritus;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menter
Pendidikan Nasional tentang Persvaratan dan Tata Cara
Perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar dan
Pengangkatan Guru Besar Emeritus;

Mengingat:

1.

Undang-UndaraNDmﬂr & Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik

onesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
Atas Und_ang-Und_angaomﬂr 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-
Pokok Kepegawalan (Lembaran Negara Republik Inanesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Ta}al 1979 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan




Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor - 3149)
sehagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994, Nomor 1);

Peraturan Pemerinia Nomor 60 Tahun 1999 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3859);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun lﬂﬂ!atentang
Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Egara Republik Indonesia Nomor 3860);

Peraturan Presiden Republk Indonesia Nomor 9 Tahun 2005
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan
Tata Keaa Kementerian Negara Republik Indonesia,

sehagai telah diubah terakhir dengan Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun

2004 mengenal Kahinet Indonesia Bersatu, sehagaimana telah
dinbah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PENDIDIEKAN NASIONAL TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PERPANJANGAN BATAS
USIA PENSIUN GURU BESAR DAN PENGANGEATAN GURU
BESAR EMERITUS.

Pasal 1

Dalam Peraturan imi vang dimaksud dengan:

1.

senat Perguruan Tinggl adalah senat perguruan tinggi pada
perguruan tinggl vang belum Badan Hukum Milik Negara;
senat Akademuk adalah senat akademik pada perguruan
tinggl Badan Hukum Milik Negara;

Jurusan adalah jurusan pada perguruan tinggl vang belum
Badan Hukum Milik Negara;




(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Departemen adalah departemen pada perguruan tinggi Badan
Hukum Milik Negara;

Pasal 2

Batas usia pensiun Guru Besar dapat diperpanjang sampai
dengan usia 70 (tujuh puluh) tahun.

Perpanjangan sebagaimana dimaksudpada avat (1) diberikan
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

sSetiap perpanjangan sebagaimana dimaksud pada avat (2)
dilakukan setelah vang bersanghkutan memenuhi persvaratan
dan tata cara perpanjangan usia pensiun.

Batas usia pensiun Guru Besar dapat diperpanjang apabila

vang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagai berikut;

a. berpendidikan Doktor (8-3);

b. mendudulki jabatan Guru Besar sekurang-kurangnyva 2
tahun;

¢. merupakan satu-satunva Guru Besar dan diperlukan pada
program studi/jurusan/departemen pada perguruan tinggi
vang bersangkutan;

d. mempunyail integritas dan prestasi keillmuan vang
dibuktikan dengan :

1. mengajar minimal 12 (duabelas) satuan kredit semester
(SKS) persemester selama 2 (dua) tahun terakhir pada
program S-1, S-2.dan/atau S-3 pada perguruan tinggi
vang bersangkutan;

2. 'membimbing mahasiswa S-2 dan/atau S-3 minimal 3
orang selama 2 (dua) tahun terakhir pada perguruan
tinggl vang bersanghkutan;

e. sehat jasmani dan rokhanm untuk meiaksanakan Tridharma
Perguruan Tinggir  wang dibuktikan dengan surat
keterangan dari Tim Penguji Kesehatan Pegawal Negen
sipil;

f. memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
dua tahun terakhir dengan nilai sekurang-kurangnva baik
untuk semua unsur; dan

g. mendapat persetujuan senat perguruan tinggl atau senat
akademik dan diusulkan oleh rektor/ketua sekolah tinggi.

Tata cara pengusulan perpanjangan batas usia pensiun Guru

Besar sebagaimana dimaksud pada avat (1) sebagai berikut:

a. Ketua Jurusan bersama staf jurusan membahas perlunva
perpanjangan pensiun Guru Besar dan mengkaji




pemenuhan persvaratan perpanjangan batas wusia pensiun
sebagaimana dimaksud pada avat (2) dan mengusulkan pada
rektor/ketua sekolah tinggi.

h. Rektor'ketua  sekolah tinggi  dengan  berdasarkan
persetujuan senat perguruan tinggl atau senat akademik
dapat menolak atau mengajukan usul perpanjangan batas
usia pensiun Guru Besar kepada Menteri Pendidikan
Nasional selambat-lambatnya 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan
sebelum Guru Besar vang bersangkutan mencapal usia 65
(enam puluh lima) tahun dengan melampirkan:

1. Surat keterangan kesehatan jasmani dan roham dan
Tim Penguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil;

2. Daftar Penmilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dua
tahun terakhir;

3. Surat persetujuan senat perguruan tinggl atau senat
akademik.

Pasal 3
(1) Usul perpanjangan batas wusia pensiun Guru Besar
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b,
disampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional dengan

tembusan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

(2) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas dasar tembusan
sehagaimana dimaksud pada avat (1), memberikan
pertimbangan kepada Menteri Pendidikan Nasional atau

menolak dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).

(3) Berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pendidikan
Tinggi, Menter1 Pendidikan Nasional menyetuyyu atau
menolak usul perpanjangan batas usia pensiun Guru Besar
selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum Guru Besar
mencapal batas usia pensiun.

Pasal 4

(1) Guru Besar vang telah mengakhiri masa jabatannya karena
pensiun dapat diangkat kembali menjadi Guru Besar Emeritus
di perguruan tinggi vang bersangkutan sebagail penghargaan
1stimewa dari senat perguruan tinggil atau senat akademik
setelah memenuhi persyaratan dan prosedur tata cara
pengangkatan Guru Besar Emeritus.

(2) Persvaratan pengangkatan Guru Besar Ementus meiiputi:




a. sehat ] asmani dan rokhan yvang dibuktikan dengan surat
keterangan dan dokter;
mampu melaksanakan tugas mengajar dan penelitian;

c¢. mendapat persetujuan senat perguruan tinggl atau senat
akademik dan diusulkan oleh rektor/ketua sekolah tinggi.

(3) Tata cara pengangkatan Guru Besar Emeritus sebagai berikut:

a. Ketua Jurusan bersama korp dosen membahas rencana
pengangkatan dan mengka)ji pemenuhan persyvaratan
Guru Besar Emeritus vang diusulkan serta memberikan
pertimbangan kepada rektor/ketua sekolah tingg:.

b. Rektor/ketua sekolah tinggi dengan berdasarkan
persetujuan senat perguruan tinggl atau senat akademik
dapat menolak atau mengajukan usul pengangkatan Guru
Besar Emenritus kepada Menteri Pendidikan Nasional
dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pendidikan
Tinggl dengan melampirkan:

1. surat jaminan bahwa semua konsekuensi biava alabat
penetapan Guru Besar Emeritus menjadi tanggung
jawab perguruan tinggi;

2. kelengkapan persyvaratan sebagai Guru Besar Emeri-
tus.

Pasal 5

(1) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggl atas dasar tembusan
surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b
memberikan pertimbangan kepada Menteri Pendidikan
Nasional atau menolak dengan memperhatikan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

(2) Berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pendidikan
Tinggl sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri
Pendidikan Nasional menyetujmi atau menolak usul
pengangkatan.

Pasal 6

Tata cara perpanjangan batas usia pensiun Guru Besar dan
pengangkatan Guru Besar Emeritus dan perguruan tinggil vang
diselenggarakan oleh Departemen lain atau Lembaga Pemerintah
Non Departemen berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 sampal dengan Pasal 5, ciengan ketentuan usulan vang
bersangkutan diajukan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga
Pemerintah Non Departemen vang bertanggungjawab




atas penyelenggaraan perguruan tinggl yvang bersangkutan kepada
Menter: Pendidikan Nasional.

Pasal 7

(1) Tata cara perpanjangan batas usia pensiun untuk Guru Besar
vang dipekerjakan pada perguruan tinggl swasta, selain
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) harus diusulkan oleh penyelenggara perguruan tinggi

berdasarkan wusul rektor/ketua sekolah tingg1  vang
bersangkutan kepada Menteri Pendidikan Nlasional melalm
Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta.

(2) Usul Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud

pada avat (1) dan lampirannya ditembuskan kepada Direktur
Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 8

(1) Perpanjangan batas usia pensiun pegawal negeri sipil (PNS)
vang menjabat Guru Besar dan pengangkatan Guru Besar
Emeritus pada perguruan tinggl vang diselenggarakan oleh
pemerintah ditetapkan dengan Keputusan Menter: Pendidikan
Nasional.

(2) Keputusan Menter: sebagaimana dimaksud pada awvat (1)
dibuat paling sedikit dalam rangkap 7 (tujuh) dan ditembuskan

kepada:

a. Presiden;

b. Kepala Badan Kepegawaian Negara;

c. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;

d. Kepala Kantor Pelavanan dan Perbendaharaan Negara;

e. Pimpinan Perguruan Tinggl vang bersanghkutan;

F. Kepala Biro Kepegawalan Departemen Pendidikan

MNasional.
Pasal 9

(1) Guru Besar yang diangkat sebagal Guru Besar Emeritus berhak;

a. memanfaatkan sarana, prasarana dan fasilitas kerja sesua

dengan penugasan oleh pimpinan perguruan tinggil vang
bersangkutan;

b. membimbing dosen dan mengajar mahasiswa program
pascasarjana;




¢. memberi saran/pertimbangan kepada pimpinan perguruan

tinggl;

(2) Guru Besar Emeritus tidak dapat diangkat sebagan:

4. unsur pimpinan perguruan tinggl atau senat perguruan

tinggl pada perguruan tinggil vang belum badan hukum
milik negara;

. unsur pimpinan perguruan tinggl, anggota Senat

Akademik, angpgota Dewan Audit, atau anggota Majelis
Wali Amanat vang mewakili perguruan tinggi pada
perguruan tinggi badan hukum milik negara.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Menter:i ini, Peraturan Menten
Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2005 tentang Persvaratan
dan Tata Cara Perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar dan
Pengangkatan Guru Besar Emeritus dinvatakan tidak berlaku.

mal 11

Peraturan Menteri in1 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2006

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD

BAMBANG SUDIBYO




PROGRAM INSENTIF
PENERBITAN ARTIKEL ILMIAH
PADA JURNAL INTERNASIONAL

A. LATAR BELAKANG

Diseminasi hasil penelitian pada dasarnya tidak dapat
dipisahkan dar1 kegiatan penelitan secara keseluruhan.
Diseminasi dapat digunakan sebagai indikator kualitas penelian
melalu publikasi pada jurnal ilmiah vang bermutu.

Dalam masyarakat ilmiah yvang relatif belum berkembang,
kegiatan diseminasi melalul penelaahan mitra bestari perlu diber:
dorongan dan insentif yang memadai. Adanya bantuan tersebut
diharapkan dapat memingkatkan gairah peneliti Indonesia untuk
mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal ilmiah bertaraf
internasional.

B. TUJUAN

Mendorong dan meningkatkan gairahan para peneliti Indo-
nesia vang telah menghasilkan penelitian vang bermutu untuk
mempublikasikan hasil penelitiannyva dalam jurnal ilmiah vang
bertaraf internasional.

C. JUMLAH INSENTIF

Insentif penerbitan artikel ilmiah diberikan maksimum
sebesar Rp 5 juta dipotong pajak sesuai ketentuan vang berlaku,
ditambah biaya publikasi (bila ada, yang ditunjukkan dengan bukti
tagihan dan pembayaran). Besarnya biaya publikasi yvang diberikan
tergantung kepada penilaian kelayakan dan ketersediaan dana

(DIPA).
D. MEKANISME EVALUASI

1. Persyaraian

1. Insentif diberikan kepada peneliti perguruan tinggl vang
artikelnya telah diterbitkan dalam jurnal ilmiah bertaraf
internasional (bukan proseding) dalam 3 tahun terakhir.
Artikel vang sedang diproses untuk diterbitkan, tidak
dapat disertakan untuk di evaluasi.

2. Artikel ilmiah ditulis dalam salah satu bahasa resmi dalam
forum PBB: Inggris, Perancis, Spanyol, Cina dan Arab.

3. Artikel ilmiah termaksud merupakan hasil penelitian vang
dibiayai oleh pemerintah Indonesia, dan bukan bagian tesis
atau disertasi yvang diajukan di perguruan tinggi luar
negeri.

4. Pengusul yang diperbolehkan mengikuti program im




adalah peneliti atau penulis dari perguruan tingg:1 di hngkungan
Depdiknas.

b.

6.

7.

Pengusul adalah penulis pertama. Jumlah penulis dalam
artikel 1lmiah tersebut maksimal 5 orang, sedangkan
bantuan insentif penerbitan hanva diberikan kepada
penulis pertama.

Nama institusi penulis pertama harus dicantumkan dalam
terbitan termaksud.

Pengusul diperbolehkan mengusulkan lebih dari 1 (satu)
artikel tetapn hanyva diperbolehkan menerima 1 (satu)

hibah. Usulan lebih dari 1 (satu) supaya dijplid terpisah.

8.

Pengusul hanva diperbolehkan menerima 1 (satu) kah
insentif, akan tetapi dapat mengusulkan biaya bantuan
publikasi untuk penerbitan berikutnya (satu judul per

tahun).

i

Pengusul harus mengisi format Usulan Insentif Penerbitan
Artikel Ilmiah.

2. Kriteria Penilaian

1.

Peringkat/kualitas jurnal ilmiah vang menerbitkan artikel
harus baik vang ditandai oleh citation index yang tinggi.
Substansi artikel harus mencerminkan adanva kontribusi
terhadap pengembangan iptek, termasuk aspek originalitas
serta inovasi.

Artikel ilmiah yang diusulkan harus selaras dengan hidang
1lmu vang ditekuni pengusul.

Jadwal

Usulan insentif penerbitan artikel ilmiah supaya
disampaikan selambat-lambatnva tanggal 30 September
setiap tahunnva, wvang akan dievaluasi pada bulan
berikutnva. Dana insentif akan diberikan selambat-
lambatnya pada bulan November.

Pengamhbilan Keputusan

Usulan yvang masuk akan dinilai secara kompetitif oleh
para pakar yvang ditunjuk oleh Direktur P2M, Ditjen Dikti.
Hasil evaluasi akan disampaikan kepada Dirjen Dikti
untuk diputuskan.

Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggil - Depdiknas

Wisma Aldiron Dirgantara, Jalan Gatot Subroto Kav. 72

Pancoran Jakarta
Telpon 021-T9188073, Faks 79188074;
http:www.dikti.org/p3m; E-mail: pdm@diktiorg




Berkas usulan seperti format terlampir, diajukan 3 rangkap (1
asli dan 2 fotokopi), vang masing-masing dikemas dalam sampul
biru tua, dilengkapi lampiran contoh artikel asli, fotokopi sampul
judul, halaman identitas dan daftar dewan redaksi serta gambaran
umum jurnal, daftar is1 yang memuat artikel terkait, dan petunjuk
pemg]an, dikirim atau diantar langsung ke alamat:

Usulan in1 harus menggunakan sampul depan berwarna Biru
Tua:

Logo
Perguruan Tingg

USULAN
PROGRAM INSENTIF PENERBITAN ARTIKEL ILMIAH

NAMA PENGUSUL

NAMA PERGURUAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN




Lembar Pengesahan
Program Insentif Penerbitan Artikel Ilmiah

1. Identitas Jurnal [lmiah (tempat artikel diterbitkan)

a) Nama Jurnal: ... e e e e
b) Bidang Imu ™) . e et e e e e e
c¢) Alamat Redaksl ...
d) Penerbit . e e e
e) Tel/bln/Thn diterbitkan:.......ccccooiiiniiniiiiiie i
2. Identitas Penelitian (vang menghasilkan artikel)
a) Nama program ...,
b) Nomor kontrak : ...

¢) Lembaga sumber (dana): ........cccccoceiveeeee.
d) Lembaga/tempat penelitian :....................

3. Identitas pengusul (penulis pertama)

a) Nama lengkap .. e e

b) Jenis kelamin: L /P

¢) Tempat/tgl lahir ...

d) Disiplin Hmu *) s

e) FaklJurusan/PS:.......cooiiieeiicieiiiieeevensineee

) Alamat kantor:........cciinenn o cneeennes

) Telpon/Faks ... e

h) Alamat Rumah: ...

1) Telepon/Faks 1.
D E-mail o

4) Lampiran contoh/reprint artikel i1lmiah ash dan 2
fotokopinya.Selanjutnya sampaikan pula fotokopi sampul
jurnal, halaman identitas dan daftar dewan redaksi serta
gambaran umum jurnal, daftar isi nomor yang memuat artikel
terkait dan petunjuk penulisan.

................. R 200..

Mengetahui, Pengusul,
Dekan/Ketua Kelembagaan, Cap
dan Tanda tangan

Tanda tangan

Nama lengkap Nama lengkap
NIP NIP

#1* a) Kesehatan, b) Hukum, ¢) Sosial Humaniora,d) Pertanian, ) MIP A, £) Kependidikan ) Rekayasa, h)
Ekonomi, i) Keolahragamm, §| Acama, k) Sastra Filsafat, 1) Pribodogs,




DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG EEPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG
GURU DAN DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a.b.c.d. bahwa pembangunan nasional dalam hidang
pendidikan  adalah  upava mencerdaskan
kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas
manusia Indonesia vang beriman, bertakwa, dan
berakhlak mulia serta menguasai ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni dalam
mewujudkan masyvarakat wvang maju, adil,
makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945; bahwa untuk menjamin
perluasan dan pemerataan akses, peningkatan
mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan vang
baik dan akuntabilitas pendidikan vang mampu
menghadapi tantangan sesual dengan tuntutan
perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global
perlu dilakukan pemberdavaan dan pemingkatan
mutu guru dan dosen secara terencana, terarah,
dan berkesinambungan; bahwa guru dan dosen
mempunyal fungsi, peran, dan kedudukan vang
sangat strategis dalam pembangunan nasional
dalam hidang pendidikan sebagaimana dimaksud
pada hurut a sehingga perlu dikembangkan
sehagalr profes1 wvang bermartabat; bahwa
berdasarkan pertimbangan sehagaimana
dimaksud pada hurufa, huruf b, dan huruf ¢ perlu
dibentuk Undang-Undang tentang Guru dan
Dosen.

Mengingat : 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada hurufa, hurut b, dan hurut ¢ perlu
dibentuk Undang-Undang tentang Guru dan

38 Dosen.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara




Republhk Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG GURU DAN
DOSEN.
BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama
mendidik, mengajar, membimhing, mengarahkan, melatih,
menilal, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak
usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan

nd.idikan menengah.

2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas
utama mentransformasikan, mengembangkan, dan
menyebarluaskan 1lmu pengetahuan, teknologi, dan sem
melalul pendidikan, penelitian, dan pengabdian Lkepada
masyarakat.

3.  Guru besar atau profesor vang selanjutnva disebut profesor
adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen vang masih
mengajar di ingkungan satuan pendidikan tinggi.

4. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan vang dilakukan
oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan
vang memerlukan keahlhan, kemahiran, atau kecakapan vang
memenuhi  standar mutu atau norma tertentu serta
memerlukan pendidikan profesi.

5. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, pemerintah
daerah, atau masyarakat vang menvelenggarakan pendidikan
da jalur pendidikan formal.

6. Satuan pendidikan adalah kelompok lavanan pendidikan vang
menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal
dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

5

garjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah
perjanjian tertulis antara guru atau dosen dengan
penyvelenpggara pendidikan atau satuan pendidikan vang
memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para
pthak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah
pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama
guru atau dosen karena sesuatu hal vang mengakibatkan
berakhirnya hak dan kewapban antara guru atau dosen dan
penvelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Kualifikasi akademik adalah 1jazah jenjang pendidikan
akademik vang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai
dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat
penugasan.

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan,
dan perilaku vang harus dimiliki, dihavati, dan dikuasai oleh
ru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk
guru dan dosen.

Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan
yvang diberikan kepada guru dan dosen sebagal tenaga
profesional.

Organisasi profesi guru adalah perkumpulan vang berbadan
hukum vang didiritkan dan diurus oleh guru untuk
mengembangkan profesionalitas guru.

Lembaga pendidikan tenaga kependidikan adalah perguruan
tinggl  wvang diberi  tugas oleh Pemerintah untuk
menyelenggarakmgram pengadaan guru pada pendidikan
anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar,
dan/atau pendidikan menengah, serta untuk
menyvelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan

en nonkependidikan.

Gaji adalah hak wvang diterima oleh guru atau dosen atas
pekerjaannyva dari penyelenggara pendidikan atau satuan
pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Penghasilan adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen




dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas
keprofesionalan vang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas
dasar prestasi dan mencerminkan martabat guru atau dosen
sehaai pendidik profesional.

17.

18.

19.
20.

21.

(1)

(2)

(1)

(2)

Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang;
daerah dengan kondisi masvarakat adat wvang terpencil;
daerah perbatasan dengan negara lain; daerah vang

mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah vang
berada dalam keadaanaururat lain.

Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia
nonpemerintah vang mempunyal perhatian dan peranan
dalam bidang pendﬁkan.

Pemerintah adalah pemerintah pusat.

Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah
kabupaten, atau perraintah kota.

Menter1 adalah mentern vang menangam  urusan
pemerintahan dalam hidang pendidikan nasional.

BABU
KEDUDUEKAN, FUNGSI, DAN TUJUAN
Pasal 2

Guru mempunvail kedudukan sebagai tenaga profesional pada
jenjang p ikan dasar, pendidikan menengah, dan
pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal vang
diangkat sesual dengan peraturan perundang-undangan.

Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional
sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) dibuktikan dengan
sertifikat pendidik.

Pasal 3

Dosen mempunyvail kedudukan sebagai tenaga profesional pada
jenjang pendidikan tinggl vang diangkat sesual dengan
peraturan perundang-undangan.

Pengakuan kedudukan dosen sebagal tenaga profesional
sehagaimana dimaksud pada avat (1) dibuktikan dengan
sertifikat pendidik.




Pasal 4

Kedudukan guru sebagar tenaga profesional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 avat (1) berfungsi untuk meningkatkan
martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi
untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Pasal 5

Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana
dimaksud pada Pasal 3 avat (1) berfungsi untuk meningkatkan
martabat dan peran dosen sebagail agen pembelajaran, pengembang
1lmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi kepada
masyvarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan
nasional.

Pasal 6

Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan
untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan
tujuan pendidikan nasional, vaitu berkembangnva potensi peserta
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,
kreatif, mandirn, serta menjadi warga negara vang demokratis dan
bertanggung jawab.

BABIII
PRINSIP PROFESIONALITAS
Pasal 7

(1) Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan
khusus wvang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai
berikut:

a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;

b. memiliki  komitmen untuk  meningkatkan < mutu
pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;

c. memiliki  kuahfikasi akademik dan latar belakang
pendidikan sesual dengan lidang tugas;

d. memiliki kompetensi vang diperlukan sesuai dengan
bidang tugas;

e. memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas
keprofesionalan;

f. memperoleh penghasilan vang ditentukan sesual dengan
prestasi kerja;

g. memiliki kesempatan untuk mengembangkan
keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar




sepanjang hayat;

h. memiliki jaminan  perlindungan  hukum  dalam
melaksanakan tugas keprofesionalan; dan

1. memiliki organisasi profesi vang mempunyail kewenangan
mengatur hal-hal wvang berkaitan dengan tugas
keprofesionalan guru.

(2) Pemberdavaan profesi guru atau pemberdavaan profesi dosen
diselenggarakan melalul pengembangan din vang dilakukan
secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan
berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia,
nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan
kode etik profesi.

BAB IV
GURU

Bagian Kesatu
Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi

Pasal 8
Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat
pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan
untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 9

Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal &
diperoleh melalu pendidikan tinggl program sarjana atau program
diploma empat.

Pasal 10

(1) Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian,
kompetensi sosial, dan kompetensi profesional vang diperoleh
melalul pendidikan profesi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru
sehagaimana dimaksud pada avat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 11
(1) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal &
diberikan kepada guru vang telah memenuhi persvaratan.

(2) sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tingg
vang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yvang




(3)

(4)

terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.

sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan,
dan akuntabel.

Ketentuan lebih lanjut mengenar  sertifikasi  pendidik
sebhagaimana dimaksud pada avat (2) dan avat (3) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

setiap orang vang telah memperoleh sertifikat pendidik memailila
kesempatan vang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan
pendidikan tertentu.

(1)

(2)

(1)

Pasal 13

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menvediakan
anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan
sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan vang diangkat
oleh satuan pendidikan wvang diselenggarakan oleh
Pemerintah, pemerintah daerah, dan masvarakat.

Ketentuan lebih lanjut mengenal anggaran untuk peningkatan
kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik sebagaimana
dimaksud pada avat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban
Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:

a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup min-
mum dan jaminan kesejahteraan sosial;

b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesual dengan
tugas dan prestasi kerja;

c¢. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan
hak atas kekayaan intelektual;

d. memperoleh kesempatan untuk menmngkatkan kompetensi;

e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana
pembelajaran  untuk menunjang kelancaran tugas
keprofesionalan;

f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut
menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau




(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

sanksi kepada peserta didik sesual dengan kaidah
pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-
undangan;

g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam
melaksanakan tugas;

h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam orgamsasi
profesi;

1. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan
kebijakan pendidikan;

. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan
meningkatkan kualhifikasi akademik dan kompetensi; dan/
atau

k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam
hidangnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak guru sebagaimana

dimaksud pada avat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 avat (1) huruf a meliputi gaji pokolk,
tunjangan yang melekat pada gan, serta penghasilan lain
bherupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan
khusus, dan maslahat tambahan vang terkait dengan tugasnya
sehbagal guru vang ditetapkan dengan prinsip penghargaan
atas dasar prestasi.

Guru  wvang diangkat oleh satuan pendidikan vang
diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah
diber gaji sesual dengan peraturan perundang-undangan.

Guru vang diangkat oleh satuan pendidikan vang
diselenggarakan oleh masyarakat dibenn gaj berdasarkan
perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Pasal 16

Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 avat (1) kepada guru vang telah
memihiki sertifikat pendidik vang diangkat oleh penyelenggara
pendidikan dan/atau satuan pendidikan vang diselenggarakan
oleh masvarakat.

Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada avat (1)
diberikan setara dengan 1 (satu) kafi gaji pokok guru vang
diangkat oleh satuan pendidikan vang diselenggarakan oleh
Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja,
dan kualifikasi vang sama.

Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada avat (1)




dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara
(APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah
(APBD).

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Ketentuan lebih lanjut mengenal tunjangan profesi guru
sehagaimana dimaksud pada avat (1), ayat (2), dan avat (3)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah membenkan
tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
avat (1) kepada guru vang diangkat oleh satuan pendidikan
vang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah
daerah.

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan subsidi
tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
avat (1) kepada guru yvang diangkat oleh satuan pendidikan
vang diselenggarakan oleh masvarakat sesual dengan
peraturan perundang-undangan.

Tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada
avat (2) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan helanja
negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 18

Pemerintah memberikan tunjangan khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru vang bertugas
di daerah khusus.

Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan setara dengan 1 (satu) kah gaji pokok guru vang
diangkat oleh satuan pendidikan vang diselenggarakan oleh
Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja,
dan kualifikasi vang sama.

Guru vang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah
di daerah khusus, berhak atas rumah dinas vang disediakan
oleh pemerintah daerah sesual dengan kewenangan.

Ketentuan lebih  lanjut mengenar tumjangan khusus
sehagaimana dimaksud pada avat (1), avat (2), dan avat (3)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15




avat (1) merupakan tambahan kesgahteraan vang diperoleh dalam
bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan
penghargaan bagi guru, serta kemudahan untuk memperoleh
pendidikan bagi putra dan putr1 guru, pelavanan kesehatan, atau
bentuk kesejahteraan lain.

(2) Pemerintah dan/atau  pemerintah daerah menjamin
terwujudnya maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada
avat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenar maslahat tambahan
sehagaimana dimaksud pada avat (1) dan ayvat (2) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban:

a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses
pembelajaran vang bermutu, serta menilal dan mengevaluasi
hasil pembelajaran;

b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan
kompetens: secara herkelanjutan sejalan dengan
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar
pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi
fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial
ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;

d. menjunjung tinggl peraturan perundang-undangan, hukum,
dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan

e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;

Bagian Ketiga
Wajib Kerja dan lkatan Dinas
Pasal 21

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat memberlakukan
ketentuan wajib kerja kepada guru danfatau warga negara
Indonesia lainnva vang memenuhi kualhifikasi akademik dan
kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagail guru di daerah
khusus di wilavah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenal penugasan warga negara
Indonesia sebagail guru dalam keadaan darurat sebagaimana
dimaksud pada avat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.




(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 22

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat menetapkan
pola 1katan dinas bagi calon guru untuk memenuhi
kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau
kepentingan pembangunan daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bagi calon
guru sebagaimana dimaksud pada avat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

Pemerintah mengembangkan sistem pendidikan guru ikatan
dinas berasrama di lembaga pendidikan tenaga kependidikan
untuk menjamin efisiensi dan mutu pendidikan.

Kurikulum pendidikan guru pada lembaga pendidikan tenaga
kependidikan sebagaimana dimaksud pada avat (1) harus
mengembangkan  kompetensi  vang  diperlukan  untuk
mendukung pelaksanaan pendidikan nasional, pendidikan
hertarat internasional, dan pendidikan berbasis keunggulan

lakal.

Bagian Keempat

Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian

Pasal 24

Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam
jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi
secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan
pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal serta untuk
menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah
vang diselenggarakan oleh Pemerintah.

Pemerintah provinsi wajib memenuhi kebutuhan guru, baik
dalam jumlah, kualhfikasi akademik, maupun dalam
kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan
pendidikan menengah dan pendidikan khusus sesual dengan
kewenangan.

Pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi kebutuhan guru,
baik dalam jumlah, kualifikasi aka 1k, maupun dalam
kompetensi secara merata untuk men in keberlangsungan
pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dim jalur
pendidikan formal sesuai dengan kewermgan.

Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan anak usia




dimi jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan
menengah vang diselenggarakan oleh masyvarakat wajb memenuh
kebutuhan guru-tetap, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik,
maupun kompetensinva untuk menjamin keberlangsungan
pendidikan.

Pasal 25

(1) Pengangkatan dan penempatan guru dilakukan secara objektif
dan transparan sesual dengan peraturan perundang-
undangan.

(2) Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan
vang diselenggarakan Pemerintah atau pemerintah daerah
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan
vang  diselenggarakan  masvarakat dilakukan  oleh
penvelenggara pendidikan atau satuan pendidikan wvang
bersangkutan berdasarkan peijanjian kerja atau kesepakatan
keija bersama.

Pasal 26

(1) Guruvang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah
dapat ditempatkan pada jabatan struktural.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenal penempatan guru vang
diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada
jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 27

Tenaga kerja asing vang dipekerjakan sebagal guru pada satuan
pendidikan di Indonesia wajib mematuhi kode etik guru dan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Guruvang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah
dapat dipindahtugaskan antarprovinsi, antarkabupaten/
antarkota, antarkecamatan maupun antarsatuan pendidikan
karena alasan kebutuhan satuan pendidikan dan/atau
promaosi.

(2) Guruvang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah
dapat mengajukan permohonan pindah tugas, bak
antarprovinsi, antarkabupaten/antarkota, antarkecamatan
maupun antarsatuan pendidikan sesual dengan peraturan
perundang-undangan.




(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

Dalam hal permohonan kepindahan dikabulkan, Pemerintah
atau pemerintah daerah memfasilitasi kepindahan guru
sehagaimana dimaksud pada avat (2) sesual dengan
kewenangan.

Pemindahan guru pada satuan  pendidikan  vang
diselenggarakan oleh masvarakat diatur oleh penyelenggara
pendidikan atau satuan pendidikan vang bersangkutan
berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Ketentuan lebih  lanjut  mengenai  pemindahan guru
sehagaimana dimaksud pada avat (1), ayvat (2), dan avat (3)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 29

Guru yvang bertugas di daerah khusus memperoleh hak vang
meliputi kenaikan pangkat rutin secara otomatis, kenaikan
pangkat istimewa sebanvak 1 (satu) kali, dan perlindungan
dalam pelaksanaan tugas.

Guru vang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah
wajilbh menandatangani pernvataan kesanggupan untuk
ditugaskan di daerah khusus paling sedikit selama 2 (dua)
tahun.

Guru vang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah
vang telah bertugas selama 2 (dua) tahun atau lebih di daerah
khusus berhak pindah tugas setelah tersedia guru pengganti

Dalam hal terjadi kekosongan guru, Pemerintah atau
pemerintah daerah wajb menvediakan guru pengganti untuk
menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada satuan
pendidikan vang bersangkutan.

KH‘tHI‘l‘tLBl lebih lanjut mengenai guru vang bertugas di daerah
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayvat (2), avat (3),
dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

Guru dapat diberhentikan dengan hormat darn jabatannyva
sebagail guru karena:

meninggal duma;

mencapai batas usia pensiun;

atas permintaan sendiry

sakit jasmani danfatau roham sehingga tidak dapat
melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua
bhelas) bulan; atan

po PR




(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

e. berakhirnya perjanpan kerja atau kesepakatan kerja
bersama antara guru dan penvelenggara pendidikan.

Guru dapat diberhentikan tidak dengan hormat dan jabatan

sebagal guru karena:

a. melanggar sumpah dan janj jabatan;

b. melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja
bersama; atau

¢. melalaikan kewajban dalam menjalankan tugas selama 1
(satu) bulan ataumih secara terus-menerus.

Pemberhentian guru sebhagaimana dimaksud pada avat (1) dan

avat (2) dilakukan sesual dengan peraturan perundang-

undangan.

Pemberhentian guru karena batas usia pensiun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 60 (enam
puluh) tahun.

Guru vang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah
vang diberhentikan dar1 jabatan sebagai guru, kecuah
sehagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a dan huruf b,
tidak dengan sendirinyva diberhentikan sebagai pegawai negern
sipil.

Pasal 31

Pemberhentian guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
ayvat (2) dapat dilakukan setelah guru wvang bersangkutan
dibert kesempatan untuk membela diri.

Guru pada satuan pendidikan vang diselenggarakan oleh
masvarakat vang diberhentikan dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuai
dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Bagian Kelima
Pembinaan dan Pengembangan
Pasal 32
Pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan
pengembangan profesi dan karier.

Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana
dimaksud pada avat (1) melputi kompetensi pedagogik,
kompetensi: kepnbadian, kompetensi sosial, dan kompetensi
profesional.

Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dilakukan melalw jabatan fungsional.




(4)

Pembinaan dan pengembangan karier guru sebagaimana
dimaksud pada avat (1) melputi penugasan, kenaikan
pangkat, dan promosi.

Pasal 33

Kehijjakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan
karier guru pada satuan pendidikan vang diselenggarakan oleh
Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat ditetapkan
dengan peraturan Menteri.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 34

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan
mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru
pada satuan pendidikan vang diselenggarakan oleh
Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyvarakat.

satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masvarakat
wajlbh membina dan mengembangkan kualifikasi akadenmik
dan kompetensi guru.

Pemerintah dan pemerintah daerah wapb memberikan
anggaran untuk  meningkatkan  profesionalitas dan
pengahdian  guru  pada  satuan pendidikan  vang
diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/
atau masyarakat.

Pasal 35

Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok vaitu
merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran,
menilal hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta
didik, serta melaksanakan tugas tambahan.

Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada avat (1) adalah
sekurang-kurangnva 24 (dua puluh empat) jam tatap muka
dan sebanvak-banvaknva 40 (empat puluh) jam tatap muka
dalam 1 (satu) minggu.

Ketentuan lebih lanjut mengenai heban kerja guru
sehbagaimana dimaksud pada avat (1) dan avat (2) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam
Penghargaan
Pasal 36

Guru vang berprestasi, berdedikasi luar hiasa, dan/atau
bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan.




(2) Guru vang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus
memperoleh penghargaan dari Pemerintah, pemerintah
daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 37

(1) Penghargaan dapat diberikan oleh Pemerintah, pemerintah
daerah, masvarakat, orgamsasi profesi, dan/atau satuan
pendidikan.

(2) Penghargaan dapat diberikan pada tingkat sekolah, tingkat
desa/kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota,
tingkat provinsi, tingkat nasional, dan/atau tingkat
internasional.

(3) Penghargaan kepada guru dapat diberikan dalam bentuk
tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam,
dan/atau bentuk penghargaan lain.

(4) Penghargaan kepada guru dilaksanakan dalam rangka
memperingatl hari ulang tahun kemerdekaan Republik In-
donesia, hari ulang tahun provinsi, har1 ulang tahun
kabupaten/kota, hari ulang tahun satuan pendidikan, hari
pendidikan nasional, hari guru nasional, dan/atau hari besar
lain.

(5) Btentuan lebih lanjut mengenal pemberian penghargaan
sebagaimana dimaksud pada ayvat (1), avat (2), avat (3), dan
ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38

Pemerintah dapat menetapkan hari guru nasional sebaga
penghargaan kepada guru wvang diatur dengan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Perlindungan
Pasal 39
(1) Pemerintah, pemerintah daerah, masvarakat, organisasi

profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan
perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada avat (1) meliputi
perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta
perlindungan keselamatan dan kesehatan kena.

(3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada avat (2)
mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan,
ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau

197




(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

(3)
(4)

perlakuan tidak adil dari pithak peserta didik, orang tua
peserta didik, masvarakat, birokrasi, atau pihak lain.
Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada avat (2)
mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja
vang tidak sesual dengan peraturan perundang- undangan,
pemberian imbalan vang tidak wajar, pembatasan dalam
menvampalkan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan
pembatasan/pelarangan lain vang dapat menghambat guru
dalam melaksanakan tugas.

Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap
risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran
pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja,
dan/atau risiko lain.
Bagian Kedelapan
Cuti
Pasal 40
Guru memperoleh cuti sesual dengan peraturan perundang-

undangan.

Guru dapat memperoleh cuti untuk studi dengan tetap
memperoleh hak gaj penuh.

Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti sebagaimana dimaksud
pada avat (1) dan avat (2) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Bagian Kesembilan
Organisasi Profesi dan Kode Etik
Pasal 41
Guru membentuk orgamsasi profesi vang bersifat imdependen.

Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada avat (1)
berfungst  untuk memajukan  profesi, meningkatkan
kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan
profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Guru wajih menjadi anggota urgamasi profesi.

Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan sesual dengan peraturan perundang-
undangan.




(5)

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memfasihtasi

organisasi profesi guru dalam pelaksanaan pembinaan dan

pengembangan profesi guru.

Pasal 42

Organisasi profesi guru mempunyvail kewenangan:

P RPTR

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

menetapkan dan menegakkan kode etik guru;

memberikan bantuan hukum kepada guru;

memberikan perlindungan profes: guru;

melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru; dan
memajukan pendidikan nasional.

Pasal 43

Untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat
guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan, organisasi
profesi guru membentuk kode etik.

Kode etik sebagaimana dimaksud pada avat (1) berisi norma
dan etika vang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan
tugas keprofesionalan.

Pasal 44

Dewan kehormatan guru dibentuk oleh organisasi profes:
guru.

Keanggotaan serta mekanisme kerja dewan kehormatan guru
sehagaimana dimaksud pada avat (1) diatur dalam anggaran
dasar organisasi profes: guru.

Dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kode etik guru dan
memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran
kode etik oleh guru.

Rekomendasi dewan kehormatan profesi guru sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) harus objektif, tidak diskriminatif, dan
tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi profesi
serta peraturan perundang-undangan.

Organisasi profesi guru wajib melaksanakan rekomendasi
dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat

(3)
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2003
TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a.

bahwa pembukaan Undang-Undan Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 194 mengamanatkan
Pemerintah Negara Indonesia vang melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan i1kut melaksanakan ketertiban
dunia vang berdasarkan kemerdekaan, perdamailan abad
dan keadilan sosial;

bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan
dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional
vang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada
Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa wvang diatur dengan
undang-undang;

. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin

pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu
serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk
menghadapi tantangan sesual dengan tuntutan perubahan
kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu
dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana,
terarah, dan berkesinambungan;

. bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang

Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu
diganti serta perlu disempurnakan agar sesual dengan
amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada hurut a, b, ¢, dan d perlu membentuk Undang- Undang
tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C avat (1), Pasal 31, dan

Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;




Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM

PENDIDIKAN NASIONAL.

6 BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam undang-undang im1 vang dimaksud dengan:

1.

Pendidikan adalah wusaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinva
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian
diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan vang diperlukan dirinyva, masvarakat, bangsa
dan negara.

Pendidikan nasional adalah pendidikan vang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik In-
donesia Tahun 1945 wvang berakar pada nilai-nilai agama,
kebudayvaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap
tuntutan perubahan zaman.

Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen
pendidikan vang saling terkait secara terpadu untuk mencapai
tujuan pendidikan nasional.

Peserta didik adalah anggota masyvarakat wvang berusaha
mengembangkan potensi dirt melalu proses pembelajaran
vang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan
tertentu.

Tenaga kependidikan adalah anggota masvarakat vang
mengabdikan dir1 dan  diangkat untuk menunjang
penvelenggaraan pendidikan.

Pendidik adalah tenaga kependidikan wvang berkualifikas:
sebagal guru, dosen, konselor, pamong belajar, widvaiswara,
tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain vang sesuai
dengan  kekhususannyva, serta  berpartisipasi dalam
menvelenggarakan pendidikan.




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Jalur pendidikan adalah wahana vang dilalul peserta didik
untuk mengembangkan potensi dirn dalam suatu proses
pendidikan vang sesuail dengan tujuan pendidikan.

Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan wvang
ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik,
tyjuan wvang akan dicapal, dan kemampuan vang
dikembangkan.

Jenis pendidikan adalah kelompok vang didasarkan pada
kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.

satuan pendidikan adalah kelompok layvanan pendidikan yvang
menvelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal,
dan informal pada setiap jenjang dan jemis pendidikan.

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan vang terstruktur
dan berjenjang vang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan
menengah, dan pendidikan tinggi.

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di  luar
pendidikan formal vang dapat dilaksanakan secara terstruktur
dan berjenjang.

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan
lingkungan

Pendidikan anak usia dinmi adalah suatu upayva pembinaan vang
dituyjukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam
tahun wvang dilakukan melalui pemberian rangsangan
pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan
jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam
memasukl pendidikan lebih lanjut.

Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan wvang peserta
didiknva terpisah dari pendidik dan pembelajarannva
menggunakan berbagal sumber belajar melalul teknologi
komunikasi, informasi, dan media lain.

Pendidikan berbasis masyvarakat adalah penvelenggaraan
pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budava,
aspirasi, dan potensi masvarakat sebagai perwujudan
pendidikan dari, oleh, dan untuk masvarakat.

standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang

sistem pendidikan di seluruh wilayvah hukum Negara Kesatuan
Republik Indonesia.




18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.

28,
29.

30.

Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus
ditkuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab
Pemerintah dan pemerintah daerah.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan
mengenal tujuan, 1si, dan bahan pelajaran serta cara vang
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan keglatan
pembelajaran untuk mencapal tujuan pendidikan tertentu.

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan
pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan bhelajar.

Ewvaluasi  pendidikan adalah kegiatan  pengendalian,
penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap
berbagal komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan
jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban
penvelenggaraan pendidikan.

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelavakan program
dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria vang telah
ditetapkan.

sumber dava pendidikan adalah segala sesuatu vang
dipergunakan dalam penvelenggaraan pendidikan vang
meliputi tenaga kependidikan, masyvarakat, dana, sarana, dan
prasarana.

Dewan  pendidikan adalah  lembaga mandiri  vang
beranggotakan berbagai unsur masvarakat wvang pedul
pendidikan.

Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri vang
beranggotakan orang tua/wal peserta didik, komunitas
sekolah, serta tokoh masvarakat vang peduli pendidikan.

Warga negara adalah warga negara Indonesia baik vang
tinggal di wilayvah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Bjupun di luar wilavah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masvarakat adalah kelompok warga negara Indonesia
nonpemerintah vang mempunyal perhatian dan peranan
dalam bidang pendig-{an.

Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah
kabupaten, ataiaemerintah kota.

Menteri adalah menter: yang bertanggung jawab dalam bidang
pendidikan nasional.




BABII
DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN
Pasal 2
Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa vang bermartabat
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
berkembangnyva potensi peserta didik agar menjadi manusia vang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara vang demokratis serta bertanggung jawah.

BAB III
PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

(1) Pendidikan  diselenggarakan  secara  demokratis dan
berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung
tinggil hak asasi manusia, nilal keagamaan, nilai kultural, dan
kemajemukan bangsa.

(2) Pendidikan diselenggarakan sebagal satu kesatuan wvang
sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.

(3) Pendidikan  diselenggarakan  sebagai suatu  proses
pembudayvaan dan pemberdayvaan peserta didik vang
berlangsung sepanjang havat.

(4) Pendidikan diselenggarakan dengan member: keteladanan,
membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas
peserta didik dalam proses pembelajaran.

(5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budava
membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga
masyarakat.

(6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdavakan semua
komponen masvarakat melallmn peran serta dalam
penvelenggaraan dan pengendalian mutu lavanan pendidikan.




(D

@)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2

(1)

(2)

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, ORANG TUA,
MASYARAEKAT, DAN PEMERINTAH
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajban Warga Negara

Pasal 5

Setlap warga negara mempunval hak vang sama untuk
memperoleh pendidikan vang bermutu.

Warga negara vang memiliki kelainan fisik, emosional, mental,

intelektual, danfatau sosial berhak memperoleh pendidikan
khusus.

Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta
masyarakat adat vang terpencil berhak memperoleh
pendidikan lavanan khusus.

Warga negara vang memiliki potensi kecerdasan dan bakat
1stimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

sSetiap warga negara berhak mendapat kesempatan
meningkatkan pendidikan sepanjang havat.

Pasal 6
Setlap warga negara vang berusia tujuh sampai dengan lima
belas tahun wajibh mengikuti pendidikan dasar.

Setilap  warga negara  bertanggung  jawab  terhadap
keberlangsungan penvelenggaraan pendidikan

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 7
Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan

pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan
pendidikan anaknyva.

Orang tua dari anak usia wapb belajar, berkewajiban
memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.




Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Masvarakat

Pasal 8

Masvarakat berhak berperan serta dalam perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Pasal 9

Masyarakat berkewapban memberikan dukungan sumber dava
dalam penvelenggaraan pendidikan.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pasal 10

Pemerintah dan pemerintah daerah herhak mengarahkan,
membimbing, membantu, dan mengawasi penvelenggaraan
pendidikan sesual dengan peraturan perundang-undangan vang
berlaku.

Pasal 11

(1) Pemerintah dan pemernntah daerah wapbh memberikan
lavanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranva
pendidikan vang bermutu bagl setiap warga negara tanpa
diskriminasi.

(2) Pemernntah dan pemerintah daerah wajb menjamin
tersedianva dana guna terselenggaranya pendidikan bag
setlap warga negara vang berusia tujuh sampal dengan lima
belas tahun.

BABV
PESERTA DIDIK

Pasal 12

(1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:

a. mendapatkan pendidikan agama sesual dengan agama
vang dianutnyva dan diajarkan oleh pendidik vang
seagama;

b. mendapatkan pelavanan pendidikan sesuail dengan bakat,
minat, dan kemampuannva;

c. mendapatkan beasiswa bagi vang berprestasi vang orang
tuanya tidak mampu memhbiaval pendidikannva;




d. mendapatkan biava pendidikan bagi mereka vang orang
tuanva tidak mampu memhbiayal pendidikannya;

e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan
pendidikan lain vang setara;

f. menvelesaikan program pendidikan sesuai1  dengan
kecepatan belajar masing-masing dan tidak menvimpang
dari ketentuan batas waktu vang ditetapkan.

(2) Setiap peserta didik berkewajban:

a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin
keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;

b. ikut menanggung biava penvelenggaraan pendidikan,
kecuali bag peserta didik vang dibebaskan dari kewajiban
tersebut sesuail dengan peraturan perundang-undangan
vang berlaku.

(3) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan
pendidikan vang diselenggarakan dalam wilavah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

(4) Ketentuan mengenar hak dan kewajiban peserta didik
sebagaimana dimaksud pada avat (1), avat (2), dan avat (3)
diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB VI
JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13
(1) Jalur pendidikan terdir1 atas pendidikan formal, nonformal,
dan informal vang dapat saling melengkapi dan memperkayva.
(2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
diselenggarakan dengan sistem terbuka melalul tatap muka
dan/atau melalu jarak jauh.
Pasal 14

Jemjang pendidikan formal terdirni atas pendidikan dasar,
pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Pasal 15

Jenis  pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan,
akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.




Pasal 16

Jalur, jenjang, dan jemis pendidikan dapat diwujudkan dalam
bentuk satuan pendidikan vang diselenggarakan oleh Pemerintah,
pemerintah daerah, dan/atau masyvarakat.

(1)

(2

(3)

(1
@)

(3)

(4)

(D

Bagian Kedua
Pendidikan Dasar

Pasal 17

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan vang
melandasi jenjang pendidikan menengah.

Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (5SD) dan madrasah
ibtidaivah (MI) atau bentuk lain vang sederajat serta sekolah
menengah pertama (SMFP) dan madrasah tsanawivah (MTs),
atau bentuk lain vang sederajat.

Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud
pada avat (1) dan avat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan
pemerintah.
Bagian Ketiga
Pendidikan Menengah

Pasal 18

Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.

Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah
umum dan pendidikan menengah kejuruan.

Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas
(SMA), madrasah alivah (MA), sekolah menengah kejuruan
(SME), dan madrasah alivah kejuruan (MAK), atau bentuk lain
vang sederajat.

Ketentuan mengenal pendidikan menengah sebagaimana
dimaksud pada avat (1), ayvat (2), dan avat (3) diatur lebih
lanjut dengan peraturan pemerintah.
Bagian Keempat
Pendidikan Tingg

Pasal 19

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah
pendidikan menengah vang mencakup program pendidikan
diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor vang
diselenggarakan oleh pendidikan tinggi.
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Pendidikan tinggl diselenggarakan dengan sistem terbuka.
Pasal 20

Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah
tinggl, institut, atau universitas.

Perguruan tinggi berkewajiban menvelenggarakan pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyvarakat.

Perguruan tinggi dapat menvelenggarakan program akademik,
profesi, dan/atau vokasi.

Ketentuan mengenail perguruan tinggi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), avat (2), dan avat (3) diatur lebih lanjut dengan
peraturan pemerintah.

Pasal 21

Perguruan tinggi vang memenuhi persyvaratan pendirian dan
dinvatakan berhak menvelenggarakan program pendidikan
tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau
vokasi  sesual  dengan  program  pendidikan  vang
diselenggarakannva.

Perseorangan, organisasi, atau penvelenggara pendidikan yang
bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik,
profesi, atau vokasi.

Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanva digunakan oleh
lulusan dar1 perguruan tingglr vang dinvatakan berhak
memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.

Penggunaan gelar akademik, profesi, atau wvokasi lulusan
perguruan tinggl hanva dibenarkan dalam bentuk dan
singkatan vang diterima dari perguruan tinggl vang
bersangkutan.

Penvelenggara pendidikan vang tidak memenuhi persvaratan
pendirian sebagaimana dimaksud pada avat (1) atau
penvelenggara pendidikan bukan perguruan tinggt vang
melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada avat (2)
dikenakan sanksi administratif  berupa penutupan
penvelenggaraan pendidikan.

Gelar akademik, profesi, atau vokasi vang dikeluarkan oleh
penvelenggara pendidikan vang tidak sesuai dengan ketentuan
avat (1) atau penyelenggara pendidikan vang bukan perguruan
tinggl sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dinvatakan tidak sah.




(7) Ketentuan mengenail gelar akadenmik, profesi, atau wvokasi
sehagaimana dimaksud pada avat (1), ayat (2), avat (3), avat
(4) ,avat(5),danavat (6) diatur lebih lanjut dengan peraturan
pemerintah.

Pasal 22

Universitas, institut, dan sekolah tinggi vang memiliki program
doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan (doktor hon-
oris causa) kepada setiap individu vang lavak memperoleh
penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa vang luar biasa dalam
bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyvarakatan, keagamaan,
kebudayaan, atau seni.

Pasal 23

(1) Pada umversitas, mstitut, dan sekolah tingg dapat diangkat
guru besar atau profesor sesual dengan peraturan perundang-
undangan vang berlaku.

(2) Sebutan guru besar atau profesor hanya dipergunakan selama
vang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai pendidik da
perguruan tinggi.

Pasal 24

(1) Dalam penvelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu
pengetahuan, pada perguruan tinggi berlaku kebebasan
akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi
keillmuan.

(2) Perguruan tinggl memiliki otonomi untuk mengelola sendin
lembaganyva sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi,
penehtian ilmiah, dan pengabdian kepada masvarakat.

(3) Perguruan tinggli dapat memperoleh sumber dana dan
masyvarakat wvang pengelolaannva dilakukan berdasarkan
prinsip akuntabilitas publik.

(4) Ketentuan mengenal penvelenggaraan pendidikan tinggm
sehagaimana dimaksud pada avat (1), avat (2), dan avat (3)
diatur lehih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 25

(1) Perguruan tinggl menetapkan persvaratan kelulusan untuk
mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
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Lulusan perguruan tinggl vang karyva ilmiahnyva digunakan
untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau wvokasi
terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnyva.

Ketentuan mengenal persyvaratan kelulusan dan pencabutan
gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud
pada avat (1) dan avat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan
pemerintah.
Bagian Kelima
Pendidikan Nonformal

Pasal 26

Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masvarakat
vang memerlukan lavanan pendidikan vang berfungsi sebagai
pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal
dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang havat.

Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi
peserta didik dengan penekanan pada penguasaan
pengetahuan dan keterampilan fungsional serta
pengembangan sikap dan kepnbadian profesional.

Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup,
pendidikan anak wusia dini, pendidikan kepemudaan,
pendidikan pemberdayvaan perempuan, pendidikan
keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja,
pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain vang dituyjukan
untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

sSatuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus,
lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar
masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan vang
sejenis.

Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masvarakat vang
memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan
hidup, dan sikap untuk mengembangkan dirl, mengembangkan
profesi, hekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan
pendidikan ke jenjang vang lebih tinggi.

Hasil pendidikan nonformal dapat dihargan setara dengan hasil
program pendidikan formal setelah melalul proses penilaian
penvetaraan oleh lembaga vang ditunjuk oleh Pemerintah atau
pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional
pendidikan.
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Ketentuan mengenai penyvelenggaraan pendidikan nonformal
sehagaimana dimaksud pada avat (1), ayat (2), avat (3), avat
(4) ,avat(5),danavat (6) diatur lebih lanjut dengan peraturan
pemerintah.

Bagian Keenam

Pendidikan Informal
Pasal 27

Kegiatan pendidikan informal vang dilakukan oleh keluarga
dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada avat (1) diakw
sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta
didik Iulus ujian sesuail dengan standar nasional pendidikan.

Ketentuan mengenal pengakuan hasil pendidikan informal
sebagaimana dimaksud pada avat (2) diatur lelih lanjut
dengan peraturan pemerintah.
Bagian Ketujuh
Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 28

Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang
pendidikan dasar.

Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalu jalur
pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.

Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal
berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau
bentuk lain vang sederajat.

Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal
berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak
(TPA), atau bentuk lain vang sederajat.

Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal
berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan vang
diselenggarakan oleh lingkungan. a

Ketentuan mengenal pendidikan anak usia dimi sebagaimana
dimaksud pada avat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur
lehih lanjut dengan peraturan pemerintah.
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Bagian Kedelapan
Pendidikan Kedinasan

Pasal 29

Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi vang
diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah
nondepartemen.

Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan
dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi
pegawal dan calon pegawal negeri suatu departemen atau
lembaga pemerintah nondepartemen.

Pendidikan  kedinasan  diselenggarakan melalu  jalur
pendidikan formal dan nonformal.

Ketentuan mengenar pendidikan kedinasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), avat (2), dan avat (3) diatur lebih lanjut
dengan peraturan pemerintah.
Bagian Kesembilan
Pendidikan Keagamaan

Pasal 30

Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah
dan/atau kelompok masyvarakat darn pemeluk agama, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta
didik menjadi anggota masyarakat vang memahami dan
mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanva dan/atau menjadi
ahli ilmu agama.

Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur
pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyvah,
pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain vang
sejenis. a
Ketentuan mengenal pendidikan keagamaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayvat (3), dan avat (4) diatur
lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
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Bagian Kesepuluh
Pendidikan Jarak Jauh

Pasal 31

Pendidikan jarak jauh diselenggarakan pada jalur, jenjang,
dan jenis pendidikan.

Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan lavanan
pendidikan kepada kelompok masvarakat vang tidak dapat
mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler.

Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbaga:
bentuk, modus, dan cakupan vang didukung oleh sarana dan
layanan belajar serta sistem penilaian vang menjamin mutu
lulusan sesual dengan standar nasional pendidikan.

Ketentuan mengenal penvelenggaraan pendidikan jarak jauh
sebagaimana dimaksud pada avat (1), ayat (2), dan avat (3)
diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kesebelas
Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.

Pasal 32

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik
vang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses
pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial,
dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat 1stimewa.

Pendidikan layvanan khusus merupakan pendidikan bag
peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masvarakat
adat wang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam,
hencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Ketentuan mengenal pelaksanaan pendidikan khusus dan
pendidikan layvanan khusus sebagaimana dimaksud pada avat
(1) dan avat (2) diatur lelnh lanjut dengan peraturan
pemerintah
BAB VII
BAHASA PENGANTAR

Pasal 33

Bahasa Indonesia sebagal Bahasa Negara menjadi bahasa
pengantar dalam pendidikan nasional.
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Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar
dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam
penvampalan pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.

Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada
satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan
berbahasa asing peserta didik.
BAE VIII
WALJIB BELAJAR

Pasal 34

setiap warga negara vang berusia 6 tahun dapat mengikut:
program wajib belajar.

Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin
terselenggaranva wanb  belajar minimal pada jenjang
pendidikan dasar tanpa memungut biava.

Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara vang
diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyvarakat.

Ketentuan mengenail wapb belajar sebagaimana dimaksud
pada avat (1), avat (2), dan avat (3) diatur lebih lanjut dengan
peraturan pemerintah.

BAB IX
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Pasal 35

Standar nasional pendidikan terdiri atas standar 1si1, proses,
kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan
prasarana, pengelolaan, pemhayvaan, dan penilaian
pendidikan vang harus ditingkatkan secara berencana dan

berkala.

standar mnasiwonal pendidikan digunakan sebagal acuan
pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan
prasarana, pengelolaan, dan pemhavaan.

Pengembangan  standar  nasional pendidikan serta
pemantauan dan pelaporan pencapalannva secara nasional
dilaksanakan oleh suatubadan standardisasi, penjaminan, dan
pengendalian mutu pendidikan.

Ketentuan  mengenai standar nasional pendidikan

sehagaimana dimaksud pada avat (1), avat (2), dan avat (3)
diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
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BABX
KURIKULUM

Pasal 36

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada
standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan
pendidikan nasional.

Kurikulum pada semua jenjang dan jemis pendidikan
dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesual dengan
satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.

Kurikulum disusun sesual dengan jenjang pendidikan dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan
memperhatikan:

peningkatan iman dan takwa;

peningkatan akhlak mula;

peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
keragaman potensi daerah dan ingkungan;

tuntutan pembangunan daerah dan nasional;

tuntutan dunia kerja;

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
agama;

dinamika perkembangan global; dan

persatuan nasional dan nilai-mlai kebangsaan.

TR ME an TR

Ketentuan mengenail pengembangan kurikulum sebagaimana
dimaksud pada avat (1), avat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut
dengan peraturan pemerintah.

Pasal 37

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:
pendidikan agama;

pendidikan kewarganegaraan;
bahasa;

matematika;

1lmu pengetahuan alam;

1lmu pengetahuan sosial;

seni dan budava;

pendidikan jasmani dan olahraga;
keterampilan/kejuruan; dan
muatan lokal.

TR e AR TR

Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:

a. pendidikan agama;
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b. pendidikan kewarganegaraan; dan

¢. bahasa.

Ketentuan mengenail kurikulum sebagaimana dimaksud pada
avat (1) dan avat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan
pemerintah.

Pasal 38

Kerangka dasar dan struktur kunkulum pendidikan dasar dan
menengah ditetapkan oleh Pemerintah.

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan
sesual dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan
pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi
dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama
kabupatenkota untuk pendidikan dasar dan provins: untuk
pendidikan menengah.

Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan
tinggl wang bersangkutan dengan mengacu pada standar
nasional pendidikan untuk setiap program studi.

Kerangka dasar dan strulktur kurikulum pendidikan tinggi
dikembangkan oleh perguruan tinggi vang bersangkutan
dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk
setiap program studi.
BAEB X1
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 39

Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi,
pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan
teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan
pendidikan.

Pendidik merupakan tenaga profesional wvang bertugas
merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran,
menilal hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan
pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Pasal 40

Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:
a. penghasilan dan jaminan kesgahteraan sosial vang pantas
dan memadai;
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penghargaan sesual dengan tugas dan prestasi kerja;

c. pembinaan karier sesual dengan tuntutan pengembangan
kualitas;

d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak
atas hasil kekavaan intelektual; dan

e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan
fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas.

Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:

a. menciptakan suasana pendidikan vang bermakna,
menvenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;

b. mempunvai komitmen  secara  profesional untuk
meningkatkan mutu pendidikan; dan

c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi,
dan kedudukan sesuail dengan kepercayvaan yvang diberikan
kepadanya.

Pasal 41

Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas
daerah.

Pengangkatan, penempatan, dan penvebaran pendidik dan
tenaga  kependidikan  diatur oleh  lembaga  vang
mengangkatnyva berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan
formal.

Pemerintah dan pemerintah daerah wapb memfasilitas:
satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan
vang diperlukan untuk menjamin  terselenggaranva
pendidikan vang bermutu.

Ketentuan mengenal pendidik dan tenaga kependidikan
sehagaimana dimaksud pada avat (1), avat (2), dan avat (3)
diatur lehih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 42

Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikas:
sesual dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani
dan rohamni, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan
tujuan pendidikan nasional.

Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan
usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan
pendidikan tinggr dihasilkan oleh perguruan tinggi vang
terakreditasi.
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Ketentuan mengenalr  kualifikasi pendidik sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dan avat (2) diatur lebih lanjut dengan
peraturan pemerintah.

Pasal 43

Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga
kependidikan  dilakukan berdasarkan latar belakang
pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja
dalam mdang pendidikan.

sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tingg
vang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan vang
terakreditasi.

Ketentuan mengenal promosi, penghargaan, dan sertifikasi
pendidik sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan avat (2)
diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 44

Pemerintah dan pemerintah daerah wajitb membina dan
mengembangkan  tenaga  kependidikan pada satuan
pendidikan wvang diselenggarakan oleh Pemerintah dan
pemerintah daerah.

Penvelenggara pendidikan oleh masyvarakat berkewajiban
memhbina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada
satuan pendidikan vang diselenggarakannva.

Pemerintah dan pemerintah daerah wapb membantu
pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada
satuan pendidikan formal wvang diselenggarakan oleh
masyarakat.
BAB XII
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 45

Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menvediakan
sarana dan prasarana vang memenuhi keperluan pendidikan
sesual dengan pertumbuhan dan perkembangan potens: fisik,
kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta
didik.

Ketentuan mengenal penyvediaan sarana dan prasarana
pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana
dimaksud pada avat (1) diatur lelh lanjut dengan peraturan
pemerintah.
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BAB XIII
PENDANAAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Pendanaan

Pasal 46

Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama
antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab
menyvediakan anggaiiin pendidikan sebagaimana diatur dalam
Pasal 31 avat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan
sehagaimana dimaksud pada avat (1) dan avat (2) diatur lebih
lanjut dengan peraturan pemerintah.
Bagian Kedua
sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 47

Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan
prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat
mengerahkan sumber dava vang ada sesual dengan peraturan
perundang-undangan vang berlaku.
Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan
sehagaimana dimaksud pada avat (1) dan avat (2) diatur lebih
lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 48
Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip
keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Ketentuan  mengenal  pengelolaan dana  pendidikan
sehagaimana dimaksud pada avat (1) diatur lebih lanjut
dengan peraturan pemerintah.
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Bagian Keempat
Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 49

Dana pendidikan selain gap pendidik dan hava pendidikan
kedinasan dialokasikan mimimal 20% dari  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor
pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD).

Gajl guru dan dosen wvang diangkat oleh Pemerintah
dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN).

Dana pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah
untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesua
dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku.

Dana pendidikan dari Pemerintah apada pemerintah daerah
diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

a!tentuan mengenal pengalokasian  dana pendidikan
sebagaimana dimaksud pada avat (1), ayat (2), ayat (3), dan
ayat (4) diatur lebhh lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XIV
PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 50

Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung
jawab menteri.

Pemerintah menentukan kebijjakan nasional dan standar
nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan
nasional.

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan
sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua
jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan
pendidikan vang bertaraf internasional.

Pemerintah daerah provinst melakukan koordinasi atas
penvelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga
kependidikan, dan penyediaan fasilitas penvelenggaraan
pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat
pendidikan dasar dan menengah.
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Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan
pendidikan menengah, serta satuan pendidikan vang berbasis
keunggulan lokal.

Perguruan tinggi menentukan kebijjakan dan memiliki otononu
dalam mengelola pendidikan di lembaganva.

Ketentuan mengenal pengelolaan pendidikan sebagaimana
dimaksud pada avat (1), avat (2), avat (3), ayat (4), ayvat (5),
dan avat (6) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 51

Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dim, pendidikan
dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan
standar pelavanan minimal dengan prinsip manajemen
berbasis sekolah/madrasah.

Pengelolaan  satuan  pendidikan  tinggi  dilaksanakan
berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu,
dan evaluasi vang transparan.

Ketentuan mengenair  pengelolaan satuan  pendidikan
sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan avat (2) diatur lebih
lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 52

Pengelolaan satuan pendidikan nonformal dilakukan oleh
Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masvarakat.

Ketentuan mengenai  pengelolaan  satuan  pendidikan
nonformal sebagaimana dimaksud pada avat (1) diatur lebih
lanjut dengan peraturan pemerintah.
Bagian Kedua
Badan Hukum Pendidikan

Pasal 53

Penvelenggara dan/atau satuan pendidikan formal wang
didirikan oleh Pemerintah atau masyvarakat berbentuk badan
hukum pendidikan.

Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada avat
(1) berfungsi memberikan pelavanan pendidikan kepada
peserta didik.
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Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada avat
(1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara
mandirt untuk memajukan satuan pendidikan.

Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan
undang-undang tersendiri.
BAB XV
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 54

Peran serta masyvarakat dalam pendidikan meliputi peran
serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi,
pengusaha, dan  orgamisasi  kemasvarakatan  dalam
penvelenggaraan dan  pengendalian  mutu pelavanan
pendidikan.

Masvarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana,
dan pengguna hasil pendidikan.

Ketentuan mengenal peran serta masyvarakat sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dan avat (2) diatur lehih lanjut dengan
peraturan pemerintah.
Bagian Kedua
Pendidikan Berbasis Masvarakat

Pasal 55

Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis
masyvarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai
dengan kekhasan agama, ingkungan sosial, dan budava untuk
kepentingan masvarakat.

Penvelenggara pendidikan herbasis masyarakat
mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi
pendidikan, serta manajemen dan pendanaannva sesual
dengan standar nasional pendidikan.

Dana penvelenggaraan pendidikan berbasis masvarakat dapat
bersumber dari penyvelenggara, masvarakat, Pemerintah,
pemermtah daerah dan/atau sumber lain vang tidak
hertentangan dengan peraturan perundang-undangan vang
berlaku.

Lembaga pendidikan berbasis masvarakat dapat memperoleh
bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber dayva lain secara
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adil dan merata dari Pemerintah dan/atau pemeraah daerah.

Ketentuan mengenal peran serta masyarakat sebagaimana
dimaksud pada avat (1), ayat (2), avat (3), dan ayat (4) diatur
lehih lanjut dengan peraturan pemerintah.
Bagian Ketiga
Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 56

Masvarakat berperan dalam penmingkatan mutu pelayanan
pendidikan wvang meliputi perencanaan, pengawasan, dan
evaluasi program pendidikan melalul dewan pendidikan dan
komite sekolah/madrasah.

Dewan pendidikan sebagai lembaga mandin dibentuk dan
berperan dalam peningkatan mutu pelayvanan pendidikan
dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan
tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan
pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota vang tidak
mempunyal hubungan hirarkis.

Komite sekolah/madrasah, sebagal lembaga mandiri, dibentuk
dan berperan dalam peningkatan mutu pelavanan dengan
memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga,
sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada
tingkat satuan pendidikan.

Ketentuan mengenal pembentukan dewan pendidikan dan
komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada avat
(1), avat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan
pemerintah.

BAB XVI1

EVALUASI AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI
Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 57

Ewvaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu
pendidikan secara nasional sebagar bentuk akuntabilitas
penvelenggara  pendidikan  kepada  pthak-pthak  vang
herkepentingan.

Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan pro-
gram pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk
semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.
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Pasal 58

Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik
untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil
belajar peserta didik secara berkesinambungan.

Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program
pendidikan dilakukan oleh lembaga mandin secara berkala,
menveluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai
pencapailan standar nasional pendidikan.

Pasal 59

Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi
terhadap pengelola, satuan, jalur, jemjang, dan jenis
pendidikan.

Masyvarakat dan/atau organisasi profesi dapat membentuk
lembaga vang mandir untuk melakukan evaluasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58.

Ketentuan mengenail evaluasi sebagaimana dimaksud pada
avat (1) dan avat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan
pemerintah.

Bagian Kedua
Akreditas:

Pasal 60

Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelavakan program
dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan
nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan
oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri vang berwenang
sebagail bentuk akuntabilitas publik.

Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria vang bersifat terbuka.

Ketentuan mengenal akreditas: sebagaimana dimaksud pada
avat (1), avat (2), dan avat (3) diatur lelih lanjut dengan
peraturan pemerintah.
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Bagian Ketiga
sertifikasi

Pasal 61

sertifikat berbentuk 1jazah dan sertifikat kompetensi.

[jazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan
terhadap prestasi belajar dan/atau penvelesaian suatu jenjang
pendidikan setelah lulus upan vang diselenggarakan oleh
satuan pendidikan vang terakreditasi.

sertifikat  kompetensi  diberikan  oleh  penvelenggara
pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan
warga masvarakat sebagan pengakuan terhadap kompetens:
untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus up
kompetensi vang diselenggarakan oleh satuan pendidikan vang
terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

Ketentuan mengenail sertifikasi sebagaimana dimaksud pada
avat (1), avat (2), dan avat (3) diatur lebih lanjut dengan
peraturan pemerintah.

BAB XVII
PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 62

Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal vang didirikan
wajih memperoleh 1zin Pemerintah atau pemerintah daerah.

Svarat-svarat untuk memperoleh izin meliputi is1 pendidikan,
jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan,
sarana dan prasarana pendidikan, pembiavaan pendidikan,
sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses
pendidikan.

Pemerintah atau pemerintah daerah memberi atau mencabut
1zin pendirian satuan pendidikan sesual dengan peraturan
perundang-undangan vang berlaku.

Ketentuan  mengenal  pendirian  satuan  pendidikan
sehagaimana dimaksud pada avat (1), avat (2), dan avat (3)
diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 63

satuan pendidikan vang didirkan dan diselenggarakan oleh
Perwakilan Republik Indonesia di negara lain menggunakan
ketentuan undang-undang 1ni.




BAB XVIII
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA
NEGARA LAIN

Pasal 64

satuan pendidikan vang diselenggarakan oleh perwakilan negara
asing di wilayvah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi peserta
didik warga negara asing, dapat menggunakan ketentuan wvang
berlaku di negara vang bersangkutan atas persetujuan Pemerintah
Republik Indonesia.
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Pasal 65

Lembaga pendidikan asing vang terakreditasi atau yvang diakw
di negaranva dapat menvelenggarakan pendidikan di wilavah
Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan
perundang-undangan vang berlaku.

Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan
menengah wajitb  memberikan pendidikan agama dan
kewarganegaraan bagi peserta didik warga negara Indonesia.

Penvelenggaraan pendidikan asing wajb bekerja sama dengan
lembaga pendidikan di wilavah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan
pengelola warga negara Indonesia.

Kegiatan pendidikan vang menggunakan sistem pendidikan
negara lain vang diseldiggarakan di wilavah Negara Kesatuan
Republik Indonesia dilakukan sesual dengan peraturan
perundang-undangan vang berlaku.

atentuan mengenal penvelenggaraan pendidikan asing
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayvat (2), avat (3), dan
ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XIX
PENGAWASAN

Pasal 66

Pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan, dan
komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan atas
penvelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis
pendidikan Smii dengan kewenangan masing- masing.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan
dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publk.
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Ketentuan mengenal pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayvat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan
pemerintah.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

Perseorangan, organisasi, atau penyvelenggara pendidikan
vang memberikan 1jazah, sertifikat ko@pAdBtensi, gelar
akademik, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak dipidana dengan
pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana
denda paling banyak Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penvelenggara perguruan tinggl vang dinyvatakan ditutup
berdasarkan Pasal 21 avat (5) dan masih beroperasi dipidana
dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau
pidana denda paling banvak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).

Penvelenggara pendidikan vang membernkan sebutan guru
besar atau profesor dengan melanggar Pasal 23 avat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun
dan/atau pidana denda paling banvak Rp 1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).
Penvelenggara pendidikan j arak j auh vang tidak memenuha
rsyaratan sehagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3)
dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun
dan/atau pidana denda paling banvak Rp 1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).

Pasal 68

S etlap orang vang membantu memberikan 1jazah, sertifikat
kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau wvokasi dan
satuan pendidikan wang tidak memenuhi persvaratan
dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun
dan/atau pidana denda pahng banvak Rp500.000.000,00 (lima

ratus juta rupiah).

Setiap orang vang menggunakan 1jazah, sertifikat kompetensi,

gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi vang diperoleh dari
satuan pendidikan wvang tidak memenuhi persvaratan
dipidana dengan pidana penjara paling lama




lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp&500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap orang vang menggunakan gelar lulusan vang tidak
sesual dengan bentuk dan singkatan vang diterima dar
perguruan tinggl vang bersanghkutan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 avat (4) dipidana dengan pidana penjara paling
lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banvak

Ep200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(4) Setiap orang wvang memperoleh dan/atau menggaakan
sebutan guru besar vang tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1)
dan/atau avat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama
lima tahun dan/atau pidana denda paling banyvak
Rp500.000.000,00 (ima ratus juta rupiah).

Pasal 69

(1) Setiap orang vang menggunakan 1jazah, sertifikat kompetensi,
gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi vang terbukti palsu
dipidana dengan pidana penjara palng lama lima tahun
danfatau pidana denda paling banyvak Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang vang dengan sengaja tanpa hak menggunakan
jjazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 61 avat (2) dan avat (3) vang terbukti palsu
dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/
atau pidana denda paling banvak Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah).

Pasal 70

Lulusan wyang karya 1lmiah vang digunakannya untuk
mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayvat (2) terbukti merupakan pplakan
dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau
pidana denda paling banvak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta

rupiah).

Pasal 71

Penyelenggara satuan pendidikan wang didirtkan tanpa izin
Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 62 avat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama
sepuluh  tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Epl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).




BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Penvelenggaraan pendidikan vang pada saat undang-undang im
diundangkan belum berbentuk badan hukum pendidikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 tetap berlaku sampa
dengan terbentuknya undang-undang yang mengatur badan hukum
pendidikan.

Pasal 73

Pemerintah atau pemerintah daerah wajib memberikan 1zin paling
lambat dua tahun kepada satuan pendidikan formal vang telah
berjalan pada saat undang-undang ini1 diundangkan belum memiliki
1Z1n.

Pasal 74

Semua peraturan perundang-undangan vang merupakan peraturan
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) vang ada pada saat
diundangkannva undang-undang ini masih tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang
ni.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

semua  peraturan perundang-undangan vang diperlukan untuk
laksanakan undang-undang ini harus diselesaikan paling lambat
dua tahun terhitung sejak berlakunya undang-undang imi.

Pasal 76

Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, Undang-Undang
Nomor 48/Prp./1960 tentangl® Pengawasan Pendidikan dan
Pengajaran Asing (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 155,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2103) dan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(Lembaran Negara un 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3390) dinyvatakan tidak berlaku.
Pasal 77

Undang-undang in1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan




undang-undang 1m dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2003
Presiden Republik Indonesia,

Megawati Soekarnoputri
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2003

Sekretaris Negara Republik Indonesia,
Bambang Kesowo

TAMBAHAN LEMBEARAN NEGARA RI
No.4301

PENDIDIKAN.Sistem Pendidikan Nasional. Warga Negara.
svarakat. Pemerintah. Pemerintah Daerah. (Penjelasan atas

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78)

PENJELASAN

ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20
TAHUN 2003
TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
[. UMUM

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannva.
Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat
mengembangkan potensi dirinva melalul proses pembelajaran

atau cara lain vang dikenal dan diakw oleh masvarakat.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 31 avat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak
mendapat pendidikan, dan avat (3) menegaskan bahwa Pemerintah
mengusahakan dan menvelenggarakan satu sistem pendidikan
nasional vang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta
akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa vang
diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen
bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa vang merupakan
salah satu tujuan negara Indonesia.

(Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut
diterapkannva prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan
menjunjung tinggl hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara. Dalam hubungannva dengan pendidikan, prinsip-
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prinsip tersebut akan memberikan dampak vang mendasar pada
kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu,
ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan
memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan,
termasuk dalam sistem pendidikan. Tuntutan tersebut menvangkut
pembaharuan sistem pendidikan, di antaranva pembaharuan
kurikulum, vaitu diversifikasi kurikulum untuk melayvani peserta
didik dan potensi daerah wvang beragam, diversifikasi jenis
pendidikan vang dilakukan secara profesional, penyusunan standar
kompetensi tamatan vang berlaku secara nasional dan daerah
menyvesualkan dengan kondisi setempat; penyusunan standar
kuahfikasi pendidik vang sesuail dengan tuntutan pelaksanaan
tugas secara profesional; penvusunan standar pendanaan
pendidikan untuk setiap satuan pendidikan sesual prinsip-prinsip
pemerataan dan keadilan; pelaksanaan manajemen pendidikan
berbasis sekolah dan otonomi  perguruan tinggl;  serta
penvelenggaraan pendidikan  dengan  sistem  terbuka dan
multimakna. Pembaharuan sistem pendidikan juga mehput:
penghapusan diskriminasi antara pendidikan wvang dikelola
pemerintah dan pendidikan wvang dikelola masvarakat, serta
pemcedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum.
Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk
memperb aharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan
nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnva sistem
pendidikan sebagail pranata sosial vang kuat dan berwibawa untuk
memberdavakan semua warga negara Indonesia berkembang
menjadi manusia vang berkualitas sehingga mampu dan proaktif
menjawab tantangan zaman vang selalu berubah.
Dengan wis1 pendidikan tersebut, pendidikan nasional
mempunyal misi sebagai berikut:
1. mengupavakan perluasan dan pemerataan kesempatan
memperoleh pendidikan vang bermutu bagi seluruh rakyvat
Indonesia;

2. membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak
bangsa secara utuh sejak usia dinl sampal akhir havat dalam
rangka mewujudkan masvarakat belajar;

3. meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses
pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian
vang bermoral;

4. meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga
pendidikan sebagail pusat pembudayvaan ilmu pengetahuan,




prinsip tersebut akan memberikan dampak vang mendasar
pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan.
sSelain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat
dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek
kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan. Tuntutan
tersebut menvangkut pembaharuan sistem pendidikan, di
antaranva pembaharuan kurikulum, wvaitu diversifikas:
kurikulum untuk melavam peserta didik dan potensi daerah
vang beragam, diversifikasi jenis pendidikan vang dilakukan
secara profesional, penyvusunan standar kompetensi tamatan
vang berlaku secara nasional dan daerah menyvesuaikan
dengan kondisi setempat; penvusunan standar kuahfikas:
pendidik yvang sesual dengan tuntutan pelaksanaan tugas
secara profesional; penvusunan standar pendanaan pendidikan
untuk setiap satuan pendidikan sesual prinsip-prinsip
pemerataan dan  keadilan; pelaksanaan manajemen
pendidikan berbasis sekolah dan otonomi perguruan tingg:i;
serta penyelenggaraan pendidikan dengan sistem terbuka dan
multimakna. Pembaharuan sistem pendidikan juga mehput:
penghapusan diskriminasi antara pendidikan vang dikelola
pemerintah dan pendidikan vang dikelola masyvarakat, serta
pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan
umum.

Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk

memperbaharu visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan
nasional. Pendidikan nasional mempunyal visi terwujudnya sistem
pendidikan sebagai pranata sosial vang kuat dan berwibawa untuk
memberdavakan semua warga negara Indonesia berkembang
menjadl manusia vang berkualitas sehingga mampu dan proaktif
menjawab tantangan zaman vang selalu berubah.

Dengan wisi pendidikan tersebut, pendidikan nasional

mempunyail misi sebagal berikut:

1.

mengupavakan perluasan dan pemerataan kesempatan
memperoleh pendidikan vang bermutu bagi seluruh rakyat
Indonesia;

membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak
bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir havat dalam
rangka mewujudkan masvarakat belajar;

meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses
pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian
vang bermoral;

meningkatkan keprofesionalan dan akuntahlitas lembaga
pendidikan sebagai pusat pembudavaan ilmu pengetahuan,




keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan
standar nasional dan global; dan

5. memberdavakan peran serta masyarakat dalam
penvelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi
dalam konteks Negara Kesatuan RI.

Berdasarkan wisi dan misi pendidikan nasional tersebut,
pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa wvang bermartabat
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertuyjuan untuk
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia vang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara vang demokratis serta bertanggung jawab.

Pembaharuan sistem pendidikan memerlukan strategi
tertentu. Strategli pembangunan pendidikan nasional dalam
undang-undang ini meliputi:

1. pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia;

2. pengembangan dan pelaksanaan kurnikulum  berbasis
kompetensi;

3.  proses pembelajaran vang mendidik dan dialogis;

4. evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan vang
memberdavakan;

5. pemngkatan  keprofesionalan pendidik  dan  tenaga
kependidikan;

6. penvediaan sarana belajar vang mendidik;

7. pembiavaan pendidikan wvang sesual dengan prinsip
pemerataan dan berkeadilan;

8.  penvelenggaraan pendidikan vang terbuka dan merata;

9. pelaksanaan wajb belajar;

10. pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;

11. pemberdavaan peran masvarakat;

12. pusat pembudavaan dan pembangunan masvarakat; dan

13. pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.

Dengan strategi tersebut diharapkan wvisi, misi, dan tuuan
pendidikan nasional dapat terwuwud secara efektif dengan
melibatkan berbagai pithak secara aktif dalam penvelenggaraan
pendidikan.

Pembaruan sistem pendidikan nasional perlu pula disesman
dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22




Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

sSehubungan dengan hal-hal di atas, Undang-undang Nomor 2
Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional perlu
di]:ubaharui dan diganti

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Ayat (1)
Cukup jelas

Avat (2)

Pendidikan dengan sistem terbuka adalah pendidikan vang
diselenggarakan dengan fleksibilitas pillhan dan  waktu
penvelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (multa
entrv-multi exit system). Peserta didik dapat belajar sambil bekerja,
atau mengambil program-program pendidikan pada jenis dan jalur
pendidikan vang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalw
pembelajaran tatap muka atau jarak jauh. Pendidikan multimakna
adalah proses pendidikan wvang diselenggarakan dengan
berorientasi pada pembudavaan, pemberdavaan, pembentukan
utak dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup.

Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Avat (5)

Cukup jelas
Ayat (6)

Memberdavakan semua komponen masyvarakat berarta
pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah dan masvarakat
dalam suasana kemitraan dan kerja sama vang saling melengkap
dan naiperkuat.

Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6




Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Avat (1)

hurut a

Pendidik dan/atau guru agama vang seagama dengan peserta

didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh Pemerintah atau
pemerintah  daerah sesuai  kebutuhan satuan pendidikan
sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (3).

Ayat (1)

hurut b
Pendidik dan/atau guru vang mampu mengembangkan bakat,
minat, dan kemampuan peserta didik difasilitasi dan/atau
disediakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan
kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 41
ayvat (3).

Ayat (1)
huruf ¢
Cukup jelas

Ayat (1)

huruf d
Cukup jelas

Ayat (1)

huruf e
Cukup jelas

Avat (1)

huruf f
Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13




Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan
menengah vang mengutamakan perluasan pengetahuan vang
diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke
jenjang vang lebih tinggi.

Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah vang
mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam
bidang tertentu.

Pendidikan akademik merupakan pendidikan tingg program
sarjana dan pascasarjana vang diarahkan terutama pada
peng an disiplin ilmu pengetahuan tertentu.

Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah pro-
gram sarjana vang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki
pekerjaan dengan persvaratan keahlian khusus.

Pendidikan wokasi merupakan pendidikan tinggi vang
mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan
keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program
sarjana.

Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar,
menengah, dan tinggl vang mempersiapkan peserta didik untuk
dapat menjalankan peranan vang menuntut penguasaan
pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahlh ilmu
agama.

Pendidikan khusus merupakan penvelenggaraan pendidikan
untuk peserta didik vang berkelainan atau peserta didik vang
memiliki kecerdasan luar biasa vang diselenggarakan secara
inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat
pendidikan dasar dan menengah.

Pasal lfa
Cukup jelas
Pasal 17
Avat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pendidikan vang sederajat dengan SD/MI adalah program sepert:
Paket A _dan vang sederajat dengan SMP/MTs adalah program
seperti et B.
Avat (3)
Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (1)




Cukup jelas
Avat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Pendidikan vang sederajat dengan SMA/MA adalah program
seperti pet C.
Awat (4)
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Ayat (1)
Akademi menvelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu
cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/
atau seni tertentu.

Politeknik menvelenggarakan pendidikan wokasi dalam
sejumlah hidang pengetahuan khusus.

sSekolah tinggl menyvelenggarakan pendidikan akademik dan/
atau vokasi dalam hngkup satu disiplin ilmu tertentu dan jika
memenuhi svarat dapat menvelenggarakan pendidikan profesi.

Institut menvelenggarakan pendidikan akademik dan/atau
pendidikan wokasi dalam sekelompok disiphn ilmu pengetahuan,
teknologl, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat
menvelenggarakan pendidikan profesi.

Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik dan/
atau pendidikan wokasi dalam seumlah 1lmu pengetahuan,
teknologi, dan/ataun semi dan jika memenuhi syarat dapat
men}relea;arakan pendidikan profesi.

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Awat (4)
Cukup jelas
Pasal 21
Ayat (1)

Gelar akademik vang dimaksud, antara lain, sarjana, mag-
aer, dan dolktor.
Ayat (2)

Cukup jelas




Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Avat (5)

Cukup jelas
Ayat (6)

Cukup jelas
Ayat (7)

Cukup jelas
Pagsal 22

Cukup jelas
Pasal 23
Ayat (1)

(Guru besar atau profesor adalah jabatan fungsional bagi dosen
ng masih mengajar di ingkungan perguruan tinggi.
Ayat (2)

Cukup jelas
Pasal 24

Cukup jelas
Pasal 25

Cukup jelas
Pasal 26
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Pendidikan kecakapan hidup (hife skills) adalah pendidikan
vang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial,
kecakapan intelektual, dan kecakapan wvokasional untuk bekeija
atau usaha mandiri.

Pendidikan kepemudaan adalah pendidikan  vang
diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa,
sepertl organisasi pemuda, pendidikan kepanduan/kepramukaan,
keolahragaan, palang merah, pelatihan, kepemimpinan, pecnta
alam, serta kewirausahaan.

Pendidikan pemberdavaan perempuan adalah pendidikan
untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.

Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal

vang menvelenggarakan pendidikan umum setara SD/ MI,

SMP/MTs, dan SMA/MA vang mencakup program paket A,




paket B, dan paket C.

Pendidikan dan pelatthan kerja dilaksanakan untuk
meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada
penguasaan keterampilan fungsional vang sesual  dengan
kebutuhan dunia kerja
Avat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Kursus dan  pelatihan sebagai bentuk pendidikan
berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik
dengan penekanan pada penguasaan keterampilan, standar
kompetensi, pengembangan  sikap kewirausahaan  serta
pengembangan kepribadian profesional. Kursus dan pelatihan
dikembangkan melaln1 sertifikasi dan akreditasi vang bertaraf
nasional dan internasional.

Ayat (6) £

Cukup jelas
Ayat (7)

Cukup jelas
Pasal 27

Cukup jelas
Pasal 28
Ayat (1)

Pendidikan anak usia dini diselenggarakan bagi anak sejak
lahir sampai dengan enam tahun dan bukan merupakan prasvarat
untuk mengikuti pendidikan dasar.

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Taman kanak-kanak (TK) menvelenggarakan pendidikan
untuk mengembangkan kepribadian dan potensi din sesual dengan
tahap perkembangan peserta didik.

Raudhatul athfal (RA) menvelenggarakan pendidikan
keagamaan Islam vang menanamkan nilai-nilai keimanan dan
ketakwaan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi
diri seperti pada taman kanak-kanalk.

Ayat (1) 3

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas
Avat (6)




Cukup jelas
Pasal 29

Cukup jelas
Pasal 30

Cukup jelas
Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Bentuk pendidikan jarak jauh mencakup program pendidikan

tertulis (korespondensi), radio, audio/video, TV, dan/atau berbasis
jaringan komputer.

Modus penvelenggaraan pendidikan jarak jauh mencakup
pengorganisasian tunggal (single mode), atau bersama tatap muka
(dual mode).

Cakupan pendidikan jarak jauh dapat berupa program
pendidikan berbasis mata pelajaran/mata kuliah dan/atau program
pendidila berbasis bidang studi.

Avat (4)

Cukup jelas
Pasal 32

Cukup jelas
Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Avat (2)

Pengajaran bahasa daerah pada jenjang pendidikan dasar di
suatu daerah disesuaikan dengan intensitas penggunaannva dalam
wilayvah vang bersangkutan.

Tahap awal pendidikan adalah pendidikan pada tahun
pertamaam kedua sekolah dasar.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Ayat (1)
Standar 1s1 mencakup ruang lingkup materi dan tingkat
kompetensi vang dituangkan ke dalam persyvaratan tentang




kompetensi tamatan, kompetens: bahan kapan, kompetensi mata
pelajaran, dan silabus pembelajaran wvang harus dipenuhi oleh
peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Kompetensi lulusan merupakan kuahtfikasi kemampuan
lulusan vang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan
sesual dengan standar nasional vang telah disepakati.

Standar tenaga kependidikan mencakup persvaratan
pendidikan prajabatan dan kelayvakan, baik fisik maupun mental,
serta pendidikan dalam jabatan.

Standar sarana dan prasarana pendidikan mencakup ruang
belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan,
laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan
berekreasi, dan sumber belajar lain vang diperlukan untuk
menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknolog
informasi dan komunikasi.

Peningkatan secara berencana dan berkala dimaksudkan
untuk meningkatkan keunggulan lokal, kepentingan nasional,
keadilan, dan kompetisi antarbangsa dalam peradaban duma.

Avat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu
pendidila bersifat mandiri pada tingkat nasional dan propinsi.
Avat (4)
Cukup jelas
Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Pengembangan kurikulum secara herdiversifikasi
dimaksudkan untuk memungkinkan penvesuaian program
pendidikan pada satuan pendidikan dengan kondisi dan kekhasan
potensi ﬂg ada di daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas
Pasal 37

Avat (1)

Pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta
didik menjadi manusia vang beriman dan bertakwa kepada Tuhan




Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.

Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk
membentuk peserta didik menjadi manusia vang memiliki rasa
kebangsaan dan cinta tanah air.

Bahan kajian bahasa mencakup bahasa Indonesia, bahasa

daerah, dan bahasa asing dengan pertimbangan:

1. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional;

2.  Bahasa daerah merupakan bahasa ibu peserta didik; dan

3. Bahasa asing terutama bahasa Inggris merupakan bahasa
internasional wyang sangat penting kegunaannva dalam
pergaulan global.

Bahan kajian matematika, antara lain, berhitung, ilmu ukur,
dan aljabar dimaksudkan untuk mengembangkan logika dan
kemampuan berpikir peserta didik.

Bahan kajian ilmu pengetahuan alam, antara lain, fisika,
biologi, dan kimia dimaksudkan untuk mengembangkan
pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik
terhadap lingkungan alam dan sekitarnya.

Bahan kapanilmu pengetahuan sosial, antara lain, ilmu buma,
sgjarah, ekonomi, kesehatan, dan sebagainva dimaksudkan untuk
mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan
analisis peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat.

Bahan kajian seni dan budava dimaksudkan untuk
membentuk karakter peserta didik menjadi manusia yvang memihlka
rasa senl dan pemahaman budava. Bahan kapan semi mencakup
menulis, menggambar/melukis, menyvanyi, dan menari.

Bahan kajian pendidikan jasmani dan olah raga dimaksudkan
untuk membentuk karakter peserta didik agar sehat jasmani dan
rohani, dan menumbuhkan rasa sportivitas.

Bahan kajian keterampilan dimaksudkan untuk membentuk
peserta didik menjadi manusia vang memiliki keterampilan.
Bahan kajian muatan lokal dimaksudkan untuk membentuk
pemahalan terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas




Pasal 38

Cukup jelas
Pasal 39

Ayat (1)

Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan,
penilik, pamong bhelajar, pengawas, peneliti, pengembang,
pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar.

Bat 2

Cukup jelas
Pasal 40

Ayat (1)

hurutf a

Yang dimaksud dengan penghasilan yvang pantas dan memadai
adalah penghasilan vang mencerminkan martabat guru sebaga
pendidik wvang profesional di atas kebutuhan hidup minimum

(KHM).

Yang dimaksud dengan jaminan kesejahteraan sosial vang
pantas dan memadai, antara lain, jaminan kesehatan dan jaminan
harn tua.

hurut b
Cukup jelas
huruf ¢
Cukup jelas
huruf d
Cukup jelas
aaruf e
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 41
Ayat (1)

Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bertugas di mana pun
dalam wilavah ara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap
memperhatikan peraturan perundang-undangan vang berlaku.

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Pemberian fasilitas oleh Pemerintah dan/atau pemerintah
daerah dimaksudkan untuk menghindari adanya daerah vang
kekurangan atau kelebihan pendidik dan tenaga kependidikan,
serta Juga dimaksudkan untuk peningkatan kualitas satuan
pendidikan.




Ayat (4)

Cukup jelas
Pasal 42

Cukup jelas
Pasal 43

Avat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Program sertifikasi bertuyjuan untuk memenuhi kualifikasi
minimum pendidik vang merupakan bagian dari program
pengembangan karier oleh Pemenntah dan/atau pemerintah
daerah. W

Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Ayat (1)
sumber pendanaan pendidikan darn pemerintah meliputa
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber pendanaan
pendidikan dari masvarakat mencalkup antara lain sumbangan
pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembavaran nadzar, pinjaman,
sumbangan perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak untuk
pendidilfa, dan lain-lain penerimaan vang sah.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Ayat (1)
Pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara
hertaha;a
Ayat (2)
Cukup jelas
Avat (3)
Cukup jelas




Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 50
Avat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Avat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Avat (6)

Yang dimaksud dengan otonomi perguruan tinggl adalah
kemandirnan perguruan tinggl  untuk  mengelola  sendirm
lembaganya.

Bat (7)

Cukup jelas
Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan manajemen berbasis sekolah/
madrasah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada
satuan pendidikan, vang dalam hal in1 kepala sekolah/madrasah
dan guru dibantu oleh komite sekolah/madrasah dalam mengelola
kegiatarﬂendidjkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Avat (3)

Cukup jelas
Pasal 52

Cukup jelas
Pasal 53

Ayat (1)

Badan hukum pendidikan dimaksudkan sebagail landasan
hukum bagi penvelenggara dan/atau satuan pendidikan, antara
lain, heraltuk badan hukum milik negara (BHMN).

Ayat (2)
Cukup jelas
Avat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)




Cukup jelas
Pasal 54

Cukup jelas
Pasal 55

Avat (1)

Kekhasan satuan pendidikan vang  diselenggarakan

masyar;ﬂt tetap dihargal dan dijamin oleh undang-undang im.

Avat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Avat (5)

Cukup jelas
Pasal 56

Cukup jelas
Pasal 57

Cukup jelas
Pasal 58

Cukup jelas
Pasal 59

Cukup jelas
Pasal 60

Cukup jelas
Pasal 61

Cukup jelas
Pasal 62

Cukup jelas
Pasal 63

Cukup jelas
Pasal 64

Cukup jelas
Pasal 65

Ayat (1)

Peraturan perundang-undangan vang dimaksud antara lain
mencakup undang-undang tentang imigrasi, pajak, investasi asing,
dan tenaga kerja.

Avat (2)

Pelaksanaan pendidikan agama sesual dengan ketentuan

Pasal 12 ayat (1) huruf a.
Avat (3)




Cukup jelas
Ayat (4)
Sistem pendidikan negara lain mencakup kurikulum, sistem
penilaian, dan penjenjangan pendidikan.
BRat (5)
Cukup jelas
Pasal 66
Avat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Peraturan pemerintah vang dimaksud dalam avat ini, antara
lain, mengatur tata cara pengawasan dan sanksi administratit.
Pasal E‘?ﬁ

Cukup jelas
Pasal 68

Cukup jelas
Pasal 69

Cukup jelas
Pasal 70

Cukup jelas
Pasal 71

Cukup jelas
Pasal 72

Cukup jelas
Pasal 73

Cukup jelas
Pasal 74

Cukup jelas
Pasal 75

Cukup jelas
Pasal 76

Cukup jelas
Pasal 77

Cukup jelas
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